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Tanggal Efektif 3 2 Juni 1994 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 23 Juni 1994 
Masa Penawaran : 8Juni 1994- 10 Juni 1994 Tanggal Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektip : 27 Juni 1994 
Tanggal Akhir Penjatahan : 18 Juni 1994 Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Jakarta : 29 Juni 1994 


BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI,TIDAK 
JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN 


YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 


JAYA 


PROPERTY 
Jaan Wai AE | 


PT JAYA REAL PROPERTY 


Berkedudukan di Jakarta, 


Kantor Pusat, 
Jaya, Jl. M.H. Thamrin No.16 Í 
Telepon : 021-831831 ' ` ri Wi 
- 4 Facsimile : 
Telex: 61244 - 


PENAWARAN UMUM 


35.000.000 (tiga puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama 
dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham dengan 
Harga penawaran Rp. 5.200,00 (lima ribu dua ratus) setiap saham yang harus dibayar penuh 
pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. 
PENJAMIN PELAKSANA EMISI: 
PT W.I. CARR INDONESIA. 


PENJAMIN EMISI: 


PT Asjaya Indosurya Securities PT Indovest Securities PT BT Prima Securities Indonesia 
PT Astra Securities PT Daiwa Indonesia Securities PT Arya Prada Sekuritas 
PT Bhakti Investama PT Buanamas Investindo PT Merincorp Securities Indonesia 
PT OCBC Sikap Securities PT Nusamas Panin PT Transpacific Securindo 
. PT Inter-Pacific Securities PT Lippo Securities PT BDNI Securities 


PT PDFCI Securities 


PT JAYA REAL PROPERTY DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA 


ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN DAN DATA SERTA KEJUJURAN PENDAPAT MENGENAI 
KEADAAN PT JAYA REAL PROPERTY YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI, 


Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 6 Juni 1994 


Tanggal Efektif : 2Juni 1994 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 28 Juni 1994 
Masa Penawaran : 8Juni 1994 -10 Juni 1994 Tanggal Penyerahan Surat Saham/ Surat Kolektip : 27 Juni 1994 
Tanggal Akhir Penjatahan : 18 Juni 1994 Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Jakarta : 29 Juni 1994 


BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI,TIDAK 
JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN 
YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 


[ml] JAYA JAYA 


PROPERTY 


PT JAYA REAL PROPERTY 


Bidang Usaha 
Bergerak dalam bidang real estate dengan melakukan pembebasan dan pematangan tanah, 
pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung baik berupa rumah, kantor, fasilitas olah raga 
dan rekreasi dan lain-lain bangunan, penyewaan bangunan: penjualan se serta pengelolaan tanah 
dan bangunan. 


Berkedudukan di Jakarta, Indonesia 


Kantor Pusat 
Gedung Jaya, Jl. M.H. Thamrin No. 12, Jakarta 10340, Indonesia 
Telepon : 021-331831 
Facsimile : 021-324017 
Telex: 61244 - PT JAYA IA 


Kantor Proyek dan Pemasaran 
Kantor Taman Bintaro Jaya, Jl. Wahid Hasyim, Bintaro Jaya Sektor 7 
Tangerang15224, Indonesia 
Telepon : 021 - 745 0525 
Facsimile : 021 - 745 0544 


PENAWARAN UMUM 


35.000.000 (tiga puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama 
dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham dengan 
Harga penawaran Rp. 5.200,00 (lima ribu dua ratus) setiap saham yang harus dibayar penuh 
pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. 


PENJAMIN PELAKSANA EMISI: 
PT W.I. CARR INDONESIA 


PENJAMIN EMISI: 


PT Asjaya Indosurya Securities PT Indovest Securities PT BT Prima Securities 
PT Astra Securities PT Daiwa Indonesia Securities PT Arya Prada Sekurit 

PT Bhakti Investama PT Buanamas Investindo PT Merincorp Securities Indonesia 
PT OCBC Sikap Securities PT Nusamas Panin PT Transpacific Securindo 
PT Inter-Pacific Securities PT Lippo Securities PT BDNI Securities 


PT PDFCI Securities 
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PT JAYA REAL PROPERTY DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA 
ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN DAN DATA SERTA KEJUJURAN PENDAPAT MENGENAI 
KEADAAN PT JAYA REAL PROPERTY YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. 


Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 6 Juni 1994 
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1. PENAWARAN UMUM 


Para Penjamin Emisi atas nama PT Jaya Real Property, dengan ini melakukan Penawaran 
Umum atas 35.000.000 (tiga puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai 
nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp. 5.200,00 
(lima ribu dua ratus rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan 
Formulir Pemesanan Pembelian Saham. 


PROPERTY 


[ml] JAYA JAYA 


PT JAYA REAL PROPERTY 


Bidang Usaha 
Bergerak dalam bidang real estate dengan melakukan pembebasan dan pematangan 
tanah; pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung baik berupa rumah, kantor, 
fasilitas olah raga dan rekreasi dan lain-lain bangunan; penyewaan bangunan; penjualan 
serta pengelolaan tanah dan bangunan. 


Berkedudukan di Jakarta, Indonesia 


Kantor Pusat 
Gedung Jaya, Jl. M.H. Thamrin No. 12 
Jakarta 10340, Indonesia 
Telepon : 021-331831 
Facsimile : 021-324017 
Telex: 61244 - PT. JAYA IA 


Kantor Proyek dan Pemasaran 
Kantor Taman Bintaro Jaya 
Jl. Wahid Hasyim 
Bintaro Jaya sektor 7 
Tangerang 15224, Indonesia 
Telepon : 021 - 745 0525 
Facsimile : 021 - 745 0544 


RISIKO USAHA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PT JAYA REAL PROPERTY 
DIUNGKAPKAN PADA BAB VI HALAMAN 15 DALAM PROSPEKTUS INI 


PT Jaya Real Property, selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan” didirikan 
pada tahun 1979 dengan nama PT Bintaro Raya, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam 
akta No. 36, tertanggal 25 Mei 1979, dibuat di hadapan Hobropoerwanto, pada waktu itu 
notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/498/24, tertanggal 22 Desember 1979, dan diumumkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23, tertanggal 18 Maret 1980, Tambahan No. 
148. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan 
akta No. 42, tertanggal 4 Pebruari 1994, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., notaris di 
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
No. C2-7238.HT.01.04.Th 94, tertanggal 6 Mei 1994. 


Modal dasar Perseroan pada saat didirikan adalah sebesar Rp 1.245.000.000,00 (satu 
miliar duaratus empat puluh lima juta rupiah), yang terbagi atas 1.245 (seribu dua ratus 
empat puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 
saham. Setelah mengalami beberapa kali peningkatan, modal dasar Perseroan terakhir 
kali ditingkatkan menjadi sebesar Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar 
rupiah), terbagi atas 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal 
Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham, sebagaimana dimuat dalam akta No. 109, 
tertanggal 26 Nopember 1993, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, yang 
telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
No. C2-1609.HT.01.04.Th.94, tertanggal 1 Pebruari 1994, 


Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai 
berikut: 


Modal Saham 
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan 
Nilai Nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per saham 


Saham Yang Saat Ini 

Modal Ditempatkan Ditawarkan Kepada 
Modal Dasar dan Disetor Penuh Masyarakat 
Jumlah Saham 250.000.000 200.000.000 35.000.000 
Jumlah Nominal (Rp. 0,00) | 250.000.000.000 200.000.000.000 35.000.000.000 


Dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. S-1008/PM/1994 
tanggal 2 Juni 1994, Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif dalam rangka Perseroan 
menawarkan kepada Masyarakat 35.000.000 (tiga puluh lima juta) Saham Biasa Atas 
Nama dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap Saham. 


PT JAYA REAL 


Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan ini, seluruhnya terdiri dari saham baru dan 
akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa 
Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. 


Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, maka 
susunan Modal Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini adalah 
sebagai berikut: 


Sebelum Penawaran Umum Sesudah Penawaran Umum 
Jumlah Saham [Jumlah Nominal| 9 | Jumlah Saham | Jumlah Nominal) 96 
(Rp. 0,00) (Rp. 0,00) 

1. Modal Dasar 250.000.000 | 250.000.000.000 250.000.000 | 250.000.000.000 
2. Modal Ditempatkan 

dan Disetor Penuh 200.000.000 | 200.000.000.000 235.000.000 | 235.000.000.000 
- PT Pembangunan Jaya 200.000.000 | 200.000.000.000 | 100,00| 200.000.000 | 200.000.000.000 | 85,11 
- Masyarakat 5 - =| 35000000 | 35.000.000.000 | 14,89 
Jumlah Modal 
Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 200.000.000 | 200.000.000.000 100,00 | 235.000.000 235.000.000.000 | 100,00 
3. Jumlah Saham Dalam 

Portepel 50.000.000 |  50.000.000.000 15.000.000 | 15.000.000.000 


Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari penawaran umum sebesar 
35.000.000 (tiga puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau 14,894 (empat belas koma 
delapan puluh sembilan persen) tersebut di atas, Perseroan atas nama 
(PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya) akan mencatatkan seluruh saham yang telah 
Ditempatkan dan Disetor penuh. Sehingga dengan demikian, jumlah saham yang akan 
dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Jakarta menjadi sebesar 235.000.000 (dua ratus 
tiga puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau 1004 (seratus persen) dari jumlah 
Modal yang Ditempatkan dan Disetor penuh setelah Penawaran Umum ini (Company 
Listing). 


Saham Biasa Atas Nama yang dicatatkan berasal dari pemegang saham lama, 
PT Pembangunan Jaya, sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) Saham atau sebesar 85,11% 
(delapan puluh lima koma sebelas persen) dari jumlah Modal yang Ditempatkan dan 
Disetor Penuh, yang dikeluarkan Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum 
penyampaian Pernyataan Pendaftaran. Dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah 
Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif saham-saham tersebut tidak akan dijual oleh 
PT Pembangunan Jaya dan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan 
Pendaftaran menjadi efektif PT Pembangunan Jaya tidak akan menjual lebih dari 10% 
(sepuluh persen) saham yang dimilikinya. 


Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan saham baru atau efek lainnya kecuali 
surat berharga yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Bank dan/atau Lembaga 
Keuangan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran 
menjadi efektif. 
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II. TUJUAN PENAWARAN UMUM 


Tujuan Perseroan melakukan Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut : 


1. Untuk mengembangkan usaha Perseroan pada Kota Satelit Bintaro Jaya (Bintaro Jaya) 
antara lain dengan melakukan pembebasan, pematangan dan pengembangan tanah 
serta membangun kota satelit lainnya. 


2. Untuk membebaskan, mematangkan dan membangun rumah dan sarana 
penunjangnya di daerah Jakarta dan Tangerang. 


PT JAYA REAL PROPERTY 


III. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH 
DARI HASIL PENAWARAN UMUM 


Sesuai dengan tujuan Penawaran Umum, dana yang diperoleh dari hasil penjualan 
saham melalui Penawaran Umum setelah dikurangi biaya Emisi akan digunakan sebagai 
berikut: 


* Sekitar 50% untuk membebaskan tanah yang dimiliki oleh masyarakat atau pihak 
ketiga yang bukan afiliasi, mematangkan dan mengembangkan tanah guna 
pengembangan Bintaro Jaya. 


* Sekitar 50% untuk membebaskan tanah yang dimiliki oleh masyarakat atau pihak 
ketiga yang bukan afiliasi, mematangkan dan membangun rumah dan sarana 
penunjang di daerah Jakarta dan Tangerang. Untuk daerah Tangerang surat ijinnya 
sedang dalam proses pengajuan, sedangkan di Jakarta belum. 


IV. PERNYATAAN HUTANG 


Pada tanggal 31 Desember 1993, Perseroan mempunyai kewajiban yang 
keseluruhannya berjumlah Rp 158.111.296.002,00 terdiri dari kewajiban lancar 
sebesar Rp 151.274.453.695 ,00 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 6.836.842.307,00. 


KEWAJIBAN LANCAR 

Hutang Bank 

Saldo hutang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 1993 adalah sebesar 
Rp 56.495.767.655,00 terdiri dari cerukan dan pinjaman jangka pendek masing-masing 
sebesar Rp 13.495.767.655,00 dan Rp 43.000.000.000,00. Fasilitas cerukan dan pinjaman 
jangka pendek tersebut dijamin dengan tanah di kawasan Bintaro Jaya, tanah Pusat 
Perbelanjaan Senen Blok IV dan V yang dikuasai Perseroan dan jaminan perusahaan 
(corporate guarantee) dari PT Pembangunan Jaya, pemegang saham. Fasilitas cerukan 
dan pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan. Pada 
tahun 1993, suku bunga cerukan dan pinjaman jangka pendek masing-masing berkisar 
antara 16,54 dan 23% pertahun dan 174 dan 214 per tahun. 


Hutang Usaha 

Saldo hutang usaha pada tanggal 31 Desember 1993 adalah sebesar Rp 7.503.962.095,00 
yang berasal dari transaksi pembelian tanah, pengembangan prasarana dan pembangunan 
rumah. 


Hutang Lain-lain 

Saldo hutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 1993 adalah sebesar Rp 4.083.472.285,00 
yang sebagian besar merupakan hutang kepada perusahaan afiliasi. Perkiraan ini sebagian 
besar merupakan hutang pelaksanaan konstruksi bangunan yang akan digunakan sebagai 
gedung serba guna dan pusat perbelanjaan Plaza Bintaro Jaya. 


Hutang Pajak 

Saldo hutang pajak pada tanggal 31 Desember 1993 adalah sebesar Rp 8.130.116.698 
terdiri dari hutang Pajak Penghasilan badan sebesar Rp 6.949.832.754,00 hutang Pajak 
Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 1.176.235.790,00 dan hutang Pajak Penghasilan Pasal 23 
sebesar Rp 4.048.154,00. 


Biaya Masih Harus Dibayar 

Saldo biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 1993 adalah sebesar 
Rp 4.870.475.662,00. Jumlah tersebut merupakan kewajiban untuk beban pematangan 
tanah, prasarana dan pengelolaan lingkungan, bunga pinjaman dan beban usaha. 


Uang Muka Penjualan 

Saldo uang muka penjualan pada tanggal 31 Desember 1993 adalah sebesar 
Rp 42.631.795.295,00. Sebagian besar dari jumlah tersebut merupakan uang muka penjualan 
tanah dan bangunan rumah yang diterima dari pembeli yang belum memenuhi syarat 
pengakuan pendapatan. 
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Setoran Jaminan Telepon dari Penyewa 


Pada tanggal 31 Desember 1993, saldo setoran jaminan telepon dari penyewa ruangan di 
Pusat Perbelanjaan Senen Blok IV dan V dan Slipi Jaya Plaza berjumlah Rp 609.768.281,00. 


Hutang kepada Pemegang Saham 


Saldo hutang kepada pemegang saham pada tanggal 31 Desember 1993 sebesar 
Rp 21.839.281.600,00 sebagian besar berasal dari pengalihan Pusat Perbelanjaan Senen 
Blok IV dan V dan Slipi Jaya Plaza. Pada tanggal 23 Mei 1994 Perseroan telah melunasi 
seluruh hutang kepada pemegang saham tersebut. 


KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
Hutang Sewa Guna Usaha 


Kewajiban sewa guna usaha merupakan kewajiban Perseroan atas generator yang 
diperoleh dari PT Jaya Fuji Leasing Pratama, afiliasi. Jumlah hutang sewa guna usaha 
pada tanggal 31 Desember 1993 adalah sebesar Rp 267.532.049,00 setelah dikurangi 
jumlah yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp 138.669.685,00. 


Pendapatan Sewa Ditangguhkan 


Pendapatan sewa ditangguhkan merupakan uang muka sewa yang diterima dari penyewa 
dan direalisasi sebagai pendapatan sesuai dengan masa sewa. Saldo pendapatan sewa 
ditangguhkan pada tanggal 31 Desember 1993 adalah sebesar Rp 6.569.310.258,00 setelah 
dikurangi jumlah yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp 4.971.144.439,00. 


IKATAN DAN KEWAJIBAN BERSYARAT 


- Perseroan menghadapi beberapa kasus gugatan atas tanah yang dikuasainya, namun 
penasehat hukum Perseroan berpendapat bahwa Perseroan berada pada posisi kuat 
dalam menghadapi gugatan ini. 


- Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan beberapa bank dalam rangka 
pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada pembeli tanah dan bangunan 
rumah. Atas KPR tersebut terdapat 2 jenis perjanjian yaitu : 


(i). Buy back guarantee, dalam hal pembeli tidak membayar angsuran hutangnya 
kepada Bank pemberi KPR, selama sertifikat dan akta jual beli belum diserahkan 
ke Bank, Perseroan berkewajiban untuk membeli kembali tanah berikut bangunan 
di atasnya dengan harga senilai jumlah pinjaman pembeli yang terhutang. 


(ii). Subrogasi, dalam hal pembeli tidak membayar angsuran hutangnya kepada 
pemberi KPR selama 2 bulan berturut-turut, Perseroan berkewajiban untuk 
membayar tunggakan tersebut dan apabila sampai 4 bulan pembeli masih tetap 
menunggak hutangnya, maka Perseroan harus melunasi seluruh hutang pembeli 
kepada pemberi KPR, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya. 
Kewajiban ini berlangsung selama sertifikat belum diserahkan ke Bank. 


Berdasarkan surat persetujuan dari bank-bank pemberi KPR semua kewajiban jaminan 
Perseroan yang berkenaan dengan perjanjian tersebut dialihkan kepada PT Pembangunan 
Jaya, pemegang saham yang berlaku surut sejak tanggal perjanjian kerjasama dibuat. 


Kecuali hutang-hutang yang telah disebutkan di atas, Perseroan pada tanggal 31 Desember 1993, 
tidak mempunyai hutang Bank atau pinjaman-pinjaman lainnya, hutang sewa guna 
usaha, hipotik, surat hutang, dan jaminan yang diberikan untuk keperluan pihak lain 
atau kewajiban-kewajiban bersyarat lainnya, yang belum diungkapkan dalam laporan 
keuangan maupun Prospektus ini. 


Dengan adanya kerjasama yang baik dengan kreditur serta peningkatan hasil operasi di 
masa yang akan datang, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa seluruh kewajiban 
baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat dipenuhi pada saat jatuh tempo. 
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH 
MANAJEMEN 


1. Umum 


Perseroan bergerak dalam bidang real estate dengan melakukan pembebasan dan 
pematangan tanah pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung baik berupa 
rumah, bangunan kantor, pusat kegiatan olah raga dan rekreasi, pusat perbelanjaan 
dan lain-lain bangunan, penyewaan bangunan, penjualan dan pengelolaan tanah dan 
bangunan. Sejak didirikan pada tahun 1979 dan mulai beroperasi pada tahun 1980. 
Perseroan telah memperoleh tanah dan mulai membangun lokasi pemukiman pertama 
di Bintaro pada tahun 1980. Perseroan terus menerus memperluas lokasi pemukiman 
dan menjadikan Bintaro sebagai kota satelit dengan fasilitas lengkap dan terpadu (self 
contained) dan secara berkesinambungan melaksanakan pembebasan tanah untuk 
menambah persediaan tanah untuk perumahan. 


2. Analisis Keuangan 


Analisis keuangan berikut ini disajikan berdasarkan angka-angka ikhtisar data 
keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
1993, 1992 dan 1991 yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit 
oleh Akuntan Publik Terdaftar Prasetio, Utomo & Rekan (lihat Bab XVII). 


Pertumbuhan Penjualan dan Pendapatan Sewa 


Penjualan dan pendapatan sewa Perseroan pada tahun 1993, 1992 dan 1991 masing- 
masing sejumlah Rp 103,68 miliar, Rp 116,49 miliar dan Rp 69,11 miliar. Penjualan dan 
pendapatan sewa pada tahun 1993 mengalami penurunan sebesar Rp 12,81 miliar atau 
10,99% dibandingkan pada tahun 1992. Sedangkan penjualan dan pendapatan sewa 
pada tahun 1992 mengalami kenaikan sebesar Rp 47,38 miliar atau 68,56% dibandingkan 
dengan tahun 1991. Penurunan penjualan dan pendapatan sewa pada tahun 1993 ini 
disebabkan adanya penjualan tanah matang di Jalan Fatmawati kepada PT Jaya Steel 
Indonesia dan tanah mentah di daerah Bintaro Jaya kepada British International School 
berjumlah Rp 40,08 miliar pada tahun 1992. Apabila penjualan tanah tersebut di atas 
tidak diperhitungkan (agar mencerminkan pendapatan normal Perseroan dari tanah 
matang dan bangunan rumah serta sewa ruangan di Bintaro Jaya), maka penjualan 
dan pendapatan sewa pada tahun 1992 adalah sebesar Rp 76,41 miliar. Hal ini berarti 
jumlah pendapatan yang berasal dari penjualan tanah matang dan bangunan rumah 
di daerah Bintaro Jaya serta sewa ruangan pada tahun 1993 mengalami kenaikan 
sebesar Rp 27,27 miliar atau 35,69%. Kenaikan penjualan dan pendapatan sewa 
tersebut berasal dari peningkatan harga dan jumlah unit bangunan rumah dan tanah 
matang yang terjual sejalan dengan peningkatan permintaan akibat turunnya tingkat 
suku bunga. 
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Kenaikan penjualan dan pendapatan sewa pada tahun 1992 disebabkan oleh adanya 
penjualan dua bidang tanah dalam jumlah yang besar seperti disebutkan di atas dan 
adanya kenaikan harga jual bangunan rumah dan tanah. 


Berikut ini adalah grafik yang menjelaskan pertumbuhan penjualan dan pendapatan 
sewa Perseroan dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1993 


Grafik Pertumbuhan Penjualan dan Pendapatan Sewa Perseroan 
(tahun 1991 - 1993) 


Miliar Rupiah 


Pertumbuhan Laba Usaha dan Laba Bersih 


Laba usaha Perseroan pada tahun 1993, 1992 dan 1991 masing-masing sejumlah 
Rp 46,92 miliar, Rp 35,20 miliar dan Rp 29,06 miliar. Laba usaha tahun 1993 mengalami 
kenaikan sebesar Rp 11,72 miliar atau 33,30% dibandingkan dengan laba usaha tahun 
1992. Sedangkan laba usaha Perseroan pada tahun 1992 meningkat sebesar 
Rp 6,20 miliar atau 21,38% dibandingkan dengan laba usaha tahun 1991. Kenaikan 
tersebut disebabkan peningkatan harga jual dan jumlah unit bangunan rumah dan 
tanah yang terjual. 


Laba bersih pada tahun 1993, 1992 dan 1991 masing-masing sejumlah Rp 29,30 miliar, 
Rp 25,57 miliar dan Rp 9,91 miliar. Laba bersih pada tahun 1993 mengalami kenaikan 
sebesar Rp 3,73miliar atau 14,58% dibandingkan dengan laba bersih tahun 1992. 
Sedangkan laba bersih pada tahun 1992 mengalami kenaikan sebesar Rp 15,66miliar 
atau 158,00% bila dibandingkan dengan laba bersih tahun 1991. Kenaikan laba bersih 
pada tahun 1993 sebagian besar disebabkan oleh turunnya beban bunga sebesar 
Rp 5,21 miliar, kenaikan harga dan jumlah unit bangunan rumah dan tanah matang 
yang terjual di Bintaro Jaya. 


Peningkatan laba bersih pada tahun 1992 terutama disebabkan penerimaan bagian 
laba dari perusahaan anak. 


Berikut ini adalah grafik yang menjelaskan perkembangan laba usaha dan laba bersih 
Perseroan dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1993. 
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Grafik Perkembangan Laba Usaha dan Laba Bersih Perseroan 
(tahun 1991 - 1993) 


Miliar Rupiah 


1991 1992 1993 


Laba Bersih 


Pertumbuhan Aktiva dan Modal Sendiri 


Pada tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 aktiva Perseroan masing-masing 
berjumlah Rp 860,50 miliar, Rp 234,38 miliar dan Rp 203,29 miliar. Pada akhir tahun 
1993 aktiva Perseroan meningkat sebesar Rp 126,12miliar atau 53,814 dibandingkan 
dengan aktiva Perseroan pada akhir tahun 1992, sedangkan pada akhir tahun 1992 
meningkat sebesar Rp 31,09 miliar atau 15,294 dibandingkan dengan akhir tahun 
1991. Peningkatan aktiva pada akhir tahun 1993 karena adanya peningkatan pembelian 
tanah, aktiva tetap dan bangunan dalam pengerjaan. Peningkatan aktiva tetap sebagian 
besar merupakan perolehan Pusat Perbelanjaan Senen Blok IV dan V dan Slipi Jaya 
Plaza. Sedangkan bangunan dalam pengerjaan merupakan gedung Pusat Perbelanjaan 
Plaza Bintaro Jaya dan Bangunan Serba Guna yang sedang dalam proses pengerjaan. 
Peningkatan aktiva pada akhir tahun 1992 terutama karena adanya piutang untuk 
uang muka dividen dan pinjaman yang diberikan kepada pihak afiliasi. 


Jumlah modal sendiri pada tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 masing-masing 
sebesar Rp 202,39 miliar, Rp 132,76 miliar dan Rp 96,07 miliar. Modal sendiri pada 
tanggal 31 Desember 1993 meningkat sebesar Rp 69,63 miliar atau 52,45% dibandingkan 
dengan akhir tahun 1992, sedangkan modal sendiri pada akhir tahun 1992 meningkat 
sebesar Rp 36,69 miliar atau 38,18% dibandingkan dengan akhir tahun 1991. 
Peningkatan pada tahun 1993 berasal dari setoran tunai sebesar Rp 53,00 miliar dan 
perolehan laba bersih. Peningkatan pada tahun 1992 disebabkan oleh setoran modal 
yang berasal dari konversi hutang pemegang saham sebesar Rp 13,52 miliar dan 
perolehan laba bersih. 


Berikut ini adalah grafik yang menjelaskan perkembangan jumlah aktiva dan modal 
sendiri Perseroan dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1993 


Grafik Perkembangan Jumlah Aktiva dan Modal Sendiri 
(tahun 1991 - 1993) 


Miliar Rupiah 


1991" 1992" 1993" 


(BBI sumian aviva [E] modal sendiri 


Likuiditas 


Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka 
pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. Likuiditas Perseroan 
yang diukur dengan perbandingan antara aktiva lancar terhadap kewajiban lancar 
pada tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 masing-masing mencapai 52,71%, 
50,22% dan 53,31%. Peningkatan likuiditas Perseroan pada tahun 1993 terutama 
dipengaruhi oleh meningkatnya persediaan tanah dan pembangunan rumah serta 
menurunnya hutang bank. 


Solvabilitas 


Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk melunasi seluruh kewajiban 
dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya diukur dengan perbandingan 
antara kewajiban terhadap aktiva. Pada tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 
perbandingan tersebut masing-masing sebesar 43,86%, 43,36% dan 52,74%. Kenaikan 
kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya mencerminkan usaha 
manajemen dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas Perseroan yang makin 
meningkat. 


Imbal Hasil Modal Sendiri dan Imbal Hasil Investasi 


Imbal hasil modal sendiri (return on eguity) adalah kemampuan Perseroan dalam 
menghasilkan laba atas modal yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan 
antara laba bersih terhadap modal sendiri. Tingkat imbal hasil modal sendiri untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 masing- 
masing adalah 14,47%, 19,26% dan 10,32 %. 


Imbal hasil investasi (return on invesment) adalah kemampuan Perseroan untuk 
menghasilkan laba bersih yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan 
jumlah aktiva. Tingkat imbal hasil investasi untuk tahun - tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 masing-masing adalah 8,13%, 10,91% dan 
4,87%. 
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Imbal hasil modal sendiri dan imbal hasil investasi pada tahun 1993 mengalami 
penurunan sebesar 4,79% dan 2,78%. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya 
bagian laba dari penyertaan pada perusahaan anak dan peningkatan modal disetor 
sebesar 50%. Imbal hasil modal sendiri dan imbal hasil investasi pada tahun 1992 naik 
8,94% dan 6,044 karena adanya bagian laba dari perusahaan anak yang diperoleh. 


3. Produksi 


Perseroan telah berpengalaman selama lebih dari 14 tahun dalam mengembangkan 
dan memasarkan proyek-proyek real estate. Sejak didirikan sampai pada tanggal 31 
Desember 1993, Perseroan telah membebaskan tanah di daerah Bintaro Jaya kurang 
lebih seluas seluas 821 Ha. Dari luas tersebut telah dibangun sekitar 7.205 unit rumah 
diatas tanah seluas 307 Ha. Perseroan secara terus menerus mengembangkan kualitas 
dan tipe rumah yang dibangun dan ditawarkan kepada pelanggan. Untuk menunjang 
produksi, Perseroan mempunyai beberapa kontraktor yang berpengalaman. 


Di sektor properti komersial, Perseroan telah membangun Plaza Bintaro Jaya, Pusat 
perbelanjaan di Sektor IIIA Bintaro Jaya dan telah beroperasi pada bulan Januari 1994. 
Pada saat ini lantai I dan II Pusat Perbelanjaan tersebut telah tersewa, sedangkan 
lantai III akan mulai dibuka pada bulan Juni 1994. 


Di luar area Bintaro Jaya, Perseroan juga memiliki Pusat Perbelanjaan yaitu Slipi Jaya 
Plaza, terletak di Jalan S. Parman Kav. 17 & 18, Jakarta Barat dan Senen Blok IV & V, 
terletak di Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat serta sebidang tanah seluas 10.814 M2 di 
Jalan Kemanggisan, Jakarta Barat. 


Berdasarkan data di atas dan masih dimilikinya ijin lokasi sekitar 900 Ha yang belum 
digunakan , Perseroan memiliki potensi untuk mengembangkan kegiatan usahanya 
di bidang real estate dan properti komersial, sehingga dapat memenuhi permintaan 
pasar perumahan beserta segala fasilitasnya, pusat perbelanjaan serta bangunan 
komersial lainnya. 


4. Pemasaran 


Sasaran pembeli hunian Kota Satelit Baru Bintaro Jaya adalah mereka yang 
berpendapatan menengah bawah, menengah, dan menengah atas yang memiliki 
pekerjaan di Jakarta dan sekitarnya. Bintaro Jaya dan fasilitas-fasilitasnya telah 
dirancang dengan perencanaan yang matang agar dapat memenuhi kebutuhan 
penghuni dan calon pembeli. 


Strategi pemasaran Perseroan adalah mengutamakan kepuasan dan kenyamanan 
pelanggan untuk tinggal di kota satelit baru yang dibangun oleh Perseroan. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan strategi pemasaran sebagai berikut : 


- Membangun prasarana, bangunan rumah beserta fasilitas-fasilitas umum dengan 
kualitas tinggi. 


- Memberikan jaminan purna jual. 


ee 


- Menciptakan suasana lingkungan yang nyaman, aman, sejuk, hijau dan bersih 
dengan memperhatikan kebersihan dan keamanan lingkungan, mengutamakan 
tata ruang dan taman yang luas serta mendirikan bangunan rumah rata-rata 60% 
dari luas tanah yang dibeli oleh pelanggan. 


- Menciptakan konsep kota mandiri yang berwawasan internasional dengan 
membangun fasilitas-fasilitas yang lengkap, antara lain berupa pusat perbelanjaan, 
sekolah, driving range, pusat kegiatan olah raga, jalan tol, dibangunnya British 
International School serta direncanakannya pendirian pusat bisnis distrik di kawasan 
real-estate tersebut. 


- Melaksanakan pembangunan perumahan dan meningkatkan fasilitas-fasilitasnya 
secara kesinambungan sehingga memberikan nilai tambah bagi pelanggan. 


- Selalu berusaha memenuhi janji-janji kepada para pelanggan. 


- Menghasilkan bermacam-macam tipe dan ukuran rumah sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan pelanggan dari berbagai kalangan. 


Untuk meningkatkan pemasaran produk-produk yang dihasilkan, Perseroan bekerja 
sama pula dengan instansi atau lembaga-lembaga lainnya untuk menyediakan rumah 
bagi karyawan mereka, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perusahaan 
minyak. 


. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 


Dalam pelaksanaan pembangunan bidang properti dan real estate, Perseroan menata 
sistem pembuangan limbah (drainage) yang baik dan mengupayakan tata ruang dan 
lingkungan yang cukup luas untuk memudahkan sirkulasi udara, Dengan demikian, 
Perseroan berkeyakinan bahwa tidak ada masalah mengenai dampak lingkungan 
yang akan mempengaruhi keadaan keuangan dan beban usaha di masa akan datang. 


. Prospek Usaha 


Perseroan terus berusaha untuk memperbaharui produk-produk perumahannya dalam 
desain dan meningkatkan kualitas rumah serta melengkapi fasilitas-fasilitasnya yang 
dibutuhkan penghuni Bintaro Jaya. Bintaro Jaya akan dikembangkan menjadi pusat 
bisnis yang tumbuh berdampingan dengan daerah pemukiman yang besar dengan 
fasilitas yang lengkap. Perseroan yakin dapat mewujudkan rencana tersebut dan 
rencana untuk membangun kota-kota satelit lainnya di masa akan datang karena 
Perseroan merupakan salah satu pionir dalam pembangunan kota satelit mandiri dan 
memiliki tenaga profesional yang berpengalaman, khususnya dalam membangun 
Bintaro Jaya. Reputasi dan prestasi Perseroan dalam berbagai proyek perumahan 
yang telah dirampungkannya di Bintaro Jaya membuktikan bahwa Perseroan mampu 
mewujudkan rencana-rencananya di masa akan datang. 


Untuk mengembangkan usahanya di bidang pengelolaan gedung-gedung komersial, 
Perseroan telah membeli beberapa pusat perbelanjaan yang memiliki lokasi strategis 
di Jakarta dan membangun pusat perbelanjaan di Bintaro Jaya, oleh karena itu 
Perseroan yakin akan dapat mewujudkan tujuannya untuk menjadi perusahaan real 
estate yang terpadu. 
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VI. RISIKO USAHA 


Sebagaimana halnya bidang usaha yang lain, usaha Perseroan juga tidak terlepas dari 
risiko-risiko yang diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal yang akan mempengaruhi 
Perseroan, yang erat kaitannya dengan perkembangan properti dan industri real estate . 


Adapun risiko-risiko yang akan mungkin dihadapi oleh Perseroan antara lain : 


1. Berkurangnya Lahan/ Lokasi yang Dimiliki 


Salah satu aset utama Perseroan adalah tanah yang mempunyai potensi pertumbuhan 
keuntungan bagi Perseroan di masa mendatang. Akan tetapi jumlah persediaan tanah 
yang dikuasai, Perseroan akan berkurang pada saat Perseroan menjualnya setelah 
terlebih dahulu melakukan pematangan tanah, atau mematangkan tanah dan 
membangun di atas tanah tersebut. Dimasa mendatang hal ini akan mengurangi 
pendapatan Perseroan. 


Untuk mengantisipasi risiko ini Perseroan telah mengambil kebijakan bahwa 
pertambahan persediaan areal tanah harus lebih besar dari lahan yang dijual pada 
tahun yang sama. 


2. Gugatan Hukum 
Dalam proses pembebasan tanah, kemungkinan akan timbulnya sanggahan-sanggahan 
atas keabsahan hak atas tanah, yang dibebaskan Perseroan dari pemilik tanah 
sebelumnya, tidak dapat ditiadakan sama sekali. Hal ini disebabkan karena : 


a. Hak atas tanah yang belum terdaftar (tanah girik), tidak ada bukti dokumen 
kepemilikan, kecuali surat girik yang tidak lebih dari bukti pembayaran pajak atas 
tanah; dan 


b. Hak atas tanah yang telah terdaftar dan bersertipikat, dengan sistem pendaftaran 
negatif yang dianut di Indonesia, sertipikat dan pendaftaran tanah tersebut masih 
dapat dibatalkan berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam hal terdapat pihak 
lain yang menyanggah dan membuktikan bahwa pihak tersebut adalah yang 
sesungguhnya berhak atas tanah yang bersangkutan. 


Untuk mengurangi timbulnya sanggahan-sanggahan tersebut, Perseroan dalam 
melakukan pembebasan tanah telah bertindak hati-hati. Cara-cara yang ditempuh 
Perseroan adalah dengan memeriksa identitas dan kewenangan tiap pihak penjual, 
meneliti kebenaran dan keaslian dokumen-dokumen tanah pada instansi yang 
berwenang, memastikan status tanah (antara lain tidak dalam keadaan sengketa) serta 
mengadakan pemeriksaan fisik tanah dengan cara melakukan pengukuran dan 
pembuatan foto udara. 


Namun demikian, saat ini Perseroan menghadapai perkara-perkara perdata sebagai 
berikut : 


a. Pada Pengadilan Negeri Tangerang I.B., terdapat perkara mengenai tanah seluas 
1.640 meter persegi yang terletak di Desa Jurangmangu Barat antara Perseroan 
sebagai Penggugat melawan Wing Winarno sebagai Tergugat dengan nomor 
registrasi perkara 13/Pdt.G/1992 PN.TNG. Tergugat berpendirian bahwa tanah 
tersebut telah dijual dua kali, pertama kepada Tergugat dan kemudian kepada 
Penggugat. Penjual, dari siapa Penggugat memperoleh tanah, mendukung dan 
turut menggugat dengan dasar bahwa penjual tidak pernah menjual tanah tersebut 
kepada Tergugat. Gugatan ditolak oleh Pengadilan Negeri I.B. Tangerang dengan 
keputusannya tertanggal 13 Januari 1993, berdasarkan pertimbangan antara lain 
bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan identitas tanah dan tanah tersebut 
telah dijual terlebih dahulu kepada Tergugat. Atas keputusan ini Penggugat 
mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung. 


b. Pada Pengadilan Agama Tangerang, dengan nomor perkara 
454/Pdt.G/1993/ PA.TNG, Perseroan berkedudukan sebagai Pembantah melawan 
Saifah binti H. Bahasan Cs. selaku Terbantah. Dalam Perkara ini, Perseroan 
mengajukan bantahan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Tangerang 
tanggal 30 September 1993, mengenai suatu eksekusi tanah seluas 14.558 meter 
persegi yang terletak di desa Perigi Lama Kecamatan Pondok Aren sehubungan 
dengan suatu sengketa waris antara Terbantah dengan penjual, dari siapa Perseroan 
melakukan pembebasan tanah. Pada saat pembebasan dilakukan oleh Perseroan, 
surat girik tanah tersebut telah dibaliknamakan atas penjual. Terbantah telah 
membiarkan pembaliknamaan tersebut dan tidak pernah mengajukan keberatan 
sebelumnya. Sebagai pembeli beritikad baik, Perseroan tidak seharusnya 
menanggung akibat dari keteledoran Terbantah yang membiarkan pembaliknamaan 
tersebut. 


c. Pada Pengadilan Negeri I.B. Tangerang, terdapat perkara antara 
Izaak Mulia Hajopan Harahap sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat 
V mengenai sebidang tanah seluas + 3.000 meter persegi di desa Pondok Aren, 
dengan nomor perkara 339/Pdt/G/1993/PN.TNG. Tanah tersebut diperoleh 
Perseroan berdasarkan akta pelepasan hak yang dibuat sesuai dengan peraturan 
yang berlaku dan didukung oleh dokumen-dokumen yang disyaratkan. Penggugat 
mendasarkan haknya atas dasar pengikatan jual beli yang dilakukan di bawah 
tangan, namun identitas tanah yang diterangkan oleh Penggugat tidak sesuai 
dengan tanah yang diperoleh Perseroan. 


d. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdapat gugatan mengenai pencemaran 
nama baik yang dilakukan oleh Perseroan sebagai Penggugat dan Herman Jaya 
sebagai Tergugat, terdaftar dalam nomor perkara 64/Pdt/G/1993/PN.Jkt.Ut. Atas 
perkara ini telah diputuskan bahwa Tergugat dihukum untuk membayar kepada 
Perseroan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta 
rupiah). Tergugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. 
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Selain perkara-perkara tersebut di atas, dicatat beberapa klaim, yang sampai sekarang 
tidak diajukan sebagai gugatan resmi ke Pengadilan Negeri yang berwenang, sebagai 
berikut : 


a. Beberapa pihak yang merupakan karyawan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan ("P dan K"), termasuk para ahli warisnya maupun pihak-pihak yang 
telah membeli dari karyawan P dan K, telah mengajukan klaim atas tanah seluas 
+ 5.908 meter persegi di desa Pondok Ranji dan tanah seluas t 4.580 meter persegi 
di desa Pondok Aren. Berdasarkan data Perseroan, perkiraan nilai tanah tersebut 
adalah Rp 314.640.000,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus empat puluh ribu 
rupiah). Pihak-pihak tersebut menyatakan mempunyai hak atas tanah-tanah yang 
bersangkutan. Sebagai dasar pembuktian, sebagian dari pihak-pihak tersebut 
mengajukan surat-surat girik, akta jual beli atau sertipikat hak milik. 


Atas tanah tersebut Perseroan juga memiliki surat-surat tanah, yang sebagian 
dalam bentuk girik dan sebagian telah bersertipikat HGB; 


b. Peseroan menghadapi klaim dari suatu pihak (individu) terhadap areal seluas 
0,271 Ha di desa Bintaro (I), senilai kurang lebih Rp 1.897.000.000,00 (satu miliar 
delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Pihak pengaju klaim tersebut 
mendasarkan hak atas tanahnya dengan sertipikat hak milik, sementara Perseroan 
juga telah memiliki sertipikat induk HGB atas areal yang sama bahkan telah 
dipecah dan dibaliknamakan untuk pihak ketiga. 


c. Perseroan juga menghadapi klaim atas tanah dari beberapa individu lainnya yang 
meliputi areal seluas + 1,771 Ha (di desa-desa Pondok Ranji, Pondok Aren (Pondok 
Jaya) dan Sawah Baru), senilai total Rp 1.482.950.000,00 (satu miliar empat ratus 
delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sebagian 
mendasarkan haknya dengan girik dan sertipikat hak milik. Perseroan telah 
memegang Hak Guna Bangunan atas sebagian besar areal tersebut (desa-desa 
Pondok Ranji dan Pondok Aren (Pondok Jaya) dan sebagian kecil lainnya sedang 
dalam proses perolehan (yaitu + 0,1994 Ha di desa Sawah Baru). 


Atas sebagian besar areal tanah yang diklaim tersebut Perseroan telah memperoleh 
sertipikat HGB dari instansi yang berwenang, yang berdasarkan hukum merupakan 
bukti terkuat mengenai hak atas tanah. Namun, sebagaimana telah diutarakan di atas, 
karena sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia adalah sistem negatif, 
sertipikat HGB dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan. 


. Risiko Ekonomi 
Pada umumnya keadaan pasar properti di Indonesia dipengaruhi langsung oleh 
kondisi ekonomi terutama golongan pembeli untuk investasi. Umumnya pembeli 
rumah terbagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu golongan yang membeli rumah untuk 
ditempati sendiri dan golongan yang membeli rumah untuk investasi. Pada saat 
kondisi ekonomi kurang baik, maka investasi dalam sektor properti menjadi kurang 
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menarik, karena tidak tersedianya dana untuk mengembangkan jenis investasi tersebut, 
yang mengakibatkan berkurangnya permintaan untuk produk real estate atau 
pemukiman. 


Untuk mengatasi hal ini Perseroan mengutamakan penjualan rumahnya kepada 
pembeli yang akan menempati sendiri rumah yang dibelinya. 


Perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan properti umumnya akan 
dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga. Ketika Pemerintah Indonesia 
mengeluarkan kebijakan uang ketat selama tahun 1990 dan 1991, nilai suku bunga 
melonjak naik, dan dalam beberapa kasus melebihi 3046 (tiga puluh persen) per 
tahunnya. Secara umum tingginya suku bunga telah mengakibatkan dampak buruk 
terhadap pasar properti. Walaupun demikian, permintaan atas produk Perseroan 
tetap meningkat. Hal ini disebabkan karena sudah dikenalnya produk dan reputasi 
Perseroan oleh masyarakat. Kebijakan keuangan pemerintah Indonesia sekarang 
telah dilonggarkan dan nilai suku bunga telah turun dibawah 20% (dua puluh persen) 
pertahun. Perseroan yakin bahwa kebutuhan akan perumahan di Indonesia, khususnya 
disebagian besar daerah sekitar Jakarta akan terus berlanjut. Hal ini disebabkan oleh 
faktor-faktor seperti pertambahan penduduk, kecenderungan berpindahnya orang- 
orang dari dalam kota ke daerah pinggiran kota, selain itu Perseroan berpendapat 
bahwa pasar perumahan akan terus berkembang dan dengan turunnya tingkat suku 
bunga permintaan atas rumah akan meningkat. 


Untuk ini mengantisipasi resiko ini Perseroan tetap menjaga mutu dan kondisi 
pelayanan sehingga tetap masuk dalam daftar pilihan utama meskipun dalam keadaan 
permintaan rendah. 


4, Persaingan 
Dalam pengembangan tanah di Bintaro Jaya, Perseroan harus bersaing dengan devel- 
oper yang ada dan pendatang baru yang juga mengembangkan beberapa lokasi 
pemukiman di daerah Selatan Jakarta dan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, 
Bekasi). 


Untuk mempertahankan posisi pasar Bintaro Jaya, Perseroan akan terus menerus 
menjalankan layanan purna jual dengan menjual rumah yang berkualitas baik serta 
memberi tambahan fasilitas-fasilitas dan kenyamanan-kenyamanan yang lebih untuk 
masyarakat modern. 


Bintaro Jaya adalah pemukiman di daerah Selatan Jakarta dengan tingkat fasilitas dan 
reputasi baik. Strategi yang diciptakan bagi suatu komunitas modern dengan standar 
fasilitas yang tinggi dan tema Hidup Nyaman di Alam Segar telah berhasil menarik 
konsumen-konsumen untuk membeli rumah-rumah di Bintaro Jaya. 


5. Kebijakan/Peraturan Pemerintah 


Risiko lain yang mungkin timbul adalah kemungkinan adanya kebijakan/peraturan 
baru Pemerintah, atau perubahan RUTR dan RUTK yang dapat mengakibatkan suatu 
lokasi proyek menjadi kurang strategis sehingga akhirnya mengurangi nilai ekonomis. 
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Untuk mengurangi risiko ini Perseroan selalu lebih dahulu melakukan observasi 
lingkungan dan mempelajari peraturan-peraturan tata kota dan tata ruang, termasuk 
“rencana induk" pengembangan kota DKI Jakarta dan Jawa Barat serta menyesuaikan 
rencana proyek dengan tata ruang dan tata kota tersebut. 


. Dampak Lingkungan 


Perseroan menyadari bahwa selama beberapa tahun terakhir ini Pemerintah terus 
berupaya untuk menanggulangi masalah lingkungan hidup. 


Untuk mengurangi risiko ini, Perseroan dalam melaksanakan proyek-proyeknya 
berusaha selalu memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah 
berkenaan dengan penanggulangan dampak lingkungan. 


. Kelangkaan Bahan Bangunan 


Kelangkaan pasok bahan bangunan yang diperlukan bagi pembangunan rumah 
tinggal, atau commercial building lainnya serta prasarana, seperti semen, besi beton, 
dan bahan bangunan lainnya dapat berakibat buruk bagi usaha Perseroan. Akibat 
buruk yang ditimbulkan dapat berupa kelambatan penyerahan rumah atau tempat 
tinggal kepada pembeli. 


Untuk mengurangi risiko tersebut, Perseroan tidak membangun sendiri proyek- 
proyek propertinya, melainkan menunjuk kontraktor-kontraktor untuk 
membangunnya, Penunjukan ini dilakukan melalui penelitian harga dan mutu 
pekerjaan, serta perjanjian pengikatan antara pihak Perseroan dengan pihak kontraktor. 
Dengan demikian, risiko ini pada hakikatnya adalah risiko kontraktor walaupun 
secara tidak langsung juga merupakan risiko Perseroan. Namun dengan menunjuk 
kontraktor yang berreputasi, maka risiko tertundanya penyerahan dapat dikurangi. 


. Kebakaran, Banjir, dan Kerusakan 


Dalam usaha penyewaan gedung bertingkat, salah satu risiko internal adalah terjadinya 
kebakaran yang dapat mengakibatkan kerugian moril dan materil, baik bagi penyewa 
maupun bagi Perseroan, sedangkan kerusakan bangunan dapat ditimbulkan oleh hal- 
hal yang disengaja maupun yang tidak disengaja, seperti bencana alam dan tindakan 
perusakan oleh manusia. 


Untuk mengurangi risiko kebakaran dan kerusakan, setiap gedung bertingkat yang 
akan dihuni (disewakan) telah terlebih dahulu memperoleh Ijin Penggunaan Bangunan 
(IPB) dari Dinas Pengawasan dan Pengembangan Kota (P2K) sebagai bukti autentik 
bahwa bangunan tersebut laik digunakan. Disamping itu Perseroan mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya kebakaran dan kerusakan dengan melakukan tindakan 
preventif, seperti berusaha memenuhi persyaratan standar keselamatan untuk 
bangunan bertingkat dan pengecekan atas peralatan keselamatan yang dilakukan 
secara berkesinambungan. Selain itu Perseroan juga telah mengasuransikan setiap 
bangunan komersial (commercial building) yang disewakan. 


Untuk mengatasi risiko banjir, Perseroan selalu memperhatikan aspek pengendalian 
banjir dan mengusahakan agar seluruh kawasan perumahan dibangun di atas peil 
(ukuran) banjir setempat, serta membuat saluran pembuangan air kotor (drainage) 
yang memenuhi persyaratan kesehatan, kebersihan, maupun keamanan. 


10. Risiko tidak tercapainya proyeksi 
Laba bersih Perseroan tahun 1993 sebesar Rp 29,3 miliar mengalami kenaikan sebesar 
14,6% dibanding laba bersih tahun 1992 yang sebesar Rp 25,6 miliar. Pada tahun 1994 
Perseroan memproyeksikan laba bersih sebesar Rp 95,3 miliar atau kenaikan yang 
cukup besar, yaitu 225%. Karena kenaikan yang cukup besar, risiko yang ditimbulkan 
akan meningkat pula untuk tidak tercapainya proyeksi laba tersebut. 


Untuk mengurangi risiko ini Perseroan menggunakan asumsi-asumsi dalam menyusun 
angka proyeksi yang benar dan wajar. Selain itu, reputasi dan pengalaman Perseroan 
yang cukup panjang dalam bidangnya akan sangat mendukung pencapaian angka 
proyeksi tersebut. 
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL 
LAPORAN KEUANGAN 


a. Pada Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 4 Pebruari 1994 yang 
diaktakan oleh Notaris Sutjipto SH dalam akta No. 42 pada tanggal yang sama, 
pemegang saham memutuskan untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan 
yang disesuaikan dengan ketentuan Pasar Modal, dalam rangka rencana Perseroan 
untuk menawarkan sebagian sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal di 
Indonesia. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
dalam Surat Keputusan No. C2-7238.HT.01.04.Th.94 tanggal 6 Mei 1994. 


b. Pada tanggal 16 Pebruari 1994 dengan Surat No. 0171/RE/DIR/I1/94, Perseroan telah 
mengajukan Surat Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Badan Pengawas Pasar 
Modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan 35.000.000 
sahamnya kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 per saham. 


c. Pada tanggal 23 Mei 1994, Perseroan telah melunasi seluruh hutang kepada pemegang 
saham. Pada tanggal yang sama Perseroan juga mempunyai piutang pada pemegang 
saham dan perusahaan afiliasi sebesar Rp 26,42 miliar sedang hutang bank bertambah 
sebesar Rp 62,48 miliar dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 1993. 


VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 


1. Umum 


Perseroan didirikan pada tanggal 25 Mei 1979 sebagai usaha patungan antara 
PT Metropolitan Devindo dengan PT Pembangunan Jaya untuk mengembangkan 
100 Ha tanah di Jakarta Selatan sesuai dengan ijin lokasi yang diberikan oleh 
Gubernur Jawa Barat dengan Surat Keputusan No.432/A/-1/2/73 tanggal 3 Juli 1973, 
kepada PT Metropolitan Devindo, Berdasarkan perjanjian jual beli saham tertanggal 
18 Juni 1979 dilegalisasi oleh Hobropoerwanto, pada waktu itu notaris di Jakarta, di 
bawah No. 199/79, antara PT Metropolitan Devindo dengan PT Pembangunan Jaya, 
PT Pembangunan Jaya menjadi satu -satunya pemegang saham Perseroan. 


Kemudian, Perseroan telah mendapatkan tambahan 4 (empat) ijin lokasi untuk 
membebaskan dan mengembangkan tambahan lokasi yang sampai dengan bulan 
April 1993 jumlahnya menjadi 1.721 Ha di Selatan Jakarta. Sejak tahun 1984, Perseroan 
telah melakukan pengembangan-pengembangan yang besar di Bintaro Jaya. 


Dengan diperolehnya ijin lokasi dan surat rekomendasi tersebut, Perseroan dapat 
mengembangkan daerah seluas 1.721 Ha menjadi kota atau kota satelit yang memiliki 
fasilitas lengkap yang disebut Bintaro Jaya. 


Tjin lokasi dan surat rekomendasi yang diperoleh Perseroan secara kronologis dapat 
dilihat di halaman 74. 


Dari 1.721 Ha luas tanah yang diijinkan untuk dikembangkan, Perseroan telah 
membebaskan kurang lebih 821 Ha yang mana kurang lebih 305 Ha telah dikembangkan 
menjadi daerah pemukiman di Bintaro Jaya yang berjumlah kurang lebih 7.205 unit 
rumah, kantor taman (office park) yang terdiri dari tiga blok kantor, dua pusat olahraga 
(sports centers), satu bangunan serba guna, satu lapangan mini golf sembilan lubang 
(luas 1 ha) dan tiga pusat perbelanjaan. Sisanya 516 Ha akan dimanfaatkan untuk 
pembangunan selanjutnya. 


Selain itu, Perseroan juga memiliki properti komersial lain dan tanah di luar Bintaro 
Jaya (lebih lanjut di halaman 26). 


Kota Satelit Bintaro Jaya, yang bernuansa internasional, terletak kira-kira 15 kilometer 
di Selatan Jakarta dan telah dirancang sebagai lingkungan pemukiman dengan fasilitas 
lengkap.Perseroan telah menyediakan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum untuk 
menunjang kenyamanannya. Rencana Induk (Master Plan) untuk Bintaro Jaya dibuat 
oleh Perseroan pada tahun 1985, kemudian disempurnakan dengan mengunakan jasa 
konsultan Development Design Group dari Amerika Serikat pada tahun 1992. Master 
Plan tersebut membagi pengembangan Bintaro Jaya dalam tiga zona, yaitu Zona A, B, 
dan C (penjelasan lebih lanjut di halaman 64). Tiap-tiap zona dilengkapi dengan 
infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai (self-sufficient). 


Pusat Bisnis (Central Business District) akan dikembangkan di Zona A. Pembangunan 


Pusat Bisnis tersebut diharapkan dapat dimulai tahun 1996 yang pelaksanaannya 
akan di kaitkan dengan penyelesaian jalan tol yang menghubungkan Bintaro Jaya dan 
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Jakarta (lihat “Jalan Tol” halaman 74) Pusat Bisnis ini diharapkan dapat memberikan 
pelayanan dan kegiatan usaha, serta menyediakan kesempatan kerja bagi sebagian 
penduduk Bintaro Jaya sehingga tidak perlu lagi pulang pergi ke Jakarta. 


2. Riwayat Singkat Perseroan 


Perseroan berkedudukan di Jakarta dan didirikan pada tahun 1979, dengan nama 
PT Bintaro Raya, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta No. 36, tertanggal 
25 Mei 1979, dibuat di hadapan Hobropoerwanto, pada waktu itu notaris di Jakarta, 
yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 
Surat Keputusan No. Y.A.5/498/24, tertanggal 22 Desember 1979, dan diumumkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia No.23 tanggal 18 Maret 1980, Tambahan 
No. 148. Modal Dasar Perseroan pada saat didirikan adalah sebesar Rp 1.245.000.000,00 
(satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terbagi atas 1.245 (seribu 
dua ratus empat puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah) per saham. Dari Modal Dasar tersebut, modal yang telah ditempatkan dan 
disetor adalah Rp. 830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah). 


Berdasarkan akta No. 33, tertanggal 16 Pebruari 1984, dibuat di hadapan notaris yang 
sama, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 
Surat Keputusan No. C2-3050.HT.01.04.th.84, tertangal 30 Mei 1984, diumumkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia No.67, tertanggal 21 Agustus 1984, Tambahan 
No. 840, modal dasar Perseroan ditingkatkan menjadi Rp 10.962.000.000,00 (sepuluh 
miliar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah), terbagi atas 10.962 (sepuluh ribu 
sembilan ratus enam puluh dua) saham, dengan nilai nominal yang sama. Dari modal 
dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp 10.962.000.000,00 (sepuluh 
miliar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah). 


Berdasarkan akta No. 133, tertanggal 14 Mei 1992, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., 
notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5102.HT.01.04.Th.92, tertanggal 
20 Juni 1992 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77, tertanggal 
25 September 1992, Tambahan No. 4718, Perseroan telah merubah namanya dari 
PT Bintaro Raya menjadi PT Jaya Real Property dan meningkatkan modal dasar 
menjadi Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), yang terbagi atas 
150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal per saham 
Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 
sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 


Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 
26 Nopember 1993, yang dinyatakan dalam akta No. 109, tertanggal26 Nopember 1993, dibuat 
di hadapan Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1609.HT.01.04.Th.94, 
tertanggal 1 Pebruari 1994, Perseroan meningkatkan modal dasar menjadi Rp. 
250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), terbagi atas 250.000.000 (dua 
ratus lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal per saham Rp 1.000,00 (seribu 
rupiah). Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 
200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 


er DD 


PT JAYA REAL PROP 


Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah 

Per tanggal 31 Desember 1993, Perseroan telah memperoleh ijin lokasi dan pembebasan 
tanah untuk mendirikan/ membangun perumahan sebagaimana termuat dalam ijin- 
ijin tersebut di bawah ini : 


1. Ijin prinsip atas pembebasan/pembelian tanah dari Gubernur Jawa Barat 
No.432/ A-1/2/73, tertanggal 3 Juli 1973, tentang Izin Prinsip atas Permohonan Izin 
Pembelian Tanah di Kabupaten Tangerang. Surat Keputusan diberikan untuk areal 
tanah seluas 100 Ha yang terletak di desa-desa Bintaro, Pondok Ranji dan Rempoa. 
Surat Keputusan ini dikeluarkan atas nama PT Metropolitan Devindo, yang 
berdasarkan akta "inbreng" No. 17, tertanggal 8 Juni 1979 diserahkan pada Perseroan. 


Dari 100 Ha tersebut, 50 Ha terletak di desa Pondok Ranji dan Rempoa dan 50 Ha 
yang lain terletak di Desa Bintaro, kedua lokasi tersebut terletak di Kabupaten 
Tangerang, Jawa Barat. Desa Bintaro menjadi bagian dari DKI Jakarta sejak tahun 
1979. Karenanya untuk menegaskan hak pembebasan tanah di Desa Bintaro 
dikeluarkan Surat Gubernur DKI Jaya No. 1767/A/k/BKD/1979, tertanggal 
3 September 1979, untuk tanah seluas + 50 Ha yang terletak di Bintaro Kecamatan 
Kebayoran Lama Wilayah Jakarta Selatan, 


2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat 
No. 593/SK.554-BKPMD/84, tertanggal 24 Maret 1984, tentang Persetujuan Lokasi 
dan Penggunaan Tanah Seluas 3.714.000 meter persegi di Desa-desa Pondok Pucung, 
Pondok Aren, Jurang Mangu Barat - Timur dan Pondok Karya, Kecamatan Pondok 
Aren, serta sebagian kecil Desa Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, Kabupaten 
Daerah Tingkat II Tangerang, Untuk Mendirikan Perluasan Perusahaan 
Pembangunan Perumahan a.n. PT Bintaro Raya (NPWP 1.001.076.7-67) dalam 
Rangka PMDN, 


3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat 
No. 413.21/SK.529-BKPMD/84, tertanggal 12 Maret 1984, tentang Persetujuan 
Lokasi dan Penggunaan Tanah seluas 500.000 meter persegi di Desa Pondok 
Betung, Kecamatan Pondok Aren (dahulu Ciledug), Kabupaten Daerah Tingkat II 
Tangerang, untuk keperluan pembangunan perumahan murah dan menengah a.n. 
PT Bintaro Raya (NPWP.1.001.076.7-67) dalam Rangka Penanaman Modal Dalam 
Negeri (yang menggantikan Surat Keputusan Gubernur terdahulu 
No. 907/Pm.130-Pem/SK/8I1, tertanggal 27 Juni 1981; 


4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang No. 
460.05.SK.054.P., tertanggal 11 Maret 1994, tentang Perpanjangan Masa Berlaku 
dan Perubahan Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Jawa Barat Cg. Ketua 
BKPMD tanggal 24 Juli 1989 No.593/SK.133-BKPMD/1989 jo tanggal 16 Desember1991 
No. 598/441-BKPMD/1991, tentang Persetujuan Lokasi dan Ijin Pembebasan Tanah 
seluas 700 Ha terletak di Desa Perigi Lama, Perigi Baru dan Pondok Pucung 
Kecamatan Pondok Aren Kabupaten DT II Tangerang untuk keperluan 
Pembangunan Perumahan atas nama PT Bintaro Raya dalam rangka Penanaman 
Modal Dalam Negeri. Ijin ini diberikan untuk yang terakhir jangka waktu selama12 
(dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan tersebut: dan 
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5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat 
No. 593.82/SK.822-BPN/ 94, tertanggal 28 April 1994, tentang Persetujuan Lokasi, 
Penggunaan dan Ijin Pembebasan Tanah seluas + 500 hektar, terletak di Desa 
Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren dan Desa Jombang, Desa Sawah 
Baru Kecamatan Ciputat kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang untuk Keperluan 
Pembangunan Perumahan atas nama PT Bintaro Raya dalam rangka Penanaman 
Modal Dalam Negeri (PMDN) 


Surat-surat ijin lokasi tersebut akhirnya memberikan hak kepada Perseroan untuk 
membebaskan tanah seluas 1.721 Ha. 


. Properti-properti Perseroan 


Properti-properti Perseroan dapat dibagi dalam dua kelompok, properti komersial 
dan tanah. 


a. Properti Komersial 


1. Properti-properti Komersial di Bintaro Jaya 


Sampai dengan tanggal 31 Desember 1993, Perseroan telah memiliki dan 
mengoperasikan properti komersial di Bintaro Jaya yang saat ini telah 
dikembangkan sebanyak 9 Sektor (I, II, III, IA, IV, V, VI, VII, VIII) di Zona A 
dan 1 Sektor (IX) di Zona B, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 


Plaza Bintaro Jaya: Pusat perbelanjaan berlantai tiga ini terletak di Sektor ITA 
Bintaro Jaya dan merupakan pusat kegiatan dari Zona A. Gedung ini mempunyai 
luas lantai yang dapat disewakan kurang lebih 19.380 meter persegi. Saat ini 
dua lantai pertama yang berisi 93 unit toko sudah disewakan seluas 16.130 meter 
persegi untuk periode 5 sampai 10 tahun. Per tanggal 31 Desember 1993, 
PT Artanila Permai, perusahaan jasa penilai, menilai Plaza Bintaro Jaya sebesar 
Rp 58.553.000.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta 
rupiah). 


Kantor Taman Bintaro: Gedung ini terletak di Sektor I Bintaro Jaya yang merupakan 
satu bangunan kantor berlantai dua dengan luas lantai yang dapat disewakan 
kurang lebih 1.442meter persegi. Sebelumnya satu lantai seluas 722 meter 
persegi disewakan kepada Bank Dagang Negara. Satu lantai lainnya sebelumnya 
digunakan sebagai kantor pemasaran dan pusat administrasi Perseroan. Per 
tanggal 31 Desember 1993, PT Artanila Permai menilai Kantor Taman Bintaro 
Sektor I sebesar Rp 7.005.000.000,00 (tujuh miliar lima juta rupiah). 
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Kantor Proyek Bintaro: Gedung ini terletak di Sektor I Bintaro Jaya yang merupakan 
bangunan berlantai satu dengan luas lantai yang dapat disewakan kurang lebih 
556 meter persegi. Saat ini sekitar 216 meter persegi digunakan sebagai kantor 
pengelolaan lingkungan Perseroan di Bintaro Jaya, sedangkan 186 meter persegi 
disewakan kepada Jayabank dan 134 meter persegi disewakan kepada Yayasan 
Pendidikan Jaya. Per tanggal 31 Desember 1993, PT Artanila Permai menilai 
Kantor Proyek Bintaro sebesar Rp. 4.946.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus 
empat puluh enam juta rupiah). 


Kantor Pemasaran, Bangunan Serba Guna, Driving Range, Mini Golf , dan Restoran: 
Gedung dan fasilitas-fasilitas ini terletak di Sektor VI dengan luas bangunan 
4.412 meter persegi di atas tanah seluas 58.574 meter persegi. Per tanggal 
31 Desember 1993, PT Artanila Permai menilai properti ini sebesar 
Rp 8.440.000.000,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh juta rupiah), 
dengan perincian nilai bangunan sebesar Rp 2.660.000.000,00 (dua miliar enam 
ratus enam puluh juta rupiah) dan nilai tanah sebesar Rp 5.780.000.000,00 (lima 
miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah). 


Sports Centers: Fasilitas-fasilitas ini terletak di Sektor I dan IIIA yang terdiri dari: 
Sektorl : 3 lapangan tenis dan kolam renang, 
Sektor IITA : 2 lapangan tenis, 


Per tanggal 31 Desember 1993, PT Artanila Permai menilai Sports Centers ini 
sebesar Rp.1.899.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan 
juta rupiah), dengan perincian nilai bangunan sebesar Rp 496.000.000,00 (empat 
ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan nilai tanah sebesar 
Rp 1.403.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga juta rupiah). 


2. Properti-properti Komersial Milik Perseroan di luar Bintaro Jaya 


Properti-properti komersial lainnya yang dimiliki per tanggal 31 Desember 1993 
adalah: 


a. Slipi Jaya Plaza 
Pusat perbelanjaan berlantai 4 (empat) ini dengan total luas lantai yang dapat 
disewakan sebesar 9.532 meter persegi, terletak di Jalan Letjen S. Parman 
Kav. No. 17 & 18, Jakarta Barat. Per tanggal 31 Desember 1993, PT Artanila 
Permai menilai bangunan ini sebesar Rp. 39.035.000.000,00 (tiga puluh 
sembilan miliar tiga puluh lima juta rupiah). 


Bangunan ini dibeli oleh Perseroan dari PT Pembangunan Jaya pada 
30 Desember 1993 dan diaktakan dengan akta jual beli No. 15/Palmerah/ 
1994 tanggal 28 Januari 1994 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, notaris di 
Jakarta. 
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b. Pusat Perdagangan Senen Blok IV dan V 

Pusat Perdagangan Senen Blok IV dan V masing-masing berlantai 5 (lima) 
dan 8 (delapan) dengan luas lantai 31.010 meter persegi dan 30.673 meter 
persegi dengan luas total menjadi 61.683 meter persegi yang dapat disewakan 
masing-masing 15,919 meter persegi dan 8,980 meter persegi terletak di Jalan 
Pasar Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Per tanggal 31 Desember 1993, 
PT Artanila Permai menilai kedua bangunan ini sebesar Rp. 79.125.000.000,00 
(tujuh puluh sembilan miliar seratus dua puluh lima juta rupiah). 


Bangunan ini dibeli oleh Perseroan dari PT Pembangunan Jaya pada 
30 Desember 1993 dan diaktakan denganakta jual beli No. 16/Senen/1994 
tanggal 28 Januari 1994 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, notaris di 
Jakarta. 


b. Tanah Untuk Perumahan di Jakarta 


Tanah kosong di Jalan Kemanggisan, Jakarta Barat seluas 10.814 meter persegi. 
Tanah ini terletak sekitar 600 meter sebelah barat Tol Tomang dan 2 Km sebelah 
timur pintu Tol Kedoya dalam wilayah Jakarta Barat. Per 31 Desember 1993, 
PT Artanila Permai menilai tanah kosong ini sebesar Rp. 12.976.500.000,00 (dua 
belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). 


Tanah ini dibeli oleh Perseroan dari PT Pembangunan Jaya berdasarkan akta jual 
beli No. 17/ Palmerah/1994 dan No. 18/ Palmerah/1994 masing-masing tertanggal 
28 Januari 1994 dan akta pemindahan dan penyerahan hak No. 53 tanggal 9 
Pebruari 1994 yang ketiganya dibuat di hadapan Sutjipto, SH, notaris di Jakarta. 


Peta berikut menunjukkan berbagai lokasi proyek Perseroan, termasuk Bintaro 
Jaya, yang terletak di Jakarta dan Tangerang. 


Jakarta 
Selatan 


Peta Lokasi 
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4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 


Tahun 1979 


Perseroan didirikan berdasarkan akta No. 36, tertanggal 25 Mei 1979, dibuat di 
hadapan Hobropoerwanto, pada waktu itu notaris di Jakarta, yang telah mendapat 
persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 
No. Y.A.5/498/24, tertanggal 22 Desember 1979, dan diumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia No. 23, tertanggal 18 Maret 1980, Tambahan No. 148. Modal 
Dasar Perseroan saat itu adalah sebesar Rp. 1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus 
empat puluh lima juta rupiah) yang terbagi atas 1.245 saham, dengan nilai nominal 
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut, telah 
ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh 
juta rupiah). Susunan para pemegang saham Perseroan pada saat itu adalah sebagai 
berikut: 


| 
| 


Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 
aa me ex Persentase 
Jumlah | NominalSaham | Jumlah Nominal | Kepemilikan 
Pemegang Saham Saham (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) | w 
= 2 [ee => | 
1. PT Metropolitan Devindo | 415! 1.000.000 415.000.000 | 50,00 
2. PT Pembangunan Jaya | as 1.000.000 | 415.000.000 | 5000 
| Total | 830 | 830.000.000 | 100,00 


Berdasarkan perjanjian jual beli saham tertanggal 18 Juni 1979 dilegalisasi oleh 
Hobropoerwanto, pada waktu itu notaris di Jakarta, di bawah No. 199/79, 
PT Metropolitan Devindo menjual seluruh 415 (empat ratus lima belas) sahamnya 
dalam Perseroan kepada PT Pembangunan Jaya. Sehingga setelah jual beli saham 
tersebut PT Pembangunan Jaya menjadi pemilik 830 (delapan ratus tiga puluh) saham 
dan merupakan pemegang saham tunggal Perseroan, seperti digambarkan dalami 
tabel dibawah ini : 


Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 


= TT Persentase 
Jumlah Nominal Saham Jumlah Nominal Kepemilikan 
Pemegang Saham Saham (Rp. 0,00) | (Rp. 0,00) (%) 
PT Pembangunan Jaya 830 1.000.000 830.000.000 100,00 
Total 830 830.000.000 100,00 
Tahun 1984 


Berdasarkan akta No. 33, tertanggal 16 Pebruari 1984, dibuat di hadapan notaris yang 
sama, disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 
No. C2-3050-HTO1-04 th. 84, tertanggal 30 Mei 1984, diumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia No. 67, tertanggal 21 Agustus 1984, Tambahan No. 840, modal 
dasar Perseroan ditingkatkan dari Rp. 1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat 
puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. 10.962.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus 
enam puluh dua juta rupiah), terbagi atas 10.962 (sepuluh ribu sembilan ratus enam 


TT Ng 
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puluh dua) saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 
saham. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan sebesar Rp 10.962.000.000,00 
(sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) dan disetor penuh 
sebesar Rp. 1.096.200.000,00 (satu miliar sembilan puluh enam juta dua ratus ribu 
rupiah) atau 1096 (sepuluh persen) dari modal ditempatkan. Komposisi kepemegangan 
saham Perseroan adalah sebagai berikut : 


| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 
| a —— AA Persentase 
Jumlah | Nominal Saham | Jumlah Nominal | Kepemilikan 
Pemegang Saham | Saham (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (96) 
PT Pembangunan Jaya 10.962 1.000.000 10.962.000.000 100,00 
Total 10.962 10.962.000.000 100,00 
Tahun 1992 


Berdasarkan akta No.133, tertanggal 14 Mei 1992, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., 
notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5120.HT.01.04.TH 92, tertanggal 
20 Juni 1992, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.77, tertanggal 
2 September 1992, Tambahan No. 4718, modal dasar Perseroan ditingkatkan dari 
Rp 10.962.000.000,00 (sepuluh miliar sembilah ratus enam puluh dua juta rupiah) 
menjadi Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), yang terbagi atas 
150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu 
rupiah) setiap saham . Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor 
penuh sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dengan nilai nominal 
Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham. 


Antara tahun 1984 sampai dengan tahun 1992, dicatat bahwa : 


- pada tanggal 20 September 1991, telah dibuat perjanjian pengikatan jual-beli saham 
(di bawah tangan), atas dasar mana PT Pembangunan Jaya menjual 8.962 (delapan 
ribu sembilan ratus enam puluh dua) sahamnya dalam Perseroan kepada PT Jaya 
Real Estate Company (disingkat "PT Jaya Realty"), dengan nilai nominal Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham. Komposisi para pemegang saham 


menjadi : 
1. PT Pembangunan Jaya 2.000 saham 
2. PT Jaya Realty 8.962 saham 


- Berdasarkan rapat umum para pemegang saham tanggal 23 September 1991, para 
pemegang saham telah mengikat diri untuk meningkatkan modal dasar menjadi 
Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) terbagi atas 150.000.000 
(seratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) 
setiap saham dan modal ditempatkan menjadi Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh 
miliar rupiah), yang diambil bagian oleh : 
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1. PT Pembangunan Jaya 2.000.000 saham 
2. PT Jaya Realty 68.000.000 saham; 


- Berdasarkan rapat umum para pemegang saham tanggal 28 Pebruari 1992, modal 
yang ditempatkan Perseroan ditingkatkan menjadi Rp 100.000.000.000,00 (seratus 
miliar rupiah) dan diambil bagian oleh : 


1. PT Pembangunan Jaya 32.000.000 saham 
2. PT Jaya Realty 68.000.000 saham 


Dengan perubahan-perubahan tersebut maka komposisi pemegang saham adalah 
sebagai berikut 


| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 


= pa Persentase 
Jumlah Nominal Saham | Jumlah Nominal | Kepemilikan 
Pemegang Saham Saham (Rp.0,00) | (Rp. 0,00) (9) 
| | 
1. PT Pembangunan Jaya 32.000.000 | 1.000 | 32.000.000.000 32,00 
2. PT Jaya Realty 68.000000 | 1.000 68.000.000.000 68,00 
2 | || gak, "h sih 
Total 100.000: 000 | | 100.000.000.000 | 100, 0. 


Pada tanggal 30 Oktober 1992, berdasarkan akta No. 202, 2, dibuatdi hadapan Sutjipto,5. H. 
notaris di Jakarta, PT Jaya Realty menjual 68.000.000 (enam puluh delapan juta) saham 
atau seluruh sahamnya dalam Perseroan kepada PT Pembangunan Jaya. Sehingga 
komposisi pemegang saham Perseroan berdasarkan akta tersebut di atas menjadi 
sebagai berikut : 


| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 


| 
ngk —— | Persentase 
Jumlah Nominal Saham | Jumlah Nominal Kepemilikan 
Pemegang Saham | Saham (Rp. 0,00) | (Rp. 0,00) (9) 
PT Pembangunan Jaya | 100.000.000 1.000 100.000.000.000 100.00 
“Total | 100.000.000 $ 100.000.000.000 100.00 
Tahun 1993 


Berdasarkan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 
26 Nopember 1993, yang berita acaranya dimuat dalam akta No. 109, tertanggal 
26 Nopember 1993, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah 
disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 
No. C2-1609.HT.01.04.Th.94, tertanggal 1 Pebruari 1994, modal dasar ditingkatkan 
dari Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) menjadi 
Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), terbagi atas 250.000.000 
saham, dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham. Dari modal 
dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 200.000.000.000,00 
(dua ratus miliar rupiah). Komposisi Kepemegangsahaman Perseroan menjadi sebagai 
berikut : 
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| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 
ee agan - Persentase 
| Jumlah Nominal Saham Jumlah Nominal | Kepemilikan 
Pemegang Saham | Saham (Rp. 0,00) (Rp. 0,00) (%) 
PT Pembangunan Jaya | 200.000.000 1.000 200.000.000.000 100,00 
“ora | 200000000 | "| 200.000.000.000 | 10000 


Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada 
masyarakat, akan dikeluarkan saham baru sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta) 
Saham Biasa Atas Nama atau sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar 
rupiah) dengan demikian Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah penawaran 
umum menjadi 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama 
atau sebesar Rp. 235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) 


5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan 


Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus oleh 
Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang anggota-anggotanya dipilih 
dan diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan masa 
tugas 3 (tiga) tahun. Kewajiban dan hak anggota Dewan Komisaris dan Direksi diatur 
dalam Anggaran Dasar Perseroan. 


Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang berita acaranya dimuat 
dalam akta No. 104, tertanggal 26 Nopember 1993 yang dibuat di hadapan 
Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 
adalah sebagai berikut : 


Dewan Komisaris 


Komisaris Utama 1 Soekrisman 

Komisaris : H.M.N.M. Hasjim Ning 
Komisaris : Sutjipto Surjo Amidharmo 
Komisaris : Hanafi Lauw 

Direksi 

Direktur Utama : Ciputra 

Wakil Presiden Direktur : Hiskak Secakusuma 
Direktur : Tanto Kurniawan 
Direktur : Edmund Sutisna 

Direktur : Daryanto Mangoenpratolo 
Direktur : Leonardi Kusen 


Dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang akan diadakan pada bulan 
September 1994 atau Oktober 1994, akan diusulkan perubahan jabatan Ir. Ciputra dari 
Presiden Direktur menjadi Presiden Komisaris. 
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Dewan Komisaris 


Soekrisman: Presiden Komisaris, 61 tahun, Warga Negara 
Indonesia, mendapat gelar Bachelor of Architecture dari 
University of Melbourne tahun 1962. Memulai karirnya 
dengan bekerja di Department of Public Works of Victoria, 
Australia tahun 1962. Menjabat sebagai Wakil Direktur 
PT Pembangunan Jaya dari tahun 1966 sampai 1968, sebagai 
Direktur PT Pembangunan Jaya dari tahun 1968 sampai 1974 
dan sebagai Wakil Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya 
sejak tahun 1974 sampai sekarang. Menjabat sebagai Presiden 
Direktur PT Jaya Mandarin Agung sejak tahun 1978 sampai 
sekarang. Juga menduduki jabatan antara lain : Komisaris 


Utama PT Bumi Serpong Damai sejak tahun 1993 sampai 
sekarang, Presiden Direktur PT Jaya Obayashi sejak tahun 
1974 sampai sekarang, Direktur PT Jaya Fuji Leasing Pratama 
sejak tahun 1989 sampai sekarang, dan Komisaris, Direksi 
beberapa anak perusahaan Pembangunan Jaya Group. Dan 
juga menduduki jabatan sebagai Presiden Komisaris PT Branta 
Mulia sejak tahun 1983 sampai sekarang, Komisaris 
PT Metrodata Electronic sejak tahun 1991 sampai sekarang, 
yang keduanya termasuk dalam Metropolitan Group. Serta 
tercatat sebagai Anggota Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI), 
Perssatuan Insinyur Indonesia (PII), Perhimpunan Sarjana 
Arsitek Indonesia (PSAI). Menjabat Presiden Komisaris 
Perseroan sejak 1993 sampai sekarang. 


H.M.N.M Hasjim Ning: Komisaris, 77 tahun, Warga Negara 
Indonesia, memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dalam 
Manajemen dari Universitas Islam Sumatera tahun 1963. 
Menjabat Presiden Komisaris dari beberapa perusahaan antara 
lain : PT Djakarta Motor Company sejak 1960, PT National 
Motor sejak 1978, Lippo Bank sejak 1988, Hotel Kemang Jaya 
Raya sejak 1963, dan PT Mawar Sejati sejak 1979. Menjabat 
Komisaris Perseroan sejak 1993 sampai sekarang. 


Sutjipto Surjo Amidharmo: Komisaris, 72 tahun, Warga 
Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari 
Universitas Krisnadwipayana tahun 1968 dan Doktor Honoris 
Causa dari Kensington University, Los Angeles, Amerika 
Serikat tahun 1984. Menjabat sebagai Presiden Komisaris dan 
Direktur pada beberapa perusahaan di berbagai bidang antara 
lain, PT AJB Bumiputera 1912, PT Indonesia Finance & 
Investment, PT Java Enamel Factory, PT Surabaya Enamel 
Factory, PT Bank Pembangunan Indonesia, dan Dana Pensiun 
Bumiputera. Menjabat Komisaris Perseroan sejak 1993. 


Aw 


Direksi 
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Hanafi Lauw: Komisaris, 56 tahun, Warga Negara Indone- 
sia, memperoleh gelar Insinyur Arsitektur dari Institut 
Teknologi Bandung tahun 1964. Menjabat sebagai Direktur 
PT Jaya Obayashi antara 1974 sampai 1992 dan 
PT Pembangunan Jaya antara 1978 sampai 1991. Menjabat 
Presiden Direktur PT Jaya Fuji Leasing dari tahun 1989 
sampai1992 kemudian menjabat Presiden Direktur 
PT Jayabank International sejak 1993 sampai sekarang. 
Menjabat Wakil Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi 
Manggala Pratama pada tahun 1982 sampai 1989. Pada saat 
ini tercatat sebagai anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAD. 
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 1993 sampai 
sekarang. 


Ciputra: Presiden Direktur, 62 tahun, Warga Negara Indone- 
sia, memperoleh gelar Insinyur Arsitektur dari Institut 
Teknologi Bandung tahun 1960. Pendiri PT Pembangunan 
Jaya, PT Ciputra Development dan PT Metropolitan 
Development. Pada saat ini menjabat sebagai Presiden 
Direktur PT Pembangunan Jaya dan PT Ciputra 
Development (sebelumnya menjabat sebagai Presiden 
Komisaris antara tahun 1984 sampai 1990), dan Presiden 
Komisaris PT Metropolitan Development. Pendiri dan Ketua 
Umum yang pertama pada Asosiasi Real Estate Indonesia 
(REDdari tahun 1972 sampai 1975, juga sebagai salah satu 
pendiri dan Presiden Federasi Real Estate Asia Pasific (APREF) 
pada tahun 1980 sampai 1982, pendiri dan Ketua Presidium 
Persatuan Sarjana Arsitektur Indonesia (PSAI) pada tahun 
1984 sampai 1987, pendiri dan ketua Yayasan Jaya Raya pada 
tahun 1970 sampai sekarang. Sekarang ini menjabat Ketua 
Badan Pengurus Harian Yayasan Prasetya Mulya. Pernah 
menjabat sebagai Presiden International Federation of Real 
Estate Assosiation (FIABCI) antara tahun 1989 sampai 1990. 
Menjabat Presiden Direktur Perseroan sejak 1979 sampai 
sekarang. 
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Hiskak Secakusuma: Wakil Presiden Direktur 57 tahun, 
Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, Insinyur Teknik 
Sipil Institut Teknologi Bandung tahun 1962, Sarjana Ekonomi 
Universitas Indonesia tahun 1985 dan Magister Manajemen 
Universitas Indonesia tahun 1990. Juga menduduki jabatan 
antara lain: Wakil Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya 
pada tahun 1991 sampai dengan sekarang, Presiden Direktur 
PT Emdeki Utama pada 1989 sampai sekarang, PT Industri 
Tata Udara pada tahun 1988 sampai dengan sekarang dan 
PT Jaya Fuji Leasing Pratama pada tahun 1992 sampai dengan 
sekarang, Komisaris beberapa anak perusahaan 
Pembangunan Jaya Group. Direktur PT Branta Mulia sejak 
tahun 1983 sampai sekarang, Komisaris PT Metrodata Elec- 
tronics sejak tahun 1991 sampai sekarang dan PT Metropoli- 
tan Finance Corporation sejak tahun 1989 sampai sekarang 
yang semuanya termasuk dalam Metropolitan Development 


Group. Pendiri Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), pendiri 
Asean Contractors Federation dan sekarang menjabat 
Presiden International Federation of Asian and Western Pa- 
cific Contractors' Associations (1993-1995). Disamping itu 
menjadi pengajar pada Program Magister Managemen 
Universitas Indonesia dan Wakil Ketua Yayasan 
Tarumanagara. Menjabat Direktur Perseroan sejak 1979 
sampai 1993 dan Wakil Presiden Direktur sejak tahun1993 
sampai sekarang. 


Tanto Kurniawan: Direktur, 40 tahun, Warga Negara Indo- 
nesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas 
Indonesia tahun 1980. Bergabung dengan Perseroan pada 
tahun 1981 dan kemudian memegang berbagai jabatan dalam 
Perseroan. Menjabat Direktur PT Pembangunan Jaya tahun 
1991 sampai sekarang, PT Jaya Real Estate Company tahun 
1991 sampai sekarang, dan PT Wisma Jaya Artek sejak tahun 
1991 sampai sekarang. Menjabat Komisaris di PT Jayabank 
International sejak 1992 dan Direktur PT Jaya Obayashi 1993 
sampai sekarang. Menjabat Direktur Perseroan sejak 1991 
sampai sekarang. 
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Edmund Sutisna: Direktur, 47 tahun, Warga Negara Indone- 
sia, memperoleh gelar Insinyur Mesin dari Universitas Indo- 
nesia tahun 1971. Memperoleh gelar Master of Business 
Administration dari Syracuse University, Amerika Serikat 
tahun 1989. Menjabat Wakil Direktur PT Jaya Teknik 
Indonesia dari 1975 sampai 1985. Menjabat Direktur PT Jaya 
Teknik Indonesia sejak 1986 sampai 1991, sebagai Komisaris 
PT Jaya Teknik Indonesia sejak 1991 sampai sekarang. 
Menjabat sebagai Direktur PT Pembangunan Jaya sejak 1991 
sampai sekarang. Menjabat Direktur Perseroan sejak 1993 
sampai sekarang. 


Daryanto Mangoenpratolo: Direktur, 51 tahun, Warga Negara 
Indonesia, memperoleh gelar Insinyur Arsitektur dari Institut 
Teknologi Bandung tahun 1969. Menjabat Presiden Direktur 
PT Sarana Dwipa tahun 1974 sampai 1978 dan PT Jaya CM 
Manggala Pratama antara tahun 1984 sampai 1993, Wakil 
Presiden Direktur PT Capitol Mutual Corporation dari tahun 
1977 sampai 1982. Komisaris PT Jaya CM Manggala Pratama 
dari tahun 1993 sampai sekarang, PT Arkonin tahun 1992 
sampai sekarang dan PT Capitol Mutual Corporation dari 
tahun 1982 sampai sekarang. Pada saat ini tercatat sebagai 
anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Menjabat Presiden 
Komisaris PT VSL Indonesia pada tahun 1981 sampai 
sekarang. Menjabat sebagai Direktur Pembangan Jaya sejak 
1991 smpai sekarang. Menjabat Direktur PT Pernbangunan 
Jaya sejak 1991 sampai sekarang. 


Leonardi Kusen: Direktur, 43 tahun, Warga Negara Indone- 
sia, memperoleh gelar Sarjana Muda Ilmu Pendidikan IKIP 
Sanata Dharma, Yogyakarta tahun 1976. Pada tahun yang 
sama, memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas 
Gajah Mada, Yogyakarta. Kemudian mendapat gelar Master 
of Business Administration dari Syracuse University, Amerika 
Serikat pada tahun 1986. Menjabat Direktur PT Jaya CM 
Manggala Pratama dari 1986 sampai1991, Direktur 
PT Pembangunan Jaya sejak 1991 sampai sekarang sekaligus 
merangkap Presiden Direktur PT Jaya Krisan Cahaya De- 
partment Stores sejak 1992 sampai sekarang, PT Marga Jaya 
Manggala Pratama sejak 1992 sampai sekarang dan PT Jaya 
Trade Indonesia sejak 1992 sampai sekarang. Menjabat 
Direktur Perseroan sejak 1993 sampai sekarang. 


6. Sumber Daya Manusia 


Filosofi dasar Perseroan adalah sama dengan filosofi dasar PT Pembangunan Jaya 
yaitu “Kejujuran, Keadilan, Kerja Keras, Pengabdian, dan Keberanian” diyakini sebagai 
dasar dan orientasi dalam usaha untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia 
(“SDM”) Perseroan. 


Perlakuan yang adil serta kesempatan yang sama diberi kepada seluruh karyawan 
untuk mengembangkan kemampuan sehingga dapat mencapai posisi maksimal di 
Perseroan. Perseroan bukan hanya memotivasi dan memberi imbalan pada para 
karyawannya sesuai dengan kemampuan dan pencapaian prestasinya, tetapi juga 
menyediakan dana untuk pengembangan kemampuan profesional mereka. Untuk 
mencapai hal ini Perseroan melaksanakan kursus-kursus keahlian yang dirancang 
khusus untuk meningkatkan potensi dan bakat setiap individu yang dilakukan secara 
intern melalui Yayasan Pendidikan Jaya. Disamping itu, Perseroan juga memberikan 
pendidikan tambahan bagi sebagian karyawan yang mencakup bidang-bidang seperti 
manajemen pembelanjaan (financial management), pemasaran dan kursus-kursus 
pengembangan pribadi dan keluarga melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga 
pendidikan dalam negeri seperti Institut Manajemen Prasetya Mulya (IMPM), Lembaga 
Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM), Lembaga Manajemen Universitas 
Indonesia (LMUI), Pelatihan Pekerjaan Umum dan lainnya, juga pendidikan luar 
negeri seperti di Amerika, Inggris dan negara lain lain. 


Sebagai bagian dari struktur imbal jasa yang kompetitif untuk mendorong kemampuan 
prestasi individu dan kelompok, Perseroan juga memberikan fasilitas untuk 
kesejahteraan karyawan sebagai berikut : 


Tunjangan uang makan dan transportasi, 
Asuransi pengobatan dan kesehatan, 
Pinjaman untuk karyawan, 

Dana pensiun, 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), 
Fasilitas olah raga dan rekreasi, 
Asuransi rawat inap dan Pembedahan. 


SOE On 


Dengan menjalankan paket imbal jasa yang menarik ini, Perseroan bertujuan untuk 
mengembangkan sikap loyal, kesatuan dan rasa memiliki, serta kemauan untuk 
berjuang mencapai mutu yang terbaik dibidang-bidang pelayanan langganan/nasabah 
dalam diri setiap karyawannya. 


Selain itu, Perseroan juga mengadakan peninjauan dan penilaian secara berkala 
terhadap gaji dasar karyawan dan struktur pemberian upah. Biasanya hal ini dilakukan 
untuk memastikan bahwa Perseroan telah membayar karyawannya dengan layak. 
Perseroan telah membayar karyawannya dengan upah yang lebih tinggi dari Kebutuhan 
Fisik Minimum yang ditetapkan Pemerintah. 


PT JAYA REAL PROPERTY 


Seluruh karyawan secara otomatis menjadi anggota Korps Pegawai Republik 
Indonesia (KORPRI) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta No.1104 tahun 1981. Korpri sebagai partner Perseroan secara umum 
berpartisipasi dalam pembinaan jalur kekaryaan dan non-kekaryaan, disamping itu 
secara khusus berperan aktif dalam pembuatan Peraturan Perusahaan yang selalu 
ditinjau setiap dua tahun dan juga selalu berperan dalam menjembatani penyelesaian 
masalah-masalah kekaryawanan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 


Perseroan juga memperkerjakan 1 (satu) orang berkewarganegaraan asing sebagai 
Technical Advisor di Bidang Property marketing dengan KIMS No. 2C1JE0763-AP 
dan Ijin Kerja Tenaga Asing No. Kep.9898/MEN/A/B/11588/1993, yang berlaku 
sampai 6 Desember 1994. 


Per tanggal 31 Desember 1993, jumlah karyawan Perseroan adalah 726 yang terdiri 
dari 376 karyawan tetap dan 350 karyawan perjanjian kerja waktu tertentu yang 
setelah jangka waktu tertentu dapat diangkat menjadi karyawan tetap. 


Komposisi karyawan menurutjenjang manajemen, usia dan pendidikan adalah sebagai 
berikut: 


Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen 
5 - | 


= = — 


Posisi | Jumlah Orang % 
Pr EN Hanap Pe = Teu NT 
Direksi 6 082 
Kepala Direktorat | 3 | 041 
Kepala Divisi | 6 | 0,82 
Staf 23 3,16 
Operasional 688 94,76 
Jumlah 726 100,00 


Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia 


Kelompok Usia Jumlah Orang % 
18-25 112 1543 
25-29 190 | 26,17 
30-39 248 34,16 
40-44 68 9,37 
45-65 108 14,88 


Jumlah 726 100,00 


Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan 


Jenjang Pendidikan Jumlah Orang o h 
SD 72 9,91 
SMTP/SMTA 606 83,47 
Diploma 14 1,92 

|. Universitas 34 a A68 
Jumlah 726 100,00 
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7. Struktur Organisasi Perseroan 


Struktur organisasi Perseroan terdiri dari tiga Direktorat fungsional utama yakni: 
Direktorat Teknik, Direktorat Pengembangan Usaha dan Direktorat Non-Teknik yang 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Direktorat. 


Struktur Organisasi Perseroan adalah sebagai berikut: 


Divisi Hukum 


rektorat | 
Direktorat Teknik |————] pangembangan Usaha — 4 Direktorat Non-Teknik 


—— —— 


Divisi Manajemen Divisi Pengelolaan Divisi Keuangan 
| Mana Divisi Perumahan Divisi Proyek Baru Lana 3 Kasar 
| 
Perencanaan Proyek | Tanah — Apartemen |} Keuangan 
anank, Le 
| 
(—| Pelaksanaan —| Pengelolaan = d Perizinan | Perkantoran A SDM 
| Jalan Tol — Pemasaran — Pera an 
Tanah “| Pemeliharaan 
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Adapun fungsi-fungsi dari Direktorat-Direktorat dan Divisi tersebut adalah : 


Direktorat Pengembangan Usaha 


Peran dari Direktorat Pengembangan Usaha adalah mencari proyek-proyek yang 
akan memberi masukan pendapatan jangka pendek dan jangka panjang kepada 
Perseroan. Pertama-tama hal ini dilakukan melalui pengenalan atas tempat-tempat 
yang memungkinkan untuk pengembangan tanah. Kedua dengan mengadakan studi 
kelayakan untuk menilai potensi pengembangan proyek dan ketiga dengan menilai 
apakah proyek tersebut dapat dilaksanakan di dalam batas-batas hukum dan undang- 
undang yang berlaku, sebelum akhirnya diajukan usulan untuk pembiayaan proyek 
tersebut. 


Direktorat Pengembangan Usaha berhubungan erat dengan Direktorat Teknik dan 
Non Teknik untuk menentukan pengembangan usulan proyek yang setelah disetujui 
dapat dijalankan secara efektif oleh Direktorat-Direktorat tersebut diatas. 


Direktorat Teknik 


Direktorat ini bertanggung jawab atas divisi-divisi Manajemen Proyek dan Perumahan 
sebagai berikut: 


e Divisi Manajemen Proyek: Divisi ini bertanggung jawab atas pembangunan 
proyek-proyek pengembangan properti yang direkomen oleh Direktorat 
Pengembangan Usaha dan telah disetujui oleh Direksi. Divisi ini bertanggung 
jawab atas penunjukan dan pengawasan para arsitek, konsultan, dan kontraktor 
serta juga terhadap perencanaan, waktu, anggaran dan biaya proyek. 


* Divisi Perumahan: Divisi ini bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan, 
serta pemasaran proyek-proyek perumahan. Divisi ini bertanggung jawab juga 
atas pembebasan tanah sesuai dengan ijin lokasi yang dimiliki Perseroan serta 
pengelolaan lingkungan perumahan. 


Direktorat Non-Teknik 


Direktorat Non-Teknik khususnya bertanggung jawab atas pengurusan dan 
pembiayaan properti serta divisi-divisi sumber daya manusia. 


e Divisi Pengelolaan Properti: Divisi ini menangani pemasaran dan pengelolaan 
penyewaan properti Perseroan seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, dan 
apartemen. 


e Divisi Keuangan dan Sumber Daya Manusia: Divisi ini bertanggung jawab atas 
pengelolaan dan pengurusan keuangan serta pengelolaan dan pengembangan 
daya manusia. 


Divisi Hukum 


Divisi Hukum bersifat fungsional dalam melayani Perseroan untuk segala hal yang 
berkaitan dengan hukum dan perijinan. 


. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum 

Perseroan Terbatas 

1. Riwayat Singkat 
PT Pembangunan Jaya didirikan berdasarkan Akta No. 19, tertanggal 
3 September 1961, dan Akta No. 50 tertanggal 14 April 1964, keduanyadibuat di 
hadapan Liem Toeng Kie, pada waktu itu notaris di Jakarta, yang telah memperoleh 
persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan 
No.J.A.5/70/5, tertanggal 10 Juni 1964, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 87 
tanggal 30 Oktober 1964, Tambahan No. 289. Anggaran Dasar PT Pembangunan 
Jaya terakhir kali diubah dengan Akta No. 21, tertanggal 25 Januari 1991, dibuat di 
hadapan Hobropoerwanto, pada waktu itu notaris di Jakarta, yang telah memperoleh 
persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 
C2-3300.HT.01.04.th.91, tertanggal 24 Juli 1991, diumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia No. 77, tertanggal 24 September 1991, Tambahan No. 3192. 


Modal dasar PT Pembangunan Jaya pada saat didirikan adalah sebesar 
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terbagi atas 150 (seratus lima puluh) 
saham istimewa dan 850 (delapan ratus lima puluh) saham biasa, dengan nilai 
“nominal per saham yang sama, yaitu Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dari 
modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua 
juta rupiah), terdiri dari 100 (seratus) saham istimewa dan 100 (seratus saham biasa. 


Setelah beberapa kali peningkatan, modal dasar PT Pembangunan Jaya terakhir 
kali ditingkatkan menjadi sebesar Rp 3.023.500.000,00 (tiga miliar dua puluh tiga 
juta lima ratus ribu rupiah), terbagi atas 150 (seratus lima puluh) saham istimewa 
dan 302.200 (tiga ratus dua ribu dua ratus) saham biasa, dengan nilai nominal per 
saham yang sama, yaitu sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Modal dasar 
tersebut telah seluruhnya ditempatkan dan disetor dengan tunai, sebagaimana 
dimuat di dalam Akta No. 21, tertanggal 25 Januari 1991 tersebut di atas. 


PT Pembangunan Jaya bergerak di bidang penyelengaraan pembangunan 
bangunan-bagunan secara komersil dalam rangka pembangunaan Ibu Kota Jakarta 
Raya. 
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2. Perkembangan Kepemilikan PT Pembangunan Jaya 

Modal dasar PT Pembangunan Jaya terakhir kali ditingkatkan menjadi sebesar Rp 
3.023.500.000,00 (tiga miliar dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), terbagi atas 
150 (seratus lima puluh) saham istimewa dan 302.200 (tiga ratus dua ribu dua ratus) 
saham biasa, dengan nilai nominal per saham yang sama, yaitu sebesar Rp 10.000,00 
(sepuluh ribu rupiah). Modal dasar tersebut telah seluruhnya ditempatkan dan 
disetor dengan tunai, sebagaimana dimuat di dalam Akta No. 21, tertanggal 25 
Januari 1991. 


Komposisi Pemegang saham PT Pembangunan Jaya pada waktu pertama kali 
didirikan sesuai dengan akta No. 19 tertanggal 3 September 1961, dibuat dihadapan 
Liem Toeng Kie, pada waktu itu notaris di Jakarta adalah sebagai berikut: 


Jumlah Saham Modal Ditempatkan 


No. | Pemegang Saham | — | danDisetorPenuh | Persentase 
Istimewa | Biasa (Rp. 0,00) Kemilikan 
1. | Pemda DCI Djaja 50 - 500.000 25 
2 | Teuku Jusuf Muda Dalam 10 20 300.000 15 
3. | M.N.M Hasjim Ning 10 20 300.000 15 
4. | N.V. Dasaad Musin Concern 10 20 300.000 15 
5. | Asuransi Djiwa Bersama 1912 10 20 300.000 15 
6. | Jan Daniel Massie 10 20 300.000 15 
| Jumlah = a | 10 | 2000.000 | 10 


Komposisi Pemegang Saham PT Pembangunan Jaya telah mengalami beberapa 
kali perubahan, terakhir kalinya berubah berdasarkan akta No. 12 tanggal 
7 Desember 1993, yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH, notaris di 
Jakarta menjadi sebagai berikut: 


Jumlah Saham Modal Ditempatkan 

No. | Pemegang Saham — ~~~ | danDisetorPenuh | Persentase 

Istimewa iasa (Rp. 0,00) Kemilikan 
1. | Pemerintah DKI 10 120.930 1.209.400.000 40,00 
2. | PT Ciputra Corporation - 24.790 247.900.000 8,19 
3.| Yayasan Marga Jaya - 21.618 216.180.000 715 
4. | Ir. Soekrisman 15 19.616 196.310.000 649 
5. | Dr. H. Soemarno S. 14 13.008 130.220.000 431 
6. | PTNingz & Associates - 13.008 130.080.000 430 
7. | Ir. H. Secakusuma 7 12.077 120.840.000 4,00 
8.| Ir. Ciputra 52 11.884 119.360.000 3,95 
9. | Ir. Hanafi Lauw 4 10.578 105.820.000 3,50 
10. | Eric Samola, SH 4 10.578 105.820.000 3,50 
11. | Dr. H. Sutjipto SA. 10 10.000 100.100.000 331 
12. | Yayasan Dapenso BNI 10 8477 84.870.000 281 
13. | PT AJB Bumiputra 1912 10 8477 84.870.000 2,81 
14. | Yayasan Ciputra - 8477 84.770.000 2,80 
15. | Soekardjo HS, SH - 3.024 30.240.000 1,00 
16. | Ir. Budi Brasali - 2.829 28.290.000 0,94 
17. | Ir. Ismail Sofyan - 2.829 28.290.000 0,94 
18. | Dr. H.M.N.M. Hasyim Ning 14 - 140.000 0,00 
Total 150 302.200 3.023.500.000 100,00 


3. Pengurusan dan Pengawasan PT Pembangunan Jaya 
Berdasarkan Akta No. 91 tanggal 19 Agustus 1993, dibuat dihadapan Sutjipto, SH, 
notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak 
tanggal 11 Juni 1993 sebagai berikut: 


Dewan Komisaris: 


Presiden Komisaris : Surjadi Soedirdja 
Komisaris : Dr. H.M.N.M. Hasjim Ning 
Komisaris : Dr. Sutjipto S. Amidharmo 
Direksi: 
Presiden Direktur : Ir. Ciputra 
Wakil Presiden Direktur : Ir. Soekrisman 
Ir. Hiskak Secakusuma, MM 
Eric Samola, SH 
Direktur : Ir. H. Daryanto Mangoenpratolo 


Ir. Edmund Sutisna, MBA 
Ir. Leonardi Kusen, MBA 
Drs. Tanto Kurniawan 


4. Diagram hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan dan pengawasan 
Perseroan dan pemegang saham berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) 


a. Hubungan kepemilikan 


Ka aan 

a JA] 

EITA 715% 

Tr, Soekrisman san 

Dr. H. Soemamo S. ia 

PT nga d Moodle A 

Ir. H. Secakusuma an 

Ir, Ciputra un 

Ir, Hanafi Lauw = 

ai A 
Ts JS PT PEMBANGUNAN JAYA | “et PT JAYA REAL PROPERTY | 

Yayasan eps BN | 281% 

Laa A 

Ta A 

aii A 

kaa a 
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b. Hubungan kepengurusan dan pengawasan 


PT PEMBANGUNAN JAYA | PT JAYA REAL PROPERTY PT CIPUTRA CORP. | PT AJB BUMI PUTERA 1912 PT NINGZ & ASSOCIATES 
—— Pe KEWANGAN Ai a a | 
KOMISARIS | DIREKSI | KOMISARIS | DIREKSI [KOMISARIS | DIREKSI | KOMISARIS | DIREKSI | KOMISARIS | DIREKSI 
1. KOMISARIS 
~ Ir Soekrisman - WK Dirut| Komut 
-DRHMNM Hasyim Ning Komisaris - Komisaris |- - - - - Komut 
- DR Sutjipto S Amidharmo Komisaris - Komisaris 
= Ir Hanafi Lauw - ` Komisaris 
IL, DIREKSI 
-Ir Ciputra . Dirut - Dirut - Dirut 
~ Ir H Secakusuma, MM - WK, Dirut = [WK Dina 
“Drs Tanto Kurniawan - Direktur - Direktur 
- Ir H Daryanto Mangoenpratolo - Direktur - Direktur 
-Ir Edmund Sutisna, MBA - Direktur - Direktur | - - - - 
-Ir Leonardi Kusen, MBA - Direktur - Direktur 
Komut : Komisaris Utama 
Dirut : Direktur Utama 
Wiki. Dirut : Wakil Direktur Utama 
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9. Keterangan tentang Kelompok Usaha PT Pembangunan Jaya (“Jaya Group”) 


1. Bidang Usaha 
PT Pembangunan Jaya (atau PT Pembangunan Ibu Kota Jakarta Raya) pemilik 
100% (seratus persen) modal saham Perseroan dan juga merupakan perusahaan 
induk dari lebih 50 (lima puluh) perusahaan yang membentuk Jaya Group. 


PT Pembangunan Jaya yang didirikan pada tahun 1961 dalam perkembangnya 
membentuk 7 (tujuh) bidang usaha yang meliputi real estate, konsultan, kontraktor, 
manufaktur, perdagangan, turisme dan keuangan. Masing-masing kegiatan usaha 
tersebut dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan seperti termuat dalam 
halaman 47. 


Kegiatan masing-masing bidang usaha dapat dijelaskan sebagai berikut : 


Real Estate 

Kegiatan usaha real estate dilakukan oleh 6 perusahaan (seperti tercantum pada 
halaman 47), antara lain PT Jaya Real Property, PT Jayaland dan PT Bumi Serpong 
Damai. PT Pembangunan Jaya yang merupakan induk dari perusahaan-perusahaan 
ini adalah perusahaan pertama yang melakukan pengembangan proyek-proyek 
properti di Indonesia. PT Pembangunan Jaya adalah inisiator pembentukan Asosiasi 
Real Estate Indonesia (REI) dan menjadi anggota REI dengan nomor urut 1. 


Tahun 1974 Jayaland (dahulu PT Jaya Realty) menyelesaikan Gedung Jaya berlantai 
dua belas yang merupakan bangunan kantor komersil swasta pertama di pusat 
bisnis jalan Thamrin, Jakarta. 


Begitu juga proyek Senen yang terletak di Jakarta Pusat adalah merupakan contoh 
keberhasilan transformasi (perubahan) dari daerah kumuh menjadi pusat pertokoan 
modern pertama di Jakarta. Proyek-proyek real estate lainnya termasuk pusat- 
pusat perbelanjaan di Slipi dan Bintaro. 


Pada saat ini, Jaya Group bekerja sama dengan beberapa kelompok usaha di 
antaranya Salim Group, Sinar Mas Group dan Metropolitan Group yang sedang 
mengembangkan sebuah kota berukuran 6.000 Ha, yang terletak di Tangerang, dua 
puluh lima kilometer ke selatan Jakarta, bernama Bumi Serpong Damai. 
Pengembangan ini bertujuan untuk membangun sebuah pemukiman dengan 
fasilitas lengkap untuk 800 ribu orang. 


Konsultan 

Kegiatan usaha konsultan dilakukan oleh 3 perusahaan (seperti tercantum pada 
halaman 47) antara lain PT Arkonin dan PT Jaya CM Manggala Pratama. Bidang 
jasa konsultasi meliputi: Studi Kelayakan (Feasibility Study): Rancang Bangun 
(Design Architecture), Perencanaan Perkotaan, Engineering (Struktur, Mekanikal, 
Elektrikal): Penata Anggaran: Proyek Manajemen dan Manajemen Konstruksi, 
Operation Manajemen dan sebagainya yang sifatnya adalah perangkat lunak. 
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Pada saat ini PT Arkonin merupakan perusahaan konsultan yang ahli dalam 
gedung perkantoran, gedung komersial, hotel dan perumahan. Perusahaan ini 
adalah termasuk tiga besar pada peringkat nasional untuk bidang tersebut. 


Perencanaan proyek-proyek besar yang telah diselesaikan antara lain : Gedung 
Departemen Perindustrian di Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Gedung Departemen 
Pekerjaan Umum di Jl. Patimura, Jakarta, Gedung Departemen Tenaga Kerja di Jl. 
Gatot Subroto, Jakarta, Gedung Departemen Kesehatan di Jl. Rasuna Said, Jakarta, 
Hotel Mandarin, Jakarta, beberapa gedung di Central Business District di Jl. Jend. 
Sudirman, Jakarta, dan Gedung Kampus Universitas Tarumanagara di Jakarta. 


PT Jaya CM Manggala Pratama sebagai perusahaan konsultan yang bergerak 
dalam bidang manajemen proyek dan manajemen konstruksi telah mendapat 
kepercayaan untuk melaksanakan Manajemen Konstruksi di PT Industri Pesawat 
Terbang Nusantara (IPTN) Bandung, PT Pangkalan Angkatan Laut (PAL) Surabaya, 
PT Pindad di Bandung dan Malang, Hotel Hyatt Surabaya, KBRI di Singapura, 
Hotel di Bali (Imperial dan Bintang Bali), di Lombok (Sheraton Senggigi), di Carita 
dan sebagainya. 


Disamping itu PT Jaya CM Manggala Pratama juga melakukan pekerjaan engineering 
pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU) Perusahaan Umum 
Listrik Negara di Ombilin, Bukit Asam dan Tambak Lorok, Sumatera dan pada 
PERUMKA di proyek Western Line Mass Rapid Transit Kereta Api dalam kota 
Jakarta. 


Kontraktor 
Kegiatan usaha kontraktor dilakukan oleh 7 perusahaan (seperti tercantum pada 
halaman 47) antara lain PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama. 


PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama (Jaya Konstruksi) merupakan perusahaan 
konstruksi yang cukup besar di Indonesia. Di Jakarta, Jaya Konstruksi merupakan 
kontraktor utama pada banyak proyek konstruksi termuka, diantaranya adalah 
Balai Kota DKI Jaya, Hotel Mandarin, Manggala Wanabhakti Departemen 
Kehutanan, Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia, Wisma Metropolitan II dan 
World Trade Center, dan Balai Sidang Senayan. Di luar Jakarta, proyek-proyek 
Jaya Konstruksi antara lain Komplek Akademi Kepolisian di Semarang, Wisma 
Bapindo di Surabaya dan Hotel Putri Bali di Nusa Dua, Bali. 


Jaya Konstruksi juga bergerak dalam pembangunan jalan dan merupakan kontraktor 
utama pada jalan Rasuna Said, jalan layang Tomang, terowongan Dukuh Atas 
di Jakarta, serta jalan-jalan lain dan jembatan-jembatan di beberapa wilayah 
Indonesia. 


Kegiatan-kegiatan diluar negeri termasuk Taif Highway dan Jeddah Post Office di 


Arab Saudi, komplek perumahan di Sabah dan sebuah jalan jalur cepat di Johor 
Baru, Malaysia. 
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Jaya Group juga merupakan salah satu anggota Konsorsium Kontraktor pada 
proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pemerintah (cq. Perusahaan Umum 
Listrik Negara) di Paiton yang mengerjakan porsi Marine Works FC 13 Paiton 
Steam Power Plant Unit 1 & 2. 


Manufaktur 
Kegiatan usaha manufaktur dilakukan oleh 5 perusahaan (seperti tercantum pada 
halaman 47) 


Kegiatan manufaktur ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut : 


- produksi dan penjualan campuran beton siap tuang (readymix concrete) dilakukan 
oleh PT Jaya Readymix Concrete. 


- produksi dan penjualan beton bertulang pratekan khusus seperti tiang pancang 
beton, pipa-pipa pratekan sentrifugal, dan tiang listrik beton dilakukan oleh 
PT Jaya Beton Indonesia, PT Jaya Sentrikon Indonesia dan PT Jaya Daido 
Concrete. 


- pembuatan barang-barang fibreglass dan ekspor kamar mandi fiberglass siap 
pasang ke Jepang dilakukan oleh PT Jaya Fibrindo. 


Perdagangan 

Kegiatan usaha perdagangan dilakukan oleh 3 perusahaan (seperti tercantum pada 
halaman 47), antara lain PT Jaya Krisan Cahaya Department Stores (Cahaya 
Deparment Stores) dan PT Jaya Trade Indonesia. 


PT Jaya Trade Indonesia bergerak dalam perdagangan alat-alat konstruksi berat 
(heavy equipment) dan aspal. 


Turisme (Hotel dan Rekreasi) 

Kegiatan usaha turisme dilakukan oleh 3 perusahaan (seperti tercantum pada 
halaman 47), antara lain PT Pembangunan Jaya Ancol yang telah berhasil 
membangun dan mengelola kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol (TIJA). 


TIJA terdiri dari: 


1. Rekreasi Ilmu pengetahuan ? Gelanggang Samudera, Undersea World. 

2. Rekreasi Olah raga D Gelanggang renang, Golf, Tenis, Driving 
Range, Sirkuit Sepeda, Bowling. 

3. Rekreasi Seni 5 Pasar Seni. 

4. Rekreasi Alam dan Pantai i Pantai Indah, Danau. 

5. Rekreasi Teknologi $ Dunia Fantasi. 

6. Hotel dan Restoran : Putri Duyung Cottage, Teater, dan 


Restoran Hailai 


Kenangan 


ERTY 


Kegiatan usaha keuangan dilakukan oleh 3 perusahaan/ lembaga keuangan (seperti 
tercantum di bawah ini), antara lain PT Jayabank International (Jayabank) dan PT 


Jaya Fuji Leasing Pratama. 


PT Jaya Fuji Leasing Pratama adalah joint venture dengan Fuji Bank, Jepang, bergerak 
dibidang pembiayaan untuk kendaraan-kendaraan bermotor, perlengkapan 
konstruksi, mesin-mesin pabrik, perlengkapan kapal laut dan pesawat terbang. 


2. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Dalam Kelompok 
Usaha PT Pembangunan Jaya (Jaya Group) 
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b. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan 
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10. Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi 


Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan PT Pembangunan 
Jaya, pemegang saham dan perusahaan-perusahaan afiliasi lainnya dalam kelompok 
usaha “Pembangunan Jaya Group”. Transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan 
dan kondisi yang berlaku umum sebagaimana halnya transaksi dengan pihak bukan 
afiliasi. Transaksi dengan perusahaan afiliasi tersebut adalah sebagai berikut: 


1. Pembangunan Plaza Bintaro Jaya 
Pada tahun 1993 Perseroan menggunakan jasa perusahaan afiliasi untuk 
pembangunan Plaza Bintaro Jaya, sebagai berikut : 


a. Perjanjian kerjasama dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama 
berdasarkan tender terbuka. 


b. Menugaskan PT Jaya Teknik Indonesia untuk menangani pekerjaan mekanik 
dan listrik. 


c. Membeli besi baja dari PT Jaya Steel Indonesia yang digunakan untuk konstruksi 
bangunan. 


d. Memperoleh jasa konsultasi konstruksi dan rancang bangun seperti studi 
kelayakan, analisa biaya, pemilihan lokasi, perencanaan, pengendalian biaya 
konstruksi dan pengawasan konstruksi dari PT Arkonin. 


e. Menerima jasa manajemen konstruksi dari PT Jaya Construction Manage- 
ment Manggala Pratama. 


2. Pembelian Pusat Perbelanjaan 
Pada bulan Desember 1993, Perseroan membeli Pusat Perbelanjaan dan Senen 
blok IV dan V Slipi Jaya Plaza beserta kegiatan usahanya dari PT Pembangunan 
Jaya. 


3. Pembelian Tanah 
Pada tahun 1993, Perseroan membeli tanah di daerah Kemanggisan, Jakarta Barat 
dan tanah mentah di daerah Bintaro Jaya dari PT Pembangunan Jaya. 


4. Sewa Ruangan 
Mulai pada awal tahun 1994, Perseroan menyewakan sebagian dari ruangan 
Pusat Perbelanjaan Plaza Bintaro Jaya, Slipi Jaya Plaza dan Senen blok IV dan V 
kepada PT Jaya Krisan Cahaya Department Store, PT Marga Jaya dan PT JayaBank 
International. 
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5. Penjualan 
Perseroan melakukan transaksi penjualan dengan PT Jaya Construction Manajemen 
Manggala Pratama 1% dari seluruh penjualan tanah tahun1993. 


6. Pemberian Pinjaman 

Pada tahun 1993, Perseroan menerima pendapatan bunga yang berasal dari 
pinjaman yang diberikan kepada PT Jaya Real Estate Company, PT Jaya Krisan 
Cahaya Department Store, PT Jaya Aluminium Indonesia dan PT Pembangunan 
Jaya. Pinjaman tersebut tanpa jaminan dan berjangka waktu kurang dari satu 
tahun serta dikenakan bunga antara 19% sampai dengan 22% pertahun. Pinjaman 
yang diberikan kepada Perusahaan afiliasi tersebut telah dilunasi seluruhnya 
pada tahun 1993. 


7. Penempatan Deposito Berjangka dan Rekening Koran 
Perseroan mempunyai rekening koran dan deposito berjangka pada PT Jayabank 
International yang dikenakan bunga berkisar antara 7% dan 19% per tahun pada 
tahun 1993. 


8. Penyertaan Saham 

a. Perseroan bekerjasama dengan PT Bumi Serpong Damai dengan mendirikan 
PT Bintaro Serpong Damai untuk membangun dan mengelola jalan tol. 
Berdasarkan anggaran dasar PT Bintaro Serpong Damai yang belum disetujui 
oleh Menteri Kehakiman, Perseroan memiliki 4070 dari saham yang 
ditempatkan. Atas modal yang dikeluarkan, sejumlah Rp 6.000.000.000,00 
(enam miliar rupiah), belum dilakukan pembayaran sebesar minimum 2% 
(dua persen) dari modal dasar sebagaimana yang disyaratkan undang-undang 
untuk mulai efektifnya pendirian suatu Perseroan Terbatas. 


b. Pada tahun 1993, Perseroan menjual penyertaan 79.170.000 saham pada 
PT Jaya Real Estate Company dengan nilai nominal kepada 
PT Pembangunan Jaya setelah penerimaan dividen kas sebesar 
Rp 17.964.332.857,00. 


9. Sewa Guna Usaha 
Pada tahun 1993 Perseroan mengadakan perjanjian sewa guna usaha kepada 
PT Jaya Fuji Leasing Pratama yang dilakukan untuk membeli satu unit generator. 
Jangka waktu sewa guna usaha tersebut adalah 3 tahun. 


10. Jasa Manajemen 
Perseroan mengadakan perjanjian bantuan teknis dengan PT Pembangunan Jaya 
untuk menerima bantuan jasa penerimaan pegawai, bantuan teknis dalam bidang 
perencanaan, pembiayaan, studi kelayakan dan manajemen. 


Besarnya jasa manajemen yang dibayar oleh Perseroan setiap tahunnya, ditentukan 
berdasarkan jumlah yang disetujui bersama dan tidak melebihi 24 (dua persen) 
dari jumlah penjualan di luar PPN. Untuk tahun 1993, Perseroan membayar Rp 
45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) setiap bulan kepada PT Pembangunan 
Jaya sebagai pembayaran jasa manajemen 
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11. Ikatan dan Kewajiban Bersyarat 
PT Pembangunan Jaya telah menyetujui untuk mengambil alih semua kewajiban 
jaminan Perseroan dengan bank-bank pemberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 
PT Pembangunan Jaya tidak menerima imbalan atau pembayaran lain untuk 
pengalihan ini. 
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IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA 
PERSEROAN 


1. Umum 
Pasar Perumahan 


Pasar perumahan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai kebijakan Pemerintah dan 
faktor-faktor ekonomi serta demografis yang diharapkan oleh Perseroan dapat 
mendukung pertumbuhan industri secara positif. 


Indonesia merupakan negara berpenduduk terpadat ke empat di dunia dengan 
jumlah penduduk melebihi 180 juta jiwa, dan 60X (enam puluh persen) dari jumlah 
tersebut bermukim di pulau Jawa (Sumber: Biro Pusat Statistik). Meskipun tingkat 
pertumbuhan penduduk telah turun secara drastis sejak dekade 1970-an, namun 
tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata pada dekade 1980-an masih mencapai 
1,97% (satu koma sembilan puluh tujuh persen), dan diperkirakan akan tetap di atas 
1% (satu persen) di masa yang akan datang (Sumber: CIC Consulting Group). Tingkat 
pertumbuhan di pusat-pusat perkotaan meningkat lebih pesat daripada daerah- 
daerah lain. Sebagai contoh, penduduk DKI meningkat rata-rata 2,40% (dua koma 
empat puluh persen) setiap tahun pada dekade 1980-an (Sumber: CIC Consulting 
Group). Sebagai akibat dari pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk di pusat-pusat 
perkotaan, pada saat ini kurang lebih 30,946 (tiga puluh koma sembilan persen) dari 
penduduk Indonesia berada di pusat-pusat perkotaan. Angka ini diperkirakan akan 
meningkat tajam menjelang tahun 2000. 


Di samping itu pula, sebagai akibat dari industrialisasi, terdapat suatu gejala umum di 
masyarakat untuk mempunyai keluarga yang beranggotakan sedikit. Sebagai contoh, 
pada tahun 1980 rata-rata jumlah anggota dalam satu keluarga mencapai 4,9 jiwa, 
pada tahun 1990 angka ini menjadi 4,5 jiwa (Sumber: Biro Pusat Statistik). Sebagai 
akibat dari menurunnya rata-rata jumlah anggota keluarga dalam satu rumah dan 
meningkatnya jumlah penduduk, maka hal ini akan meningkatkan kebutuhan 
perumahan. Yang pada akhirnya akan menimbulkan keinginan yang kuat untuk 
memiliki rumah sendiri. 


Diperkirakan bahwa jumlah keseluruhan perumahan di Indonesia telah mencapai 
36,4 juta pada tahun 1989, 36,9 juta pada tahun 1990 dan 37,6 juta pada tahun 1991 
(Sumber: CIC Consulting Group). Sedangkan kebutuhan akan perumahan pada 
tahun 1991 diperkirakan mencapai 41,51 juta unit, sehingga terjadi kelebihan 
permintaan perumahan sebesar 3,9 juta unit. 


Estimasi Jumlah Kebutuhan Rumah di Indonesia 
tahun 1994 - 1998 


Tahun Perkiraan Populasi Kebutuhan Akan Rumah 
(juta) (juta) 
1994 191,67 43,58 
1995 194,85 44,28 
1996 198,14 45,03 
1997 201,49 45,79 
1998 204,90 46,57 


(Sumber: “Studi tentang Real Estate di Indonesia” oleh CIC Consulting Group) 
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Di Jabotabek jumlah keluarga telah bertambah kurang lebih 24% (dua puluh empat 
persen) antara tahun 1986 sampai 1991 seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut: 


Jumlah keluarga dan penduduk di Jabotabek 


Tahun Jumlah keluarga Jumlah Penduduk Pertumbuhan Penduduk (90) 
1986 2.646.250 12.742.364 - 
1987 2.757.444 13.045.272 237 
1988 2.821.238 13.249.255 1,56 
1989 2.818.694 13.538.751 2,18 
1990 2.693.980 12.851.496 (0,51) 


1991 3.287.251 15.095.481 1746 


(Sumber: Biro Pusat Statistik ) 


Secara umum sektor pemukiman di Indonesia dapat dibagi dalam dua kategori yaitu 
perumahan penduduk dan hunian apartemen. Perumahan penduduk dapat dibagi ke 
dalam segmen-segmen pendapatan rendah (low-income), pendapatan menengah 
(middle-income) serta pendapatan menengah ke atas (upper-middle income). Pembagian 
ini berdasarkan ukuran rumah seperti 100 - 200 meter persegi untuk penduduk kelas 
rendah ke menengah dan lebih dari 200 meter persegi untuk kelas menengah ke atas. 
Apartemen biasanya merupakan hunian untuk kelas menengah keatas dan dihuni 
oleh tenaga-tenaga asing yang bekerja di Indonesia (expatriates). 


Umumnya usaha perumahan di Indonesia dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 
yang tergabung di Asosiasi Real Estate Indonesia (REI). Disamping REI, terdapat juga 
Perusahaan Umum (Perum) Perumnas serta developer-developer swasta yang 
menyediakan perumahan bagi penduduk. Perum Perumnas terutama terlibat dalam 
penyediaan rumah sederhana dan menengah di perkotaan, sedangkan anggota-anggota 
REI terlibat dalam penyediaan rumah sederhana, menengah dan mewah di perkotaan 
dan pusat-pusat perkotaan. 


Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berpendapatan rendah di Indonesia, 
perusahaan-perusahaan dalam bidang real estate mengembangkan pemukiman dengan 
perbandingan 1:3:6 yang artinya satu unit rumah besar dengan luas tanah 300 meter 
persegi atau lebih, 3 unit rumah menengah dengan luas tanah 180 - 300 meter persegi 
dan 6unit rumah sederhana dengan luas tanah dibawah 180 meter persegi. Disamping 
itu, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang real estate juga telah 
menyediakan fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, tempat beribadah, 
serta fasilitas-fasilitas rekreasi. Bentuk dan jenis fasilitas yang harus disediakan dalam 
pengembangan pemukiman ditentukan oleh luasnya pengembangan tersebut. 


Dibawah ini dijelaskan tentang Pasar Ruang Pertokoan dan Ruang Perkantoran. Data- 
data mengenai penyediaan ruang, penambahan/ pertumbuhan dan tingkat hunian 
serta tarif sewanya berdasarkan sumber PT Procon Indah/Jones Lang Wootton (LW), 
suatu perusahaan yang secara rutin melakukan riset dalam bidang properti. 
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1. Pasar Ruang Pertokoan 


- Antara tahun 1990 hingga 1993, penyediaan ruang untuk pertokoan bertambah 
dari 355,600 meter persegi menjadi 679,790 meter persegi atau terjadi peningkatan 
sebesar 91,24 (sembilan puluh satu koma dua persen) Pada tahun 1993, tingkat 
hunian pusat perbelanjaan di Jakarta rata-rata telah mencapai 87,3% (delapan 
puluh tujuh koma tiga persen). Tabel berikut ini melukiskan posisi distribusi 
ruang untuk pertokoan di Jakarta sampai dengan bulan Desember 1993: 


Wilayah Luas Persentase 
(meter persegi) (%) 

Jakarta Pusat 191.882 28,3 
Jakarta Utara 72.900 10,7 
Jakarta Selatan 201.483 29,6 
Jakarta Timur 59. 200 87 
Jakarta Barat 1 27 
Total 679.790 100,0 


(Sumber: PT Procon Indah /JLW) 


- Penyediaan ruang untuk pertokoan pada tahun 1994 diperkirakan akan mencapai 
95.700 meter persegi dan 1995 diperkirakan mencapai 73.000 meter persegi. 


- Tarif sewa bervariasi sesuai dengan lokasi dan kualitas pusat perbelanjaan. 
Rata-rata sewa bulanan untuk lantai dasar dari suatu pusat perbelanjaan antara 
US$ 30 hingga US$ 60 per meter persegi. 


- Periode sewa untuk ruang pertokoan di Jakarta pada umumnya selama lima 
tahun tetapi dapat juga lebih dari lima tahun untuk ruangan yang besar atau 
untuk penyewa utama (anchor tenant). 


2. Pasar Ruang Perkantoran 


- Antara tahun 1980 dan 1993, ruang perkantoran di Jakarta telah bertambah 
lebih dari sepuluh kali lipat yaitu dari 178.000 meter persegi menjadi 1,82 juta 
meter persegi. Tingkat hunian (take-up) ruang kantor untuk tahun 1992 dan 1993 
berkisar 202.000 meter persegi pertahun. Tingkat hunian rata-rata untuk tahun 
1993 menunjukkan kenaikan 2% (dua persen) dari tahun 1992, yaitu 87% (delapan 
puluh tujuh persen) dan diharapkan akan terus meningkat hingga akhir tahun 
1994. 


- Diperkirakan pada semester kedua tahun 1994 akan terjadi penambahan ruang 
perkantoran seluas 277.200 meter persegi. Tahun 1995 seluas 122.150 meter 
persegi dan tahun 1996 seluas 134.000 meter persegi. 


- Tarif sewa bulanan untuk ruang kantor di Jakarta per Desember 1993 berkisar 
antara US$ 9 hingga US$ 16 per meter persegi dengan service charge berkisar 
antara US$ 5 hingga US$ 7 per meter persegi. 


3. Peraturan Pertanahan di Indonesia 


Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya 
mengatur tentang hak-hak atas tanah dan menetapkan macam-macam hak atas 
tanah dan pendaftarannya. Meskipun pendaftaran tanah diatur, namun tidak 
semua tanah di Indonesia sudah merupakan tanah terdaftar, yaitu tanah-tanah 
milik adat sebagaimana akan lebih dijelaskan di bawah ini. 


Hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, adalah 
Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Sewa. Hak 
Milik memberi hak yang terluas kepada pemegangnya, dan hanya diberikan 
kepada warganegara Indonesia, organisasi agama serta organisasi sosial tertentu 
yang ditunjuk Pemerintah. Hak Milik tidak diberikan kepada badan hukum (baik 
badan hukum Indonesia maupun asing). 


Perseroan memenuhi syarat untuk memperoleh Hak Guna Bangunan (“HGB”) 
yang memberi hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah. 
HGB adalah hak yang terbaik yang mungkin didapat oleh Perseroan untuk tujuan 
usahanya. Dengan memegang HGB, pemegang hak dapat mendirikan, memiliki, 
menempati dan memanfaatkan bangunan bangunan di atas tanah. 


Atas permohonan yang berhak, HGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 
30 (tigapuluh) tahun. Hak ini, pada akhir masa berlakunya yang pertama, dapat 
diperpanjang untuk paling lama 20 (duapuluh) tahun. 


Hukum adat Indonesia mengenal bentuk hak yang bersifat hak milik yang 
pembuktiannya hanya didasarkan pada surat girik dan sekarang berbentuk surat 
keterangan pembayaran pajak. 


Hak milik adat tidak terdaftar dan, dalam prakteknya, bukti hak atas tanah yang 
ada hanya bukti pembayaran pajak-pajak tanah, meskipun Undang-Undang Pajak 
Bumi dan Bangunan melimpahkan kewajiban pembayaran pajak PBB pada yang 
menduduki persil tanah bersangkutan dan tidak pada pemiliknya. Catatan-catatan 
bukti pembayaran pajak, diselenggarakan oleh Kepala Desa (Lurah) setempat. 
Perusahaan yang telah membeli tanah dengan cara membebaskannya dari hak-hak 
dan kepentingan pihak lain di atasnya, dapat memperoleh HGB atas tanah dari 
Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Pertanahan Nasional. 


Untuk dapat membebaskan dan menguasai tanah, disyaratkan ijin khusus dari 
Pemerintah. Sebelum dikeluarkannya Paket Kebijaksanaan Pemerintah tanggal 
23 Oktober 1993 (“Pakto 1993”), untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) 
berbentuk ijin sementara berupa Surat Penunjukan Pemanfaatan Lokasi yang 
dikukuhkan dengan ijin tetap berupa Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah 
(SIPPT). Untuk lokasi luar Jakarta, ijin diberikan oleh Gubernur dalam bentuk 
surat keputusan Gubernur. Setelah Pakto 1993, ijin diberikan langsung oleh Kepala 
Kantor Pertanahan setempat. 


a Ng 
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Ijin untuk membebaskan tanah memberikan kepada pemegangnya hak-hak eksklusif 
untuk membebaskan dan mengembangkan lokasi tanah yang disebut dalam ijin. 
Biasanya ijin pembebasan tanah tersebut diberikan untuk jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan namun dapat diperpanjang. 


Berdasarkan Pakto 1993, permohonan untuk ijin pembebasan dan pengembangan 
tanah harus diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan tembusan 
kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Badan Perencana 
Pembangunan Daerah dan (untuk perseroan yang didirikan dalam rangka PMDN / 
PMA juga kepada) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Ijin yang sudah 
diberikan, tidak dapat dipindahtangankan. Para pemilik tanah yang tanahnya 
terdapat dalam lokasi ijin tersebut hanya dapat menjual tanahnya kepada pemegang 
ijinatau perorangan lain. Karena tanah yang diperoleh Perseroan biasanya berstatus 
hak milik adat, yang hak-haknya telah dilepaskan oleh pemegang hak terdahulu 
kepada Negara, maka Perseroan harus mengajukan permohonan pada Badan 
Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertipikat HGB atas tanah tersebut. 
Perseroan kemudian dapat menjual tanah tersebut sebagai tanah yang sudah 
dikembangkan. 


Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengijinkan pemindahan 
hak strata atas gedung bertingkat (hak milik atas satuan rumah susun), yang 
meliputi gedung perumahan (rumah susun), gedung pusat perbelanjaan dan 
perkantoran. Berdasarkan peraturan yang berlaku, developer baru dapat menjual 
gedung atau bagiannya setelah memperoleh sertipikat HGB, sertipikat mana baru 
dapat dikeluarkan apabila 60% - 95% dari gedung tersebut telah didirikan. Dengan 
diperolehnya sertipikat HGB, penandatanganan akta jual beli PPAT dapat 
dilaksanakan. Selanjutnya dilakukan pemisahan sertipikat induk dan dikeluarkan 
sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama pembeli. Sertipikat HGB 
yang melandasi sertipikat hak milik atas satuan rumah susun tersebut memberi 
hak atas tiap unit secara proporsional atas tanah bersama yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari gedung tersebut. 


2. Kegiatan Usaha 


Kegiatan Usaha Perseroan sejak didirikan pada tahun 1979, bergerak dalam bidang 
real estate dengan melakukan pembebasan dan pematangan tanah, pembangunan 
infrastruktur dan gedung-gedung baik berupa rumah, kantor, fasilitas olah raga dan 
rekreasi dan lain-lain bangunan: penyewaan bangunan, penjualan serta pengelolaan 
tanah dan bangunan. 


Perseroan mendapatkan ijin lokasi yang pertama dari Gubernur Jawa Barat pada 
tahun 1979 untuk membebaskan 100 Ha tanah di selatan Jakarta. Perseroan memulai 
pengembangan pemukiman pertama termasuk berbagai fasilitas sosial dan prasarana 
pada tahun 1980 di Kelurahan Bintaro, Tangerang. 


Pada tahun 1984, Perseroan mendapatkan dua Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat 
lagi sehingga mendapatkan hak untuk membebaskan tanah tambahan seluas 421 Ha 
di Kabupaten Tangerang. Perseroan telah menggunakan ijin lokasi tersebut untuk 
memperluas pengembangan lokasi yang sudah ada menjadi kota yang mempunyai 
fasilitas lengkap atau kota satelit yang diberi nama Kota Satelit Baru Bintaro Jaya. 


Sejak tahun 1985 Perseroan telah banyak membebaskan tanah yang cukup luas dan 
telah memulai pengembangan-pengembangan dalam skala besar. Pada akhir Desember 
1993 Perseroan telah memiliki empat ijin lokasi dan satu rekomendasi untuk 
membebaskan tanah seluas 1.721 Ha. Dari luas tanah tersebut 821 Ha diantaranya 
telah dibebaskan oleh Perseroan dan telah dikembangkan seluas 305 Ha dengan 
bangunan sebanyak 7.205 unit. 


Perseroan mengganti namanya dari PT Bintaro Raya menjadi PT Jaya Real Property 
pada tanggal 14 Mei 1992, untuk memperluas lingkup usaha Perseroan ke proyek- 
proyek pengembangan properti di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi yang setaraf 
dengan Bintaro Jaya. 


Tahun 1993, Perseroan telah melakukan pembelian dua properti komersial dari 
PT Pembangunan Jaya yaitu Slipi Jaya Plaza dan Pusat Perdagangan Senen Blok IV 
dan V. Properti-properti ini bersama Plaza Bintaro Jaya, telah memberi dimensi 
tambahan pada usaha properti Perseroan berupa pengelolaan properti komersial 
dalam rangka pengembangan organisasi untuk Pusat Bisnis Bintaro Jaya disamping 
penjualan rumah. 


Hidup Nyaman di Alam Segar 


Bintaro Jaya lahir dari konsep Perseroan untuk membangun sebuah Kota Taman 
Bernuansa Internasional di selatan Jakarta. Kota ini akan memberikan kepada para 
penghuninya suatu gaya hidup yang tinggi dan nyaman di alam segar. 


Untuk terus menghidupkan semboyan “Hidup Nyaman di Alam Segar”, Perseroan 
membangun taman-taman yang, ditata rapi serta jalan-jalan yang diapit pepohonan 
dengan halaman berumput hijau yang rapi melintasi kota ini. Tujuan Bintaro Jaya 
adalah untuk memberikan kepada para penghuninya satu perasaan “hidup kembali 
ke alam”. 


Bintaro Jaya telah menyediakan fasilitas-fasilitas dan prasarana untuk kebutuhan 
para penghuninya, seperti mesjid, gereja, klinik, toko-toko dan supermarket, butik, dan 
fasilitas rekreasi. 


Perseroan juga telah berusaha menciptakan suatu suasana internasional dengan 
merelokasi British International School di lahan seluas 13 Ha dengan berbagai fasilitasnya 
untuk 1.300 murid. Perseroan juga akan menyediakan lahan bagi Japanese School dan 
Indonesian International School di Bintaro Jaya dalam waktu dua tahun mendatang. 
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3. Produksi 


Perseroan telah berpengalaman selama lebih dari 14 tahun dalam mengembangkan 
dan memasarkan proyek-proyek real estate. 


Tahap-tahap dalam mengembangkan sebuah proyek adalah sebagai berikut : 


Studi Kelayakan 


Dalam menetapkan kelayakan sebuah proyek yang diusulkan, Perseroan mengadakan 
peninjauan lapangan kelokasi dan daerah-daerah di sekitarnya kemudian melakukan 
studi kelayakan terhadap proyek tersebut. 


Adapun faktor-faktor yang diteliti dalam studi kelayakan adalah sasaran pasar, 
permintaan yang sudah diproyeksikan, para pesaing, harga penjualan dan besarnya 
keuntungan atas investasi. 


Perencanaan 


Setelah studi kelayakan selesai dan Perseroan memutuskan untuk melaksanakan 
proyek tersebut maka proses perencanaan dimulai. Perencanaan dapat dilakukan 
oleh Perseroan sendiri atau dengan bantuan konsultan-konsultan yang sudah 
berpengalaman di luar Perseroan. Kemudian konsep rancangan dari pengembangan 
yang diusulkan tersebut dibuat dan konsultan akan ditunjuk untuk bekerja sama 
dengan staf Perseroan. 


Pembebasan Tanah 


Pembebasan tanah didasarkan atas negosiasi Perseroan dengan para Perantara atau 
langsung dengan pemilik tanah, Perseroan juga kadang-kadang meminta bantuan 
pemimpin informal setempat untuk mempermudah pembelian tanah. Perseroan 
harus memastikan hak si penjual atas tanah yang akan dijual tersebut dalam setiap 
transaksi yang diperoleh dari instansi-instansi terkait seperti Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) setempat atau Kantor IPEDA setempat 


Penyerahan Rencana Tapak dan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan. 


Perseroan mengikuti petunjuk umum pemerintah dalam pemakaian ijin lokasi, yang 
menyatakan bahwa tanah yang dimanfaatkan untuk rumah-rumah pemukiman dan 
fasilitas-fasilitas umum harus mempunyai perbandingan 60 : 40. Sebelum 
melaksanakan pembangunan, Perseroan telah menyiapkan rencana tapak (site plan) 
dan rencana blok (block plan) untuk lokasi yang akan dikembangkan. Dalam 
perencanaan tersebut, dijelaskan mengenai rincian jenis-jenis fasilitas yang akan 
disediakan, rencana jalan umum dan daerah-daerah yang ditetapkan untuk 
pengembangan pemukiman. Rencana-rencana ini diserahkan kepada BAPPEDA 
(Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) untuk mendapatkan persetujuan. 
Setelah rencana-rencana ini disetujui, permohonan akan diajukan kepada Dinas 
Pekerjaan Umum untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan. 
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Pembangunan 


Semua bangunan pemukiman dan infrastruktur dikerjakan oleh subkontraktor yang 
telah ditunjuk, dan diawasi oleh Perseroan. 


Beberapa subkontraktor diminta untuk mengajukan penawaran dan seleksi didasarkan 
bukan hanya berdasarkan harga, namun juga pengalaman, reputasi, dan jangka 
waktu yang diusulkan. Kelebihan biaya, jika ada, harus ditanggung oleh kontraktor 
tersebut apabila merupakan akibat dari kelainan kontraktor itu sendiri. Namun setiap 
kelebihan biaya yang muncul karena perubahan spesifikasi atau karena permintaan 
tambahan dari Perseroan, akan ditanggung oleh Perseroan. 


Bagi pembeli kaveling yang akan membangun sendiri rumahnya diwajibkan mentaati 
rencana bangunan serta ketentuan-ketentuan bangunan yang ditetapkan oleh Perseroan 
pada waktu mereka merancang dan membangun rumahnya. Mereka juga dapat 
meminta bantuan Perseroan untuk merancang dan membangun rumahnya. 


Perseroan selain membangun bangunan perumahan, membangun pula jaringan fasilitas 
infrastruktur seperti saluran air, jalan-jalan, lampu-lampu jalan, listrik, telepon umum, 
dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Perseroan juga memprakarsai terbentuknya 
kehidupan bermasyarakat dalam pemukiman yang nyaman. Pada tahap awal, 
pengelolaan pengumpulan sampah, pemeliharaan taman dan fasilitas-fasilitas 
lingkungan lainnya dilakukan oleh Perseroan dengan memungut biaya bulanan dari 
pemukim, dan pada tahap yang dianggap cukup maka pengelolaan dan pembiayaan 
diserahkan pada RT/RW atau unit yang ditunjuk oleh kelompok yang bersangkutan. 


Asuransi 


Seluruh harta milik Perseroan dan semua proyek yang sedang dilaksanakan telah 
diasuransikan oleh Perseroan dengan nilai yang cukup pada PT Ikrar Lloyd, PT Staco 
Jasa Pratama, PT Allianz dan PT American Indonesian Underwriter (ATU) untuk 
pertanggungan kebakaran (fire) dan Riot, Strike, and Malicious Damage (RSMD). 
Selama tahap pembangunan properti-properti komersil Perseroan, seperti Plaza Bintaro 
Jaya, telah diasuransikan oleh kontraktornya dari seluruh risiko yang mungkin timbul. 
Pada saat jangka waktu asuransi dari kontraktor tersebut berakhir, dan pembangunan 
telah selesai, selanjutnya Perseroan akan mengasuransikannya. Disamping itu 
Perseroan juga mengasuransikan properti pemukiman yang belum terjual terhadap 
risiko kebakaran, kerugian dan tuntutan dari pihak ketiga. Sedangkan untuk properti 
pemukiman yang sudah terjual, tanggung jawab asuransi berada pada pembelinya. 


Konsultan-Konsultan Teknik 


Untuk menjaga mutu pembangunan proyek, Perseroan memakai sejumlah konsultan 
tehnik untuk membantu dalam tahap-tahap perancangan dan pembangunan. 
Konsultan-konsultan itu antara lain adalah: 
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Design Group, USA (arsitektur) 

Jaya Kinhill Arkonin (manajemen konstruksi) 

Jaya Construction Management (manajemen konstruksi) 
Arkonin Engineering (drainase) 

Arkonin (arsitektur) 


Pange 


Sumber-Sumber Pembiayaan untuk Pembangunan 


Sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan Perseroan dalam hal pembebasan tanah 
dan pembangunan adalah: 


1. Pembiayaan Bank, yang terdiri dari ; 

a. Pinjaman Bank yang sebagian besar diberikan oleh bank-bank swasta nasional 
dalam bentuk rupiah. Pinjaman dalam bentuk rupiah ini dijamin oleh perusahaan 
induk Perseroan, PT Pembangunan Jaya; 

b. Penerbitan Sekuritas jangka pendek oleh Perseroan. 

2. Hasil Penjualan tanah dan properti pemukiman di Bintaro Jaya; 
3. Modal dan dana-dana intern Perseroan. 


Pada awal tahun 1994, Perseroan akan mulai menerima pendapatan sewa dari gedung- 
gedung milik Perseroan, terutama Plaza Bintaro Jaya, Slipi Jaya Plaza, dan Pusat 
Perdangan Senen Blok IV dan V. 


Tabel dibawah ini merupakan ringkasan dari nilai pasar yang. wajar bagi properti- 
properti milik Perseroan termasuk didalamnya persediaan tanah per tanggal 31 
Desember 1993. Penilaian ini dilakukan oleh PT Artanila Permai. 


Nama Properti g Nilai Pasar Yang Wajar 


(dalam jutaan rupiah) 

Kompleks Perumahan di Bintaro Jaya 1.306.493,0 

Rumah siap huni, rumah sedang dibangun, 

kavling siap bangun, dan tanah mentah 
Properti-properti Komersial di Bintaro Jaya 

Kantor Taman Bintaro 70050 

Kantor Proyek Bintaro 4.946,0 

Kantor Pemasaran, Bangunan Serba Guna, 

Driving Range, mini golf, restoran 8.440,0 

Sports Centers 1.899,0 

Plaza Bintaro Jaya 58.553,0 80.843,0 
Properti-properti Komersial lainnya di luar Bintaro Jaya — ——- 

Slipi Jaya Plaza 39.035,0 

Pusat Perdagangan Senen Blok IV & V 791250 118.160,0 
Tanah untuk perumahan ——— 

Jl. Kemanggisan, Jakarta Barat 12.976,5 

Jumlah 1.518.472,5 


Status pengembangan Bintaro Jaya pada ketiga Zona tersebut dengan masing masing 
sektornya, dapat dilihat dalam daftar berikut: 


— = 
Pada tanggal 31 Desember 1993 
| Jumlah Luas (Ha) 
Lokasi Sektor Lokasi Desa | Dibebaskan| Dikembangkan Penjualan 
| | ks Bruto' | Netto? | Ha | Unit? 
Zone A | 
Bintaro I Bintaro 42,38 42,38 26,95 24,81 684 
Bintaro II Rengas 39,57 39,57 28,04 28,04 1.639 
Bintaro II DPR Pondok Ranji DPR 16,20 16,20 9,69 9,69 541 
Bintaro III Pondok Betung 39,83 39,83 25,28 23,25 811 
Bintaro INA Pondok Karya 21,16 21,16 12,70 12,24 564 
Bintaro IV Pondok Karya 1345 1345 8,08 787 664 
Bintaro V Jurang Mangu Timur 41,31 33,87 20,32 19,70 1.349 
Bintaro VI (Menteng) Pondok Ranji 1 48,38 617 463 463 198 
Bintaro VII (Cikini) Jurang Mangu Barat | 44,13 3142 | 1892 449 150 
Bintaro VIII (River Park) | Pondok Aren I 67,37 0,20 0,10 0,10 3 
Zone B 
Bintaro IX Pondok Pucung 158,81 48,33 | 25,00 2,19 145 
Sawah Baru 2049 0,00 0,00 000 | © 
Jombang 1,81 | 000 0,00 0,00 0 
Zone C | 
British School | Pondok Aren II | 35,36 12,86 12,86 12,86 | - 
| Parigi 219,39 000 | 0,00 0,00 0 
| pondok Kacang | 237 000) 000 | 000 0 
Total | 821,51 30544 | 192,57 149,87 6.748 


Catatan: 1. Luas bruto menunjukan jumlah area yang sudah dikembangkan pada sektor Zona masing masing di 
Bintaro Jaya, termasuk area untuk pembangunan fasilitas dan prasarana, 
2. Luas netto menunjukan area pengembangan rumah pemukiman, dan kaveling-kaveling yang akan dijual. 
3. Unit-unit terdiri dari rumah-rumah, ruko dan kaveling-kaveling 


Sektor I, IL III, INA, IV, V dan VI telah seluruhnya dikembangkan untuk perumahan, 
sedangkan tambahan pengembangan perumahan, termasuk penjualan kaveling- 
kaveling, dijadwalkan tahun 1994 untuk Sektor VII dan VIII. Perumahan di Sektor Il, 
IV dan V disediakan untuk kelompok berpendapatan menengah bawah (lower mid- 
dle) dan menengah (middle). Sebagian dari perumahan di Sektor I dan II telah 
dibangun untuk anggota-anggota DPR RI. Sektor-sektor lainnya dipersiapkan untuk 
kalangan pendapatan menengah (middle) dan menengah atas (upper middle), yang 
termasuk rumah mewah bertingkat. 


Zona A : Per 31 Desember 1993 kurang lebih 374 Ha tanah telah dibebaskan. 
Pengembangan Zona A pertama kali dimulai pada tahun 1980 dan hampir selesai. 
Zona A meliputi perumahan di Sektor I sampai VIII, dengan jumlah 6.641 unit 
perumahan yang telah dibangun hingga saat ini sampai dengan 31 Desember 1993 
dan telah terjual sebanyak 6.630 unit. Total luas tanah yang telah dikembangkan di 
Zona A kurang lebih seluas 244 Ha dari total 374 Ha tanah yang telah dibebaskan 
sampai dengan 31 Desember 1993. Dari luas tanah yang sudah dikembangkan, telah 
terjual 135 Ha. Tambahan proyek-proyek perumahan dijadwalkan akan akan diselesai 
tahun 1994 termasuk penjualan kaveling di Sektor VI, VII dan VIII. 


Pusat Bisnis: Pengembangan Pusat Bisnis belum dilakukan pada saat ini karena 


populasi di Bintaro Jaya belum cukup besar untuk menopang pengembangan tersebut. 
Namun Perseroan berharap bahwa pada 1996 hubungan Bintaro Jaya dengan luar 
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bertambah lancar dan jumlah penghuni akan bertambah sehingga cukup untuk 
menopang Pusat Bisnis ini. Perseroan menyadari bahwa penyelesaian jalan tol yang 
telah direncanakan akan membantu pertambahan jumlah populasi yang cukup untuk 
menopang Pusat Bisnis tersebut. Dengan demikian, penyelesaian jalan tol merupakan 
langkah pertama yang diperlukan untuk memulai pengembangan Pusat Bisnis tersebut, 


Pusat Bisnis di Bintaro Jaya direncanakan menempati kurang lebih 200 Ha tanah. 


Model Rumah 


Pusat Bisnis tersebut terdiri dari dua bangunan kantor masing-masing berlantai dua 
belas, kantor taman berlantai empat dan ruko-ruko, dua gedung kondominium, pusat 
“berbelanja, sebuah hotel dan prasarana penunjang lainnya, 


Jadwal pengembangan pada Pusat Bisnis pada zona A tahun 1996 - 1998 tersebut 
adalah sebagai berikut : 


Luas Total (meter persegi) 
Tahun Proyek Tanah Bangunan 
1996 Kantor Taman dan Ruko 17.000 20.000 
1997 Kantor Taman dan Ruko 17.000 20.000 
1997 Apartemen (2 Gedung @ 10 lantai) 23.000 50.000 
1998 Kantor Taman dan Ruko | 17.000 20.000 
1998 Gedung Perkantoran - 2 Gedung 25.000 50.000 
1998 Pusat Perbelanjaan (3 lantai) 145.000 125.000 
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Peta Pusat Bisnis 


Pusat pertokoan Bintaro Jaya yang dinamakan Plaza Bintaro Jaya merupakan pusat 
kegiatan dari Zona A. Bangunan berlantai tiga yang diselesaikan pada bulan Desember 
1993, mempunyai luas lantai yang dapat disewa kurang lebih 19.380 meter persegi. 
Lantai satu dan lantai dua luas lantai 16.130 meter persegi tingkat hunian 10076 
(seratus persen) sudah beroperasi penuh. Pada saat ini, terdapat 93 penyewa toko 
diantaranya termasuk perusahaan fast food Wendy's, Kentucky Fried Chicken, Baskin 
Robbins, Dunkin' Donat, toko buku, butik, salon dan apotik. Empat penyewa utama di 
Plaza Bintaro adalah Studio 21 Cineplex, Cahaya Department Store, Hero Supermar- 
ket, dan toko buku Gramedia. Umumnya kontrak sewa berlangsung selama lima 
sampai sepuluh tahun. Lantai tiga akan siap dioperasikan dalam bulan Juni 1994 . 


Prasarana di Zona A termasuk jalan, jembatan, sistim drainase, lampu jalan, jalur 
telepon, sambungan listrik dan sarana pengolah air. Disamping yang ada di Plaza 
Bintaro Jaya, tersedia pula fasilitas-fasilitas umum seperti ruko-ruko, toko-toko kecil, 
lapangan bermain dan fasilitas-fasilitas olah raga serta gereja dan mesjid, fasilitas 
kesehatan yang terdiri dari sebuah klinik dan tiga apotik. Pada saat ini juga telah 
beroperasi taman kanak-kanak dan sekolah dasar untuk penghuni Bintaro Jaya. 
Selain fasilitas tersebut akan dibangun sekolah menengah pertama dan sekolah 


menengah atas. 
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Sebagai tambahan pada fasilitas olah raga, sebuah bangunan serba guna serta lapangan 
mini golf sembilan lubang serta driving range telah disediakan untuk kebutuhan- 
kebutuhan rekreasi penduduk Bintaro Jaya. Fasilitas-fasilitas tersebut berada dekat 
dengan Sektor VII (Menteng). 


Sebuah Kantor Taman yang merupakan kompleks perkantoran telah dibangun dilokasi 
di Sektor I pada tahun 1985. Kantor Taman Bintaro tersebut terdiri dari tiga blok 
kantor dengan satu blok dimiliki dan ditempati oleh Perseroan. Dua blok kantor 
lainnya dimiliki dan ditempati oleh dua perusahaan Jaya Group lainnya yaitu PT Jaya 
Konstruksi dan PT Arkonin. Sebuah bangunan kantor berlantai dua (Kantor Proyek 
Bintaro) merupakan kantor Perseroan yang dipergunakan pada tahun ini. Sebagian 
bangunan ini disewakan kepada perusahaan affiliasi Perseroan, Jayabank. 


Plaza Bintaro Jaya 


Zona B : Per 31 Desember 1993 kurang lebih 191 Ha tanah telah dibebaskan. 
Pengembangan perumahan di Zona ini dimulai pertama kali di Sektor IX pada tahun 
1992. Total luas tanah yang dikembangkan untuk perumahan termasuk fasilitas- 
fasilitasnya adalah kurang lebih 48 Ha. Sektor IX terdiri dari 564 unit perumahan yang 
dibangun untuk kalangan yang berpenghasilan menengah (middle) dan menengah 
atas (upper middle) dimana telah terjual sebanyak 145 unit. 
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Pada Zona ini juga Perseroan bermaksud membangun kantor-kantor pemerintahan 
serta Indonesian International School yang diharapkan selesai pada tahun 1998. Sekolah 
ini akan merupakan sekolah yang mempunyai kurikulum campuran Internasional 
dan Indonesia. 


Model Rumah 


Zona C : Per tanggal 31 Desember 1993 kurang lebih 257 Ha tanah telah dibebaskan, 
namun pengembangan pemukiman belum dimulai. Pembangunan rumah dan 
penjualan kaveling-kaveling diharapkan dimulai pada tahun 1995. Diperkirakan 10.000 
rumah akan dibangun dan akan diselesaikan di tahun 2000 dimana 704 (tujuh puluh 
persen) merupakan rumah keluarga standar untuk kalangan berpenghasilan menengah 
bawah(lower middle) dan sisanya terdiri dari vila-vila dan rumah mewah bertingkat 
untuk kalangan berpenghasilan menengah (middle) dan menengah atas (upper middle). 


Pada 31 Desember 1993, satu-satunya pengembangan yang telah diselesaikan di Zona 
ini adalah British International School, yang berada diatas 13 Ha tanah, untuk memenuhi 
kebutuhan pendidikan para warga negara asing yang berdomisili di Indonesia (expa- 
triate) di Bintaro Jaya. Pada saat ini sedang dilakukan negosiasi lanjutan untuk 
membangun Japanese School di Bintaro Jaya. 


Perseroan bermaksud membebaskan lebih banyak tanah sesuai dengan yang ditetapkan 
ijin lokasi untuk berbagai proyek di Zona ini. Pengembangan dalam Zona ini 
diharapkan terus berlanjut sampai 2000. 
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Tahun 1993, gambaran luas kantor taman, luas kantor proyek yang siap untuk 
disewakan dan produksi rumah dengan luas tanah serta kavling siap bangun adalah 
sebagai berikut : 


Siap Untuk Disewakan Produksi rumah dan kaving siap bangun 
Tahun ( m Tahun (Ramah Dengan Luas Tanah Kavling Sap Bangun" 
Kantor Taman | Kantor Proyek | Total | Pertumbuhan aa | Gan aa Ta | Pertumbuhan | Total | Pertumbuhan 
nd wW | | Uni Unit Unit | Unt $ Unit $ 
w | ms w Ima | w 1 w g a w w y w 
m | ms ma |e | sg 1m PI s B w| w |w | a 
m o| ms ma | wes | ow m 65 5 E] w| um w | sa 
m | ms ma |s| ow m K] ” a w| aa 1% zu 
wi | ms ma jas] am w w w n us | wa |m ag 


4. Pemasaran 


Sasaran pembeli hunian Kota Satelit Baru Bintaro Jaya adalah mereka yang 
berpendapatan menengah bawah, menengah, dan menengah atas yang memiliki 
pekerjaan di Jakarta, namun menginginkan akomodasi yang jauh dari kebisingan dan 
polusi kota besar. Bintaro Jaya dan fasilitas-fasilitasnya telah dirancang dengan 
pertimbangan di atas dan Perseroan telah mengundang para pengusaha untuk tinggal 
di komplek Bintaro Jaya. 


Selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketentuan 1:3:6, Perseroan membagi kelompok 
pembelinya ke dalam tiga segmen. Untuk pasar menengah ke bawah, Perseroan 
membangun rumah-rumah standar dengan ukuran tanah mulai dari 84 - 180 meter 
persegi dan bangunan mulai dari 31 - 100 meter persegi. Untuk segmen kelas 
menengah, rumah-rumah standar dengan ukuran tanah mulai dari 180 - 300 meter 
persegi dan bangunan mulai dari 100 - 170 meter persegi. Perseroan memasarkan 
produk untuk segmen menengah atas dengan rumah-rumah standar yang memiliki 
tanah dan bangunan masing-masing seluas diatas 300 meter persegi dan di atas 170 
meter persegi. Perseroan juga menyediakan bidang-bidang tanah mulai dari luas 300 
- 600 meter persegi di mana pemiliknya dapat membangun rumah rancangan mereka 
sendiri, namun harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Perseroan. 


Agar dapat melayani para pembeli dengan lebih baik, Perseroan mengembangkan 
Bintaro Jaya dalam rangkaian sektor-sektor. Setiap sektor ditujukan untuk melayani 
segmen pasar tertentu. Sebagai contoh, Bintaro Sektor II dirancang untuk mendukung 
penduduk dari segmen menengah dan menengah ke bawah. 


Di samping pembeli tersebut di atas, pada beberapa kesempatan Perseroan juga telah 
mengadakan kerja sama dengan instansi dan institusi besar, seperti Dewan Perwakilan 
Rakyat serta perusahaan-perusahaan besar. Sebagai contoh, Perseroan menjual 
sejumlah rumah atau kaveling ke perusahaan-perusahaan minyak untuk digunakan 
sebagai perumahan karyawan mereka. 


Dalam kaitannya dengan usaha mempromosikan produknya, Perseroan selalu 
menampilkan reputasi dan pengalaman yang dimiliki. Perseroan yakin bahwa reputasi 
yang kokoh dari Jaya Group dan khususnya kepuasan pembeli adalah bentuk promosi 
yang paling efektif. 


Perseroan melakukan penjualan atas perumahan di Bintaro Jaya pada kantornya yang 
terletak di Taman Kantor Bintaro Jaya. Setelah memesan satu unit, setiap pembeli 
memiliki selambat-lambatnya tiga hari untuk membayar ongkos pesanan (booking fee) 
sedikit-dikitnya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga maksimum 
2,5% (dua koma lima persen) dari harga yang dibeli. Para pembeli kemudian dapat 
memilih untuk membayar secara tunai atau melalui kredit pemilikan rumah untuk 
melunasi jumlah yang tersisa. 


Untuk rumah yang belum selesai dibangun, maka pembeli tersebut harus melakukan 
pembayaran yang setara dengan harga tanah tersebut dalam waktu satu bulan, serta 
kemudian menyelesaikan transaksi pembelian tersebut dengan membayar secara 
angsuran selama periode paling lambat delapan bulan . Untuk rumah yang telah siap 
untuk ditempati dan bentuk pembayarannya bersifat tunai, maka pembeli harus 
melunasi dalam jangka waktu maksimum 60 hari . 


Untuk cara pembayaran melalui Kredit Pemilikan Rumah, maka pembeli tersebut 
harus memperoleh pinjaman bank dan menyerahkannya sebagai uang muka (down 
payment) dalam waktu satu bulan setelah pemesanan. Perseroan menerima uang muka 
tersebut dari pembeli dan bank. Pada waktu pelunasan, hak atas rumah tersebut 
dialihkan kepada pembeli. Jika rumah tersebut masih dalam pembangunan, maka 
bank akan menunda pembayaran hingga bangunan diselesaikan, namun uang muka 
dari pembeli tetap diterima oleh Perseroan. 


Untuk pembelian yang dibiayai oleh pinjaman bank, umumnya Perseroan diharuskan 
untuk memberikan jaminan kepada bank yang membiayai pembelian tersebut selama 
jangka waktu antara waktu penjualan dan waktu pengeluaran sertipikat atas nama 
pembeli, biasanya sekitar 6 hingga 12 bulan. Sifat dari jaminan tersebut bervariasi 
menurut ketentuan dari bank yang terlibat, namun pada dasarnya berbentuk obligasi 
pembelian kembali (buy back). Melalui jaminan pembelian kembali tersebut, jika 
pembeli gagal dalam kewajiban pembayaran kembali kepada bank selama tiga (3) 
bulan berturut-turut, maka bank tersebut dapat meminta kepada Perseroan untuk 
membeli kembali properti itu dengan harga yang berlaku di pasar. Meskipun Perseroan 
telah mengadakan jaminan semacam ini semenjak tahun 1984, namun hanya dua 
pembeli gagal dalam pembayaran dan Perseroan diminta untuk memenuhi kewajiban 
tersebut. Mengingat faktor historis dan jangka waktu yang terbatas untuk melaksanakan 
kewajiban di atas, Perseroan tidak membuat provisi untuk kemungkinan pertanggung 
jawaban dalam pernyataan-pernyataan finansialnya. Meskipun demikian, Perseroan 
telah bersepakat dengan PT Pembangunan Jaya agar PT Pembangunan Jaya mengambil 
alih tanggung jawab untuk semua pembayaran kembali yang tertunda dan setelah 
Penawaran Umum (Public Offering), Perseroan tidak akan melaksanakan usaha-usaha 
pembelian kembali. Perseroan percaya bahwa keputusan ini tidak akan memberikan 
pengaruh pada penjualan properti-properti pemukimannya. 
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Perseroan hanya mengakui penjualan unit-unit rumah bila pembeli dan/atau bank 
yang memberi pinjaman telah melunasi pembayaran atas bangunan yang dibeli. Mata 
uang yang digunakan dalam penjualan tanah-tanah pemukiman adalah Rupiah. 


Pada proyek-proyek pemukiman, Perseroan memberikan pelayanan purna jual dan 
jaminan terhadap cacat konstruksi untuk periode satu tahun setelah pengalihan 
properti tersebut kepada pemilik. Pelayanan-pelayanan lain mencakup koordinasi 
pengumpulan sampah serta limbah, dan pemeliharaan fasilitas umum serta fasilitas- 
fasilitas lain seperti jalan, taman, saluran air, kolam renang, lapangan tenis, air, listrik 
dan fasilitas telepon, serta penyediaan keamanan lingkungan. 


Perseroan dengan bantuan agen pemasaran yang bereputasi seperti Colliers Jardine, 
Procon Indah melakukan pemasaran atas bangunan-bangunan komersil. Pemasangan 
iklan pada media masa dan atribut-atribut promosi lainnya dilaksanakan oleh agen 
yang berpengalaman. Disamping itu dilakukan Direct Mail dan juga hubungan 
langsung dengan penyewa-penyewa potensial. Seleksi atas penyewa berdasarkan 
pada reputasi, produk dan kelas dari penyewa tersebut karena diyakini bahwa hal-hal 
tersebut itu akan menarik pengunjung untuk datang. Umumnya komposisi antara 
para penyewa utama (anchor tenant) dengan penyewa kecil adalah 50:50. Perjanjian 
sewa menyewa dilakukan selama 5 sampai 10 tahun dan ditetapkan dalam mata uang 
Dolar Amerika Serikat. Penyewa membayar sewa danservice charge kepada Perseroaan 
dengan sekaligus atau angsuran. Umumnya angsuran sewa dan service charge 
dilakukan setiap 3 bulan. 


Perseroan telah membuktikan komitmennya sebagai pionir pengembangan 
pemukiman yang terpelihara baik tata ruang dan ketertiban serta kebersihan 
lingkungan telah berturut-turut mendapatkan penghargaan sebagai berikut : 


- Juara I, Lomba Lingkungan se-DKI Jakarta Tahun 1985: 

- Juara I, Dalam Memasarkan Rumah Menengah se-DKI Jakarta Tahun 1986, 

- Juara I, Lomba Penghijauan Real Estate se-DKI Jakarta Tahun 1987, 

- Juara I, Lomba Taman se-DKI Tahun 1988, 

- Juara I, Lomba Penghijauan Permukiman Tingkat Nasional Tahun 1988, dan 

- Juara I, Kategori B Penghijauan and Konservasi Alam Nasional ke-33 Tahun 1993 


Berdasarkan reputasi tersebut, prospek pengembangan Bintaro Jaya makin terjamin. 


Tahun 1993, 857 unit permukiman dan 134 kaveling siap bangun telah terjual dengan 
hasil penjualan kurang lebih Rp. 103.353.000.000,00 (seratus tiga miliar tiga ratus lima 
puluh tiga juta rupiah). Daftar berikut menunjukkan data penjualan dari Bintaro Jaya: 


Yang Dipal 

Rumah Pertumbuhan | Kaveling Siap bangun | Pertumbuhan 

KL) 181 m2-300m2 || 30 mama Total Total 

Unit Rp Juni Jæ Rp Unit LH 4 Jum] Rp BL) 
a | naoa | 70 al 3l asses | 50 | emas) oo | 67) sosen oma 
o2 | mansa 20 | saasom) s | amiar | 78 | omnia | 36 |151| Ga 12537 
cd | sema 125 | 12356907121 | so | 12692540623 | ws | 60575533152 | 1002 | 83 8188957038) san 
ao | 259743309 | mapas | 9 | gagana | 65 | 62185375157 | ten |105 | Bema) 2651 
m | wema | masan o | maan | e | asas | 496 [aasma] 2762 


Daftar berikut menunjukan data properti-properti Perseroan yang disewakan : 


Tahun 


1989 
1990 
1991 
1992. 
1993 


Disewakan 
Kantor Taman Kantor Proyek Total Pertumbuhan 

md Bo TR | Rp 4 

mas | 19487978 | 000 o| ma | wo | 000 
7225 200,407,985 | 114,60 15432414 | 836,85 215,840,400 1587 
ms | waos | nao | 21871659 | 8685 | saa | 000 
ms | 2899960 | nao | 1o91 | B5 | manga | 000 
ms | manas | 15460 | mawan | 87685 | 195659794 | 478 
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5. Prospek Usaha 
Pengembangan Bintaro Jaya 


Bintaro Jaya yang terletak hanya 15 kilometer sebelah selatan Pusat Kota Jakarta, telah 
dikembangkan oleh Perseroan menjadi daerah pemukiman dengan fasilitas-fasilitas 
yang lengkap. Rencana Induk untuk Bintaro Jaya telah dibuat oleh Perseroan pada 
tahun 1985, dan kemudian disempurnakan dengan mengunakan jasa konsultan De- 
velopment Design Group dari Amerika Serikat pada tahun 1992. Rencana Induk 
tersebut mengusulkan pengembangan Bintaro Jaya menjadi tiga Zona (daerah). Setiap 
Zona merupakan satuan pengembangan yang dilayani oleh pusat kegiatan masing- 
masing. 


Peta Master Plan Bintaro Jaya 


Pusat Bisnis yang akan didirikan di Bintaro Jaya, diharapkan dapat memberikan 
kesempatan kepada pemukimnya untuk bekerja di daerah tersebut tanpa harus pergi 
ke Jakarta. Pengembangan Pusat Bisnis yang akan dimulai pada permulaan 1996 
dikaitkan dengan penyelesaian jalan tol antara Serpong, Bintaro ke Jakarta. Proyek 
jalan tol ini merupakan usaha patungan (joint venture) Perseroan dengan PT Bumi 
Serpong Damai dan PT Jasa Marga (Persero). Perseroan berharap bahwa pengembangan 
jalan tol dapat dimulai pada akhir semester 1994 dan diselesaikan pada akhir 1996. 
Dengan adanya jalan tol ini, Pusat Bisnis tersebut dapat dijangkau dari berbagai arah. 
Pada Rencana Induk ditentukan bahwa Pusat Bisnis tersebut akan dikembangkan 
setelah pembangunan jalan tol tersebut selesai dan pada waktu Perseroan menilai 
bahwa populasi penghuni Bintaro Jaya telah cukup besar untuk menopang 
pembangunan tersebut. 


Pada Rencana Induk yang ada sekarang, Bintaro Jaya diharapkan akan selesai dalam 
waktu 10 sampai 15 tahun berikut. Namun Perseroan tetap meneruskan usaha-usaha 
dalam memperluas Bintaro Jaya yang nantinya akan menambah jangka waktu 
pengembangan tersebut 


Rencana Induk juga membagi setiap Zona menjadi sejumlah sektor yang akan membuat 
pengembangan Bintaro Jaya berjalan secara sistematis, Peta berikut menunjukan 
lokasi-lokasi setiap Zona yaitu Zona A, Zona B dan Zona C, serta sektornya masing- 
masing. 


Jakarta 
2 “Gara 


Jakarta 
Pusat 


Jakarta 
Selatan 


Peta Bintaro Jaya 


Jalan Tol: Perseroan bersama PT Bumi Serpong Damai telah mendirikan sebuah 
perusahaan patungan yang bernama PT Bintaro Serpong Damai, yang pada saat ini 
sedang dalam tahap pendirian untuk membangun dan mengoperasikan 13 km jalan 
tol yang menghubungkan Bintaro Jaya dan Jakarta. Jalan tol yang akan dinamakan 
Jalan Tol Jakarta-Serpong dimaksudkan untuk menghubungkan daerah Pusat Bisnis 
dengan Outer Ring Road dari Jakarta. Jalan tol tersebut diharapkan akan mengurangi 
jarak tempuh dari Bintaro Jaya ke Jakarta sekitar dua puluh menit. Perseroan 
merencanakan penyelesaian jalan tol ini pada akhir tahun 1996. 


Disamping memenuhi ketentuan-ketentuan pendirian perusahaan patungan, pihak- 
pihak yang berpatungan juga harus menegosiasikan susunan konsesi jalan tol dengan 
Departemen Pekerjaan Umum. Meskipun nantinya jalan tol tersebut akan menjadi 
milik pemerintah Indonesia, namun PT Bintaro Serpong Damai akan diberikan izin 
konsesi jangka panjang (yang saat ini masih dalam proses negosiasi) untuk 
mengoperasikan jalan tol tersebut dan mendapatkan penghasilan dari pengendara 
yang menggunakan jalan tol. Setelah masa konsesi berakhir, jalan tol tersebut akan 
dikembalikan kepada Pemerintah. 


EA TIIN 
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Kebutuhan pembiayaan pembangunan jalan tol diperoleh dari berbagai sumber dana 
seperti dari pihak-pihak yang turut berpatungan dan dari pinjaman-pinjaman bank. 
Perseroan memperkirakan bahwa kontribusi modalnya pada PT Bintaro Serpong 
Damai tersebut tidak akan melebihi Rp 24 miliar yang pembayarannya berasal dari 
dana sendiri. 


Dalam penyelesaian ketentuan-ketentuan persiapan proyek tersebut, Pacific Consult- 
ants International of Japan telah ditunjuk sebagai konsultan perancang untuk 
perusahaan patungan tersebut. 


SEKTORS 


SEKTOR 7 PLAZA BINTARO JAYA 
SEKTOR 8 SEKTOR 3A 


SEKTOR 6 SEKTOR 4 


SEKTOR 3 


SEKTOR 1 


SEKTOR 9 


A 
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Peta Jalan Tol 


Perseroan menggunakan cadangan tanahnya dengan cara yang efisien dengan 
menyesuaikan bentuk pengembangan rumah dan harga tanah yang dibebaskan. Oleh 
sebab itu, meskipun Perseroan masih memiliki cadangan tanah, namun Perseroan 
akan terus menambah persediaan tanahnya. Dalam proses pembebasan tanah 
Perseroan memperhitungkan biaya tanah, lokasi dan harga jual yang diharapkan dari 
setiap pembangunan perumahan maupun biaya fasilitas-fasilitas yang diberikan. 


Tanah-tanah dibebaskan oleh Perseroan melalui negosiasi dengan pemilik atau melalui 
para perantara. Jika melalui para perantara, maka perantara tersebut menanggung 
segala akibat yang mungkin timbul atas tanah yang dijual kepada Perseroan. 


Perseroan berusaha mempertahankan cadangan tanahnya dengan ketat sehingga 
Perseroan tetap memiliki persediaan tanah yang cukup untuk rencana pembangunan 
yang telah diusulkan untuk jangka waktu paling tidak tujuh tahun. Kebijakan 
Perseroan sekarang ini adalah untuk membebaskan sekitar 200 Ha tanah setiap tahun 
dengan penggunaan sekitar 65 Ha (merupakan luas bruto yang dikembangkan 


termasuk prasarana dan fasilitas-fasilitas lain). 


Sampai dengan saat ini, Perseroan telah memperoleh surat surat ijin lokasi (SK Ijin 


Lokasi) sebagai berikut : 


DAFTAR SURAT KEPUTUSAN IJIN LOKASI YANG DIPEROLEH PERSEROAN 


No. Surat Keputusan Ijin Lokasi Luas Lokasi Lokasi Desa 
(Ha) 
1) 482/A1/2/73 Pondok Ranji (Rengas) 
100 Rempoa 
1767/A/k/BKD/79 Bintaro (DKI Jakarta) 
2) 413.21/SK.529 BKPMD/84 50 Pondok Betung 
3) 593/SK.554 -BKPMD/84 371 Pondok Karya 
Jurang Mangu Timur 
Jurang Mangu Barat 
Pondok Aren 
Pondok Ranji 
Pondok Pucung 
4) 460.05.5K.054.P. 700 Pondok Pucung 
Parigi Lama 
Parigi Baru 
5) 593.82/SK.882-BPN /94 500 Sawah Baru 
Jombang 
Pondok Kacang Timur 
Total Luas Tanah 1721 


Per tanggal 31 Desember 1993, posisi Perseroan dalam melakukan pembebasan tanah di 
Bintaro Jaya adalah sebagai berikut : 
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DAFTAR TANAH YANG SUDAH DIBEBASKAN PERSEROAN 


Lokasi Desa Lokasi Sektor Luas Pembebasan 
(Ha) (Ha) 

1) Rengas (d/h Pondok Ranji) Bintaro Il dan 

Bintaro II DPR 55,77 
2) Bintaro (DKI Jakarta) Bintaro I 42,38 
3) Pondok Betung Bintaro III 39,83 
4) Pondok Karya Bintaro NI A 

Bintaro IV 34,61 
5) Jurang Mangu Timur Bintaro V 4131 
6) Jurang Mangu Barat Bintaro VII (Cikini) 4413 
7) Pondok Aren Bintaro VII (River Park) 

British International School 102,73 
8) Pondok Ranji I dan Pondok Ranji Il Bintaro VI (Menteng) 48,38 
9) Pondok Pucung Bintaro IX 158,81 
10) Parigi 213,39 
11) Sawah Baru 2049 
12) Jombang 11,31 
13) Pondok Kacang 2,37 

Total o 821,51 


Dari luas tanah yang dibebaskan sesuai tabel diatas 559,85 Ha merupakan persedian 
tanah Perseroan yang dapat dirinci sebagai berikut : 


Luas Tanah 
(Ha) 

Bintaro Jaya 

Tanah mentah 516,07 

Tanah kaveling, tanah yang rumahnya dalam 

penyelesaian, dan tanah yang rumahnya siap huni 42,70 

558,77 

Jalan Kemanggisan, Jakarta 

Tanah kaveling 1,08 
Total persediaan tanah 559,85 


Perubahan-perubahan dalam Persediaan Tanah 


Tahun Persedian Tanah Penambahan Penjualan Persedian Tanah 
Pada Awal Tahun (Ha) (Ha) (Ha) Pada Akhir Tahun (Ha) 

1989 32,74 29,21 (25,46) 328,49 

1990 328,49 105,23 (28,23) 405,49 

1991 405,49 58,81 (40,59) 423,71 

1992 423,71 116,94 (49,74) 490,91 

1993 490,91 135,04 (66,10) 559,85 


Per tanggal 31 Desember 1993, PT Artanila Permai telah menilai persediaan tanah 
Perseroan sebesar Rp. 1,32 triliun (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar rupiah). 


6. Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 


Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kegiatan pembangunan serta pengembangan 
pemukiman yang dilakukan oleh Perseroan perlu dilengkapi dengan AMDAL. Proses 
AMDAL terdiri dari tahap penyusunan Kerangka Acuan dan tahap penyusunan 
analisis dampak lingkungan (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan 
rencana pemantauan lingkungan (RPL). 


Sehubungan dengan itu, Perseroan telah menunjuk PT Widya Cipta Buana untuk 
menyiapkan, menyusun dan menyelesaikan studi AMDAL Perseroan. Kerangka 
Acuan telah diajukan kepada tim teknis Komisi AMDAL Daerah (pada tanggal 5 Mei 
1994) dan saat ini studi ANDAL sedang dalam proses penyelesaian. 


Perseroan telah mempromosikan Bintaro Jaya sebagai daerah pemukiman yang 
mengutamakan kualitas hidup yang tinggi bagi para pemukimnya. Oleh karena itu, 
Perseroan selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan yang asri dan menyenangkan 
yang jauh dari kebisingan dan polusi. 


Selain giat menggalakkan budaya “hijau”, Perseroan juga berusaha untuk 
melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Untuk mencapai 
hal tersebut, diciptakan lingkungan yang baik bagi setiap rumah sehingga akan 
meningkatkan cita rasa estetis Bintaro Jaya. Filosofi yang mendasari proyek tersebut 
berpusat pada konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. 


Perseroan merasa berhasil dalam memberikan kepuasan kepada para pembelinya 
dengan tersedianya pengelolaan sarana pemukiman yang pokok. Disamping 
penyediaan tenaga keamanan, jalan, trotoar, serta pelayanan pemeliharaan taman, 
Perseroan juga mengatur pembuangan berbagai limbah seperti berikut ini: 


* Limbah Padat & Pembuangan Sampah : Perseroan mengkoordinasikan pengumpulan 
sampah bagi para pemukimnya. Hal ini dilaksanakan melalui pelayanan 
pembuangan sampah harian yang mengumpulkan sampah di pusat-pusat 
pembuangan sampah untuk dibuang ditempat pembuangan sampah resmi. Untuk 
sampah organik diadakan daur ulang untuk dijadikan kompos. 


* Pengelolaan Air Limbah : Perseroan telah membangun sistem drainase yang terlindung 
untuk pembuangan air limbah. 


* Pembuangan limbah: Perseroan telah mengikuti ketentuan Pemerintah yang 
menetapkan bahwa setiap rumah yang dibangun, harus memiliki septik tank 
sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga. Perseroan memberikan 
pelayanan bagi pembuangannya 
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X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 


Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991. 


Angka-angka keuangan tersebut dikutip dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan 
Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Prasetio, Utomo & 
Rekan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 
(lihat BAB XVII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan 
Perseroan). 


(dalam jutaan rupiah) 


31 Desember 


NERACA 1993 1992 1991 
AKTIVA 
Aktiva Lancar 79.736 50.902 
Tanah untuk Pengembangan 129.015 87.843 
Penyertaan Saham - 93.638 
Aktiva Tetap - Bersih 129.024 1.985 
Aktiva Sewa Guna Usaha - Bersih 486 - 
Aktiva Lain-lain 22.239 13 

| Jumlah Aktiva i 360.500 234.381 | 203294 
KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI 
Kewajiban Lancar 151.274 101.366 102.222 
Hutang Jangka Panjang 268 - 5,000 
Pendapatan Sewa Ditangguhkan 6.569 259 - 
Jumlah Kewajiban 158.111 101.625 107.222 
Modal Sendiri 202.389 132.756 96.072 

karan ak EA a NGA laga ni a 

Jumlah Kewajiban dan Modal Sendiri 360.500 234.381 203.294 
PERHITUNGAN RUGI LABA (dalam jutaan rupiah) 


1 Januari sampai dengan 31 Desember 


1993 1992 1991 
Penjualan dan Pendapatan Sewa 103.685 116.491 69.106 
Laba Kotor 57.963 45.329 33.955 
Laba Usaha 46.925 35.202 29.004 
Laba Bersih 29.295 25.568 9.913 
Laba Usaha per Saham (dalam rupiah penuh) * 450 634 8.141 
Laba Bersih per Saham (dalam rupiah penuh) * 281 461 2.782 


Pada tanggal 26 Nopember 1993, Perseroan meningkatkan setoran modal sebesar 
Rp 100.000.000.000 sehingga modal disetor seharusnya menjadi Rp 200.000.000.000, 
demikian juga pada tanggal 23 September 1991 dilakukan peningkatan sebesar 
Rp 59.038.000.000 sehingga modal disetor seharusnya menjadi Rp 70.000.000.000. 


Sesuai dengan status modal dasar yang telah disahkan oleh menteri Kehakiman pada 
tanggal neraca, modal disetor yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 1993 dan 1991 
masing-masing adalah sebesar Rp 150.000.000.000 dan Rp 10.962.000.000 sehingga 
selisihnya sebesar Rp 50.000.000 .000 dan Rp 59.038.000.000 dilaporkan sebagai "Modal 
Disetor Lainnya ". 


Seandainya modal dasar Perseroan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal- 
tanggal tersebut sehingga modal disetor dilaporkan masing-masing sebesar 
Rp 200.000.000.000 dan Rp 70.000.000.000, maka proforma laba usaha dan laba bersih per 
saham pada tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 adalah sebagai berikut : 


Keterangan 31 Desember 
| o IN 1993 1992 191 
Laba Usaha per Saham (Rp) 433 414 1.583 
Laba Bersih per Saham (Rp) 270 301 541 
RASIO-RASIO PENTING 
31 Desember 
RASIO PERTUMBUHAN - 
E 1993 1992 1991 
Penjualan dan Pendapatan Sewa (10,99% ) 68,56% 47,70% 
Laba Usaha 33,30% 21,38% 55,11% 
Laba Bersih 14,58% 158,00% 33,99% 
Jumlah Aktiva 53,81% 15,29% 115,18% 
Modal Sendiri 5245% 38,18% 380,31% 
31 Desember 
RASIO USAHA - AI 
1993 1992 1991 
Laba Kotor Terhadap Penjualan Bersih 55,90% 38,91% 49,13% 
Laba Usaha Terhadap Penjualan Bersih 45,26% 30,22% 41,97% 
Laba Usaha Terhadap Modal Sendiri 23,19% 26,52% 30,19% 
Laba Usaha Terhadap Jumlah Aktiva 13,02% 15,02% 14,27% 
Laba Bersih Terhadap Penjualan Bersih 28,25% 21,95% 14,34% 
Laba Bersih Terhadap Modal Sendiri 14,47% 19,26% 10,32% 
Laba Bersih Terhadap Jumlah Aktiva 8,13% 10,91% 4,87% 
31 Desember 
RASIO KEUANGAN — i 
1993 1992 1991 
Aktiva Lancar Terhadap Kewajiban Lancar 52,71% 50,22% 53,31% 
Jumlah Kewajiban Terhadap Modal Sendiri 78,12% 76,55% 111,61% 
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva 43,86% 43,36% 52,74% 


"Laba Usaha dan Laba Bersih per saham dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang berdasarkan 
jumlah saham yang beredar pada masing-masing periode. 


KI. MODAL SENDIRI 


Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan posisi modal sendiri untuk tahun-tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 desember 1993, 1992 dan 1991 yang dikutip dari Laporan 
Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Prasetio, 
Utomo & Rekan (Lihat Bab KVII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan 
Keuangan Perseroan) : 


(dalam jutaan rupiah) 


Neraca | 31 Desember 
= 1993 B 1992 å 1991 
Modal Dasar | 150000 | 150000 | 10962 
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh 150.000 100.000 10.962 
Modal Disetor Lainnya 50.000 4 59.038 
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap 163 163 163 
Laba Ditahan 2.226 32.593 25.909 
Jumlah Modal Sendiri 202.389 132.756 96.072 


Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham mengenai Perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan tanggal 26 November 1993 yang dinyatakan dalam akta 
Notaris Sutjipto SH, No. 109 pada tanggal yang sama dan telah disahkan oleh Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1609.HT.01.04 Th.94 
tanggal 1 Pebruari 1994, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk : 


1. Meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari Rp 150.000.000.000 yang terbagi dalam 
150.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham menjadi Rp 250.000.000.000 
yang terbagi dalam 250.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. 


2. Meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan dari 
Rp 100.000.000.000 menjadi Rp 200.000.000.000 yang terbagi atas 200.000.000 saham, 
nominal Rp 1.000 per saham. 


Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor penuh tersebut berasal dari setoran tunai 
dari pemegang saham Perseroan dan kapitalisasi laba ditahan masing-masing sebesar 
Rp 53.000.000.000 dan Rp 47.000.000.000. Berhubung perubahan Anggaran Dasar 
Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Sutjipto SH, No.109 tersebut 
belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sampai dengan 
tanggal 31 Desember 1993, maka Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dilaporkan 
sebesar Rp 150.000.000.000 dan sisanya sebesar Rp 50.000.000.000 dilaporkan sebagai 
Modal Disetor Lainnya. 


Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal4 Pebruari 1994 yang diaktakan 
oleh Notaris Sutjipto, SH dalam akta No. 40 pada tanggal yang sama, pemegang saham 
menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perseroan kepada masyarakat 
melalui Pasar Modal. Dalam rangka Penawaran Umum Saham tersebut, Perseroan telah 
melakukan perubahan Anggaran Dasar agar sesuai dengan ketentuan BAPEPAM 
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sebagaimana dinyatakan dalam akta Notaris Sutjipto SH No. 42 tanggal 4 Pebruari 
1994. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam 


Surat Keputusan No. C2-7238.HT.01.04.Th.94 tanggal 6 Mei 1994 


Pada tanggal 16 Pebruari 1994 dengan surat No. 0171/RE/DIR/11/94, Perseroan telah 
mengajukan Surat Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM untuk melakukan 
penawaran umum sebanyak 35.000.000 saham, nominal Rp 1.000,00 per saham dengan 


harga penawaran Rp 5.200,00 per saham. 


Seandainya perubahan struktur permodalan karena adanya Penawaran Umum Saham 
Perseroan kepada masyarakat tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 1993 maka 


proforma modal sendiri Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut : 


(dalam jutaan rupiah) 


Uraian 


Posisi Modal Sendiri menurut laporan 
keuangan tanggal 31 Desember 1993 


Perubahan Modal Sendiri setelah tanggal 
31 Desember 1993, jika diasumsikan 
terjadi pada tanggal tersebut : 


-Reklasifikasi dari perkiraan Modal 
Disetor Lainnya ke Modal Sendiri 
setelah peningkatan Modal Dasar 
dari Rp 150 miliar menjadi Rp 250 
miliar disahkan oleh Menteri Kehakiman 
pada tanggal 1 Pebruari 1994 
Proforma Modal Sendiri per 31 Desember 
1993 setelah reklasifikasi Modal 
Disetor Lainnya ke Modal Disetor 
-Penawaran Umum saham kepada 
masyarakat sebanyak 35.000.000 saham, 
nominal Rp 1.000 dengan harga penawaran 
Rp 520000 per saham 
Proforma Modal Sendiri pada tanggal 
31 Desember 1998 setelah reklasifikasi 
Modal Disetor Lainnya ke Modal Disetor 
dan Penawaran Umum saham kepada 
masyarakat 


Modal 
Saham 
Disetor 


150.000 


50.000 


200.000 


235.000 


| Modal 
Disetor 
Lainnya 


50.000 


(50.000) 


147.000 


147.000 


Selisih Penilaian 
Kembali Aktiva 
Tetap 


163 


163 


Laba 
Ditahan 


2226 


2226 


2226 


Jumlah 
Modal 
Sendiri 


202.389 


202,389 


182.000 


384.389 


XII. KEBIJAKAN DIVIDEN 


Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama 
dan sederajat dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen. 


Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali 
dalam setahun. Besarnya dividen akan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada 
tahun buku yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan 
Perseroan. 


Tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum para Pemegang Saham Perseroan untuk 
memutuskan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar 
Perseroan. Mulai tahun buku 1994 dan seterusnya Direksi Perseroan bermaksud 
merencanakan pembayaran dividen tunai sebagai berikut : 


Laba Bersih Setelah Pajak Dividen Tunai Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak 
- kurang dari Rp. 100 miliar 25% - 30% 
- Rp. 100 miliar atau lebih 31% - 35% 
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XIII. PERPAJAKAN 


Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai 
dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia No. 566/ KMK.04/1991 tanggal 19 Juni 1991 tentang “Bidang-bidang 
Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang 
Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan”, maka penghasilan Dana 
Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai 
Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh 
dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di 
Indonesia. 


Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1991 tanggal 31 Desember 1991, mengenai 
Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerimaan 
dividen atau bagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas Dalam Negeri, 
Koperasi atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah tidak termasuk sebagai Obyek 
Pajak Penghasilan. 


XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK 


1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek 

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam akta 
Perjanjian Penjaminan Emisi No. 120, tertanggal 23 Mei 1994, dan Perubahan Perjanjian 
Penjaminan Enisi dalam akta No. 207, tertanggal 31 Mei 1994, keduanya dibuat 
dihadapan Sutjipto, SH, notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi yang namanya 
tercantum di bawah ini, secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan 
menjual Saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing- 
masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikat diri untuk membeli 
dengan harga perdana sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan 
Masa Penawaran. i 


Selain perjanjian tersebut, tidak ada perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan 
dengan Penjamin Emisi sebagaimana diungkapkan dalam akta Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek tersebut. 

Penjamin Pelaksana Emisi 


PT WI CARR INDONESIA 


Penjamin Emisi 


PT Asjaya Indosurya Securities PT Indovest Securities PT BT Prima Securities Indonesia 
PT Astra Securities PT Daiwa Indonesia Securities PT Arya Prada Sekuritas 
PT Bhakti Investama PT Buanamas Investindo PT Merincorp Securities Indonesia 
PT OCBC Sikap Securities PT Nusamas Panin PT Transpacific Securindo 
PT Inter-Pacific Securities PT Lippo Securities PT BDNI Securities 


PT PDFCI Securities 


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/ 
1990 tanggal 4 Desember 1990 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 tanggal30 Nopember 1991, yang dimaksud dengan 
Pihak Terafiliasi adalah sebagai berikut : 


1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik 
secara horisontal maupun vertikal; 


2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak 
tersebut; 


3. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang langsung atau tidak langsung 
mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan 


tersebut; atau 


4. Hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham Utama. 
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2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Penawaran Perdana 


Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran Saham Pada Penawaran Perdana, 
pada tabel di bawah ini disajikan data-data pendukung untuk tahun 1993 dan proyeksi 
tahun 1994. 


Keterangan Tahun 
1993 1994 
Jumlah Saham Sebelum Penawaran Umum (Saham) 200.000.000 " 
Saham yang Ditawarkan kepada Masyarakat (Saham) - 35.000.000 
Jumlah Saham Setelah Penawaran Umum (Saham) - 235.000.000 
Jumlah Saham Rata-rata Tertimbang (Saham)* 104.166.667 214.791.667 
Proyeksi Laba Bersih per saham 281,24 443,88 
Harga Penawaran Saham Pada Penawaran Perdana - 5.200 
Price Earning Ratio = 11.71 


* Jumlah saham rata-rata tertimbang untuk tahun 1994, dihitung berdasarkan peningkatan modal sebagai berikut : 


Periode satu bulan di tahun 1994 jumlah saham Perseroan 150.000.000 saham 
Periode empat setengah bulan di tahun 1994 jumlah saham Perseroan 200.000.000 saham 
Periode enam setengah bulan di tahun 1994 jumlah saham Perseroan 235.000.000 saham 


Keterangan singkat mengenai proyeksi 1994 


Kinerja keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
1993 dan proyeksi 1994 telah dihitung dan disesuaikan berdasarkan Prinsip Akuntansi 
Indonesia yang diterapkan Perseroan secara konsisten. Proyeksi Laba Bersih untuk 
tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 1994 adalah Rp 95,34 miliar (sembilan puluh 
lima koma tiga puluh empat miliar rupiah) atau meningkat sebesar 2254 dari Laba 
Bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 1993 sebesar Rp 29,30 miliar (dua 
puluh sembilan koma tiga puluh miliar rupiah) yang disebabkan oleh beberapa faktor 
penting, antara lain : 


a. Adanya peningkatan yang akan didapat dari hasil sewa dan service charge sebesar 
Rp 23 miliar di tahun 1994 dibanding dengan tahun 1993 karena akuisisi Pusat 
Perbelanjaan Senen IV dan V dan Slipi Jaya Plaza dan dibukanya Plaza Bintaro Jaya. 


b. Peningkatan penjualan rumah dan kaveling dari 991 unit di tahun 1993 menjadi lebih 
dari 1.700 unit di tahun 1994. Peningkatan ini bisa tercapai karena Perseroan memiliki 
824 unit pesanan yang belum terpenuhi di tahun 1993, dan pada triwulan pertama 
tahun 1994 Perseroan telah menerima pesanan sebanyak 296 unit. Dengan adanya unit 
pesanan yang belum terpenuhi dari tahun 1993 dan pemesanan baru, jumlah pemesanan 
telah mencapai 1.120 unit atau lebih dari 65% dari proyeksi penjualan untuk tahun 
1994. 


c. Kenaikan harga rata-rata sebesar 35% untuk tanah dan bangunan. 
d. Penurunan beban bunga karena pembayaran hutang dari dana intern. 


e. Kenaikan pendapatan bunga. 
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Penjamin Pelaksana Emisi telah melakukan due diligence sehubungan dengan proyeksi 
yang disajikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi dimana Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya. Selama due diligence dilakukan, Penjamin 
Pelaksana Emisi mendiskusikan bersama-sama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
mengenai proyeksi dan dasar-dasar serta asumsi-asumsi yang telah disusun oleh Direksi 
dan Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan due diligence yang telah dilakukan, Penjamin 
Pelaksana Emisi berpendapat bahwa proyeksi tersebut telah disusun dengan wajar dan 
penuh ketelitian sehingga proyeksi akan dapat dicapai. 


3. Pertumbuhan Penjualan, Laba Bersih dan Laba Per Saham 


Penjualan, laba bersih, dan laba per saham pada tahun 1993 adalah sebesar kurang 
lebih Rp 103,68 miliar, Rp 29,30 miliar dan Rp 281 sedangkan ditahun 1994 
diproyeksikan sebesar kurang lebih Rp 271,52 miliar, Rp 95,34 miliar dan Rp 444. 
Peningkatan penjualan, laba bersih dan laba per saham yang diproyeksikan ditahun 
1994 disebabkan oleh beberapa faktor penting antara lain : 


a. Peningkatan yang akan didapat dari hasil sewa dan service charge sebesar Rp 23 
miliar ditahun 1994 dibandingkan dengan tahun 1993 karena akuisisi Pusat 
Perbelanjaan Senen IV, Senen V, Slipi Jaya dan dibukanya Plaza Bintaro Jaya. 


b. Peningkatan penjualan rumah dan kaveling dari 991 unit ditahun 1993 menjadi 
lebih dari 1.700 ditahun 1994 yang disebabkan jumlah pesanan yang belum bisa 
dipenuhi ditahun 1993 sebesar 824 unit dan adanya tambahan penasanan di 
triwulan pertama tahun 1994 sebanyak 296 unit. Sehingga jumlah pesanan yang 
ada mencapai 1.120 unit atau lebih dari 65% dari proyeksi penjualan untuk tahun 
1994. 


c. Kenaikan harga rata-rata sebesar 35% untuk tanah dan bangunan. 

d. Penurunan beban bunga karena pembayaran hutang dari dana intern. 

e. Kenaikan pendapatan bunga. 

Berdasarkan due diligence yang telah kami lakukan, dimana kami bertanggung jawab 
untuk melakukan penilaian terhadap kewajaran asumsi-asumsi yang mendasari 


proyeksi tersebut, kami berpendapat bahwa proyeksi tersebut telah disusun dengan 
wajar dan penuh ketelitian serta akan dapat dicapai. 


XV. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 


Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum 
ini adalah sebagai berikut: 


Akuntan Publik 8 Prasetio, Utomo & Rekan 
Chase Plaza Lantai 8 & 11 
Jalan Jendral Sudirman Kav. 21 
Jakarta 12920 


Notaris : Sutjipto, SH 
Jalan Cikini Raya 91 G 
Jakarta Pusat 


Konsultan Hukum $ Mochtar, Karuwin dan Komar 
Wisma Metropolitan II Lantai 14 
Jalan Jendral Sudirman Kav. 31 
Jakarta 12920 


Perusahaan Penilai $ PT Artanila Permai 
Exchange House Lantai 5 
Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan 
Jakarta 12950 


XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 


Mochtar, Karuwin & Komar 


Jakarta, 31 Mei 1994 


Kepada 

Yang Terhormat PT W.I. CARR INDONESIA 
Niaga Tower, Lantai 20 

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 
Jakarta Selatan 12190 


Perihal: Pendapat dari Segi Hukum (Legal Opinion) mengenai 
P.T. Jaya Real Property 


Dengan hormat, 


PT Jaya Real Property (selanjutnya disebut "Emiten") bermaksud 
menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat sejumlah 
35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan 
harga nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tiap-tiap saham 
(selanjutnya disebut "Saham-saham") untuk selanjutnya 
dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Penawaran umum ini 
dijamin oleh PT W.I. Carr Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana 
Emisi Efek dan perseroan-perseroan terbatas di bawah ini 
sebagai para Penjamin Fmisi Efek: 


- PT Astra Securities 

= PT Asjaya Indosurya Securities 
- PT Bhakti Investama 

- PT OCBC Sikap Securities 

- PT Inter-Pacific Securities 

- PT Indovest Securities 

- PT Daiwa Indonesia Securities 
= PT Buanamas Investindo 

- PT Lippo Securities 

- PT PDFCI Securities 

- PT Nusamas Panin 

= PT Arya Prada Sekuritas 

- PT Merincorp Securindo 

- PT Transpacific Securindo 

- PT BT Prima Securities Indonesia 
- PT BDNI Securities 


Wisma Metropolitan II, 14th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920, Indonesia 
P.O. Box 2844 Jakarta 10001, Telephone 5711130 
Telek : 65611 KARWIN IA, Cable : KARUWIN JAKARTA, Fax : 5711162, 5701686 
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Dalam rangka penawaran Saham-saham ini Emiten, Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek tersebut di 
atas, telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi dalam 
Akta No. 120, tertanggal 23 Mei 1994, dan Perubahan Perjanjian 
Penjaminan Emisi dalam Akta No. 207, tertanggal 31 Mei 1994, 
keduanya dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta 
(selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi"). 


Atas permintaan Emiten dengan suratnya tertanggal 

25 Oktober 1993, kami, Kantor Konsultan Hukum 

Mochtar, Karuwin & Komar dengan alamat kantor di Wisma 
Metropolitan Il, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, 
Jakarta 12920, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar 
Profesi Penunjang Pasar Modal No. 22/STTD-KH/PM/1993, 
tertanggal 18 Pebruari 1993, atas nama 

Dr. D. Sidik Suraputra, S.H. dalam hal ini bertindak selaku 
Konsultan Hukum Emiten, bersama ini menyampaikan pendapat dari 
segi hukum mengenai Emiten. 


Untuk mengeluarkan pendapat dari segi hukum ini kami telah 
memeriksa dokumen-dokumen dan mendapatkan 
keterangan-keterangan tertulis maupun lisan yang disampaikan 
oleh Emiten, yang dilampirkan pada laporan pemeriksaan dari 
segi hukum ("Legal Audit") kami tertanggal 20 Mei 1994 kepada 
Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"). Salinan dan fotocopy 
akta-akta, perjanjian-perjanjian, ijin-ijin dan 
dokumen-dokumen lain yang disampaikan Emiten pada kami adalah 
sesuai dengan aslinya, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan 
tertulis Direksi Emiten, tertanggal 14 Pebruari 1994, 


Dalam melakukan pemeriksaan, kami berasumsi bahwa semua tanda 
tangan, dokumen, akta dan pernyataan yang diberikan dan 
diperlihatkan kepada kami sebagai asli adalah benar-benar sah, 
dan salinan-salinan maupun fotocopy-fotocopy adalah sesuai 
dengan aslinya, dan kami tidak melihat adanya petunjuk bahwa 
asumsi ini adalah tidak benar. 


Mengenai hal-hal faktual yang mempengaruhi pendapat kami di 
bawah ini, kami telah mendasarkan pada pernyataan dan 

jaminan- jaminan yang diberikan dalam Perjanjian Penjaminan 
Emisi dan Prospektus, dan pernyataan-pernyataan lain baik yang 
dibuat oleh Emiten maupun pihak-pihak lainnya. 


Berdasarkan pemeriksaaan dan penelitian terhadap 
dokumen-dokumen, surat-surat dan keterangan-keterangan 
tertulis maupun lisan tersebut, kami menyampaikan pendapat 
dari segi hukum sebagai berikut : 


1. Emiten adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan 
terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan 
perundang-perundangan yang berlaku, antara lain, 


Undang-Undang No. 6 tahun 1968, tentang Penanaman Modal 
Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
No. 12 tahun 1970, dan berkedudukan hukum di Jakarta. 
Anggaran dasar Emiten serta perubahan-perubahannya 
diumumkan dalam : 


a. Tambahan No. 148, Berita Negara Republik Indonesia 
No. 23, tertanggal 18 Maret 1980; 

b. Tambahan No. 840, Berita Negara Republik Indonesia 
No. 67, tertanggal 21 Agustus 1984; 


LN Tambahan No. 4718, Berita Negara Republik Indonesia 
No. 77, tertanggal 25 September 1992; 
d. Akta No. 109, tertanggal 26 Nopember 1993, dibuat di 


hadapan Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, yang 
telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia dengan Surat Keputusannya 
No. C2-1609 HT.01.04.Th.94, tertanggal 
1 Pebruari 1994: dan terakhir dalam rangka penawaran 
umum ini, telah seluruhnya diubah dengan 

e. Akta No. 42, tertanggal 4 Pebruari 1994, dibuat di 
hadapan Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, yang 
telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya 
No. C2-7238.HT.01.04.TH.94, tertanggal 6 Mei 1994. 


Modal dasar Emiten adalah Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh miliar rupiah) terbagi atas 250.000.000 (dua 
ratus lima puluh juta) saham, dengan harga nominal 

Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham. Modal 
ditempatkan dan disetor adalah Rp 200.000.000.000,- (dua 
ratus miliar rupiah) atau 200.000.000 (dua ratus juta) 
saham, yang diambil bagian seluruhnya oleh 

PT Pembangunan Jaya. 


Berdasarkan akta No. 104, tertanggal 26 Nopember 1993, 
mengenai Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham 
Emiten, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., notaris di 
Jakarta, sejak tanggal 14 Mei 1992, susunan Direksi dan 
Dewan Komisaris Fmiten adalah sebagai berikut 


Direktur Utama : Ir. Ciputra 

Wakil Direktur Utama : Ir. Hiskak Secakusuma, S.E., M.M. 
Direktur : Drs. Tanto Kurniawan 

Direktur 1 Ir. Edmund Eddy Sutisna 

Direktur : Ir. H. Daryanto Mangoenpratolo 
Direktur : Ir. Leonardi Kusen, M.B.A. 
Komisaris Utama : Ir. Soekrisman 

Komisaris : Dr. Soetjipto Surjo Amidharmo 
Komisaris : Dr. H.M.N.M. Hasjim Ning 
Komisaris : Ir. Hanafi Lauw Tjoen Han 
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Emiten mempunyai hak dan wewenang untuk menjalankan usaha 
dan kegiatan sebagaimana tertera dalam anggaran dasar, 
antara lain bergerak dalam bidang real estate. 


Untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran 
dasar, Emiten telah memperoleh ijin-ijin dari yang 
berwenang, baik dari Badan Koordinasi Penanaman Modal maupun 
instansi-instansi berwenang lainnya. 


Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 1982, tentang 
Wajib Daftar Perusahaan, Emiten telah terdaftar pada kantor 
Departemen Perdagangan Wilayah Jakarta Pusat, dan memperoleh 
Tanda Daftar Perusahaan No. 09051804889, tertanggal 

14 Juni 1993. 


Sesuai ijin-ijin yang diperoleh, Emiten telah membebaskan 
tanah seluas 821,5207 ha, di antaranya 445,5159 ha telah 
terdaftar atas nama Emiten. Penguasaan dan perolehan 
tanah-tanah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. 


Sampai dengan tanggal 31 Desember 1993, harta kekayaan 
Emiten yang berupa harta tidak bergerak terdiri atas: 


a. tanah seluas 558,7715 ha yang terletak di desa-desa 
Bintaro (I), Rengas, Pondok Betung, Pondok Karya, 
Jurang Mangu Timur, Jurang Mangu Barat, Pondok Pucung, 
Parigi Lama, Parigi Baru, Pondok Aren (I, II dan Pondok 
Jaya), Ranji, Jombang, Pondok Kacang Barat dan Sawah 
Baru. Atas sebagian tanah tersebut telah memperoleh 
sertipikat HGB, dan sebagian lainnya sedang dalam 
proses perolehan. 


b. tanah seluas 10.814 m2 di Kelurahan Palmerah, Kecamatan 
Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat, berdasarkan: 


- Sertipikat HGB No. 208/Palmerah, tertanggal 
22 Maret 1976, yang diperoleh berdasarkan Akta 
Jual Beli No. 18/Palmerah/1994, tertanggal 
28 Januari 1994, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., 
PPAT di Jakarta; 

- Sertipikat HGB No. 701/Palmerah, tertanggal 
10 Oktober 1985, yang diperoleh berdasarkan Akta 
Jual Beli No. 17/Palmerah/1994, tertanggal 
28 Januari 1994, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., 
PPAT di Jakarta; 

- Akta No. 53, tertanggal 9 Pebruari 1994, tentang 
Pemindahan dan Penyerahan Hak, dibuat di hadapan 
Sutjipto, S.H., PPAT di Jakarta. 


We Bangunan Proyek Senen Blok IV dan Blok V di atas tanah 
dengan sertipikat HGB No. 455/Senen, tertanggal 31 Juli 
1985, seluas 20,940 m2, diperoleh berdasarkan akta 
No. 16/Senen/1994, tertanggal 28 Januari 1994, dibuat 
di hadapan Sutjipto, S.H., PPAT di Jakarta; 


d. Bangunan Slipi Jaya Plaza di atas tanah dengan 
sertipikat HGB No. 257/Palmerah, tertanggal 1 September 
1976, seluas 6,660 m2 (enam ribu enam ratus enam puluh 
meter persegi), diperoleh berdasrkan akta 
No. 15/Palmerah/1994, tertanggal 28 Januari 1994, 
dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., PPAT di Jakarta, 


e. Bangunan Plaza Bintaro Jaya dibangun di atas tanah 
dengan sertipikat HGB: 
- No. 372/Pondok Karya, tertanggal 26 Oktober 1988; 
- No. 374/Pondok Karya, tertanggal 26 Oktober 1988; 
- No. 382/Pondok Karya, tertanggal 26 Oktober 1988; 
- No. 383/Pondok Karya, tertanggal 26 Oktober 1988; 
- No. 993/Pondok Karya, tertanggal 8 Juni 1992; 
- No. 994/Pondok Karya, tertanggal 8 Juni 1992; 
- No. 995/Pondok Karya, tertanggal 8 Juni 1992; 
- No. 996/Pondok Karya, tertanggal 8 Juni 1992; 


fi Kantor Taman Bintaro, di atas tanah dengan sertipikat 
HGB No. 602/Bintaro, tertanggal 22 Mei 1989; 


Ge Gedung Serba Guna, Driving Range dan Restoran, di atas 
tanah yang bersertipikat HGB : 
- No. 35/Pondok Aren, tertanggal 25 Juli 1985: 
- No. 36/Pondok Aren, tertanggal 25 Juli 1985: 
- No. 1756/Pondok Aren, tertanggal 12 Maret 1993: 
- No. 20/Jurangmangu Barat, tertanggal $ 
- No. 772/Jurangmangu Barat, tertanggal 6 Juli 1987; 
= No. 769/Jurangmangu Barat, tertanggal 6 Juli 1987; 


h. Selain bangunan-bangunan tersebut di atas Perseroan 
memiliki bangunan-bangunan Kantor Proyek dan Sports 
Centre, setempat dikenal sebagai Bintaro Jaya, yang 
perolehan Sertipikat HGB-nya sedang dalam pengurusan. 


Emiten memiliki harta bergerak yang antara lain berupa 
escalator, elevator, generator set, alat-alat pemadam 
kebakaran, sambungan-sambungan telepon dan berbagai jenis 
pompa berdaya besar sebagaimana diuraikan dalam lampiran 
VII. (B) Legal Audit. 


Emiten telah membuat perjanjian kerjasama dengan 5 (lima) 
bank yaitu PT Bank Danamon Indonesia, PT Bank Niaga, 
Citibank N.A., PT Papan Sejahtera dan PT Bank Pembangunan 
Daerah untuk mengatur pembiayaan pembelian tanah atau rumah 
oleh para pembeli dari Emiten. 


10. 


11. 


12. 


13. 


Emiten telah membuat perjanjian-perjanjian kredit dan 
perjanjian-perjanjian jaminan dengan PT Bank Danamon 
Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta, 

PT Bank Dagang Negara dan PT Multicor. 

Perjanjian-perjanjian kredit tersebut tidak mensyaratkan 
persetujuan terlebih dahulu mengenai rencana untuk melakukan 
penawaran umum; namun demikian, Emiten telah memperoleh 
penegasan tertulis bahwa para kreditur tersebut tidak 
berkeberatan atas rencana penawaran umum ini. 


Emiten telah membuat perjanjian kerjasama dengan 

PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia dan PT Duta Comfact 
untuk membangun fasilitas telekomunikasi di kawasan 
pemukiman Bintaro Jaya dengan kapasitas 3000 SST (Sambungan 
Saluran Telepon). 


Emiten telah membuat berbagai perjanjian dengan 
perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok usaha 

PT Pembangunan Jaya, yaitu perjanjian sewa guna usaha dengan 
PT Jaya Fuji Leasing, perjanjian bantuan teknik dengan 

PT Pembangunan Jaya, perjanjian pengikatan jual beli tanah 
dengan PT Jaya Konstruksi, perjanjian-perjanjian yang dibuat 
dalam rangka pembangunan Plaza Bintaro Jaya masing-masing 
dengan PT Jaya Teknik, PT Jaya Steel Indonesia, PT Arkonin, 
PT Jaya Construction Management Manggala Pratama, perjanjian 
sewa menyewa ruangan kantor dengan PT Jaya Real Estate 
Company, dan perjanjian sewa menyewa ruangan dengan 

PT Jaya Krisan (Cahaya Departement Store). 


Emiten telah mengasuransikan harta kekayaanya terhadap 
resiko tertentu dengan PT Zurich Insurance Indonesia senilai 
Rp 1.239.431.795,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh 
sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus 
sembilan puluh lima Rupiah), dengan PT Asuransi AIU 
Indonesia senilai Rp 2.129.200.442,00 (dua miliar seratus 
dua puluh sembilan juta dua ratus ribu empat ratus empat 
puluh dua Rupiah), dengan PT Asuransi Allianz Utama 
Indonesia senilai Rp 7.452.859.688,00 (tujuh miliar empat 
ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan 
ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah), dengan 

PT Asuransi Ikrar Lloyd senilai US$ 8,239,170.64 (delapan 
juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh 
Dollar Amerika Serikat dan enam puluh empat sen) dan dengan 
PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967. 


Pada tanggal pendapat dari segi hukum ini dikeluarkan 
sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan surat keterangan 
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 
13/Sktr/Pan/Kp/1994/PNJS, tertanggal 5 Pebruari 1994, surat 
keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 
W7.Db.Ht.04.05.439/I11/1994, tertanggal 5 Pebruari 1994, dan 


N 
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14. 


15. 


16. 


27. 


surat keterangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 
135/IV/Skt/BANI/94, tertanggal 15 April 1994, masing-masing 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten tidak terlibat 
perkara-perkara, baik pidana maupun perdata. 


Pada tanggal pendapat dari segi hukum ini dikeluarkan, 

sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan keterangan 

tertulis dari 

- Panitera Pengadilan Negeri Tangerang kelas I.B. No. 
W8.DE.HT.04.12-37, tertanggal 8 Pebruari 1994; 

- Pengadilan Agama Tangerang No. 
Pa.i/4/K/Hk.03.4/115/94, tertanggal 8 Pebruari 1994: 

- Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 
W7.Dc.Ht.759.11.94.03., tertanggal 8 Pebruari 1994; 

- Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 
09/Sktr/Pid.Pdt/Pan/Kp/1994/PN.JKT.UT., tertanggal 8 
Pebruari 1994; 

- Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 
135/IV/Skt/BANI/94, tertanggal 15 April 1994; 


lebih lanjut berdasarkan pernyataan Emiten dalam pasal 13 
ayat 1 (iv) Perjanjian Penjaminan Emisi serta Surat 
Pernyataan Emiten tertanggal 19 Mei 1994, Emiten saat ini 
tidak terlibat dalam suatu perkara, baik perdata maupun 
pidana, yang secara material dapat berpengaruh negatif bagi 
kelangsungan usaha Emiten. 


Pelaksanaan dan penandatangan dokumen-dokumen yang 
diperlukan untuk atau dalam rangka penawaran umum ini oleh 
Emiten tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam anggaran 
dasarnya atau dalam peraturan perundangan lainnya. 


Perjanjian Penjaminan Emisi antara Emiten dengan Penjamin 
Pelaksana Emisi telah disetujui dan telah ditandatangani 
oleh Emiten sebagaimana mestinya dan merupakan kewajiban 
yang sah dan mengikat bagi Emiten setelah Pernyataan 
Pendaftaran dinyatakan efektif dan pelaksanaannya dapat 
dilakukan sesuai dengan persyaratannya dan peraturan 
perundangan yang berlaku. 


Saham-saham Emiten akan memberikan kepada pemegangnya yang 
sah kewenangan untuk mempergunakan semua hak yang diberikan 
dalam anggaran dasar Emiten dan peraturan perundangan 
Republik Indonesia kepada seorang pemegang saham, termasuk 
tetapi tidak terbatas untuk menerima dividen dan memberi 
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 


Pendapat hukum ini diberikan tanpa mengurangi itikad baik yang 
wajib ditaati oleh para pihaknya dalam melaksanakan 
perjanjian-perjanjian. 


Pendapat dari segi hukum ini khusus dan semata-mata didasarkan 
kepada ketentuan peraturan perundangan yang ada dan berlaku di 
negara Republik Indonesia. 


Demikianlah pendapat dari segi hukum ini kami berikan dalam 
profesi kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dengan penuh 
kejujuran dan objektifitas, serta terlepas dari atau tidak 
dipengaruhi kepentingan-kepentingan pribadi, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, terhadap usaha Emiten demi 
tanggung jawab kepada masyarakat yang turut berperan serta 
dengan membeli dan memiliki saham termaksud, sepanjang hal yang 
tercantum dalam pendapat dari segi hukum ini. 


Hormat kami, 


MOCHTAR, KARUWIN 6 KOMAR 


doc.Id. 5442P 
Temb.: - Badan Pengawas Pasar Modal 
- PT Jaya Real Property 


Halaman ini sengaja dikosongkan 


PT JAYA REAL PROPERTY 


XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN 
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 


PRASETIO, UTOMO & REKAN 
KANTOR AKUNTAN PUBLIK 


ARTHUR ANDERSEN & CO SC Chase Plaza 


Jl. Jend. Sudirman Kav 21 
Jakarta 12920, Indonesia 


O: 047 


Para Pemegang Saham dan Direksi 
PT Jaya Real Property 


Kami telah mengaudit neraca PT Jaya Real Property tanggal 31 Desember 
1993, 1992 dan 1991, laporan rugi-laba, laporan perubahan laba ditahan dan 
laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan 
keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami 
terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasar audit kami. 


Kami melaksanakan audit berdasar standar auditing yang ditetapkan 
Ikatan Akuntan Indonesia., Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan 
melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan 
bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar 
pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam 
laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang 
digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian 
terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit 
kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. 


Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan 
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jaya Real 
Property pada tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991, hasil usaha dan arus kas 
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum. 


Sebagai dijelaskan pada Catatan 11, sehubungan dengan rencana 
Perusahaan untuk menawarkan sahamnya kepada masyarakat, untuk menggambarkan 
pemilikan Perusahaan atas aktiva bersih perusahaan anak, Perusahaan menyajikan 
kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 1992 dan 1991 dengan menerapkan pencatatan penyertaan saham menurut 
metode pemilikan. Sebelumnya Perusahaan menerapkan metode harga perolehan dalam 
pencatatan penyertaan saham, Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 1992 dan 1991 tersebut telah kami audit dan berikan pendapat wajar 
tanpa syarat, masing-masing dengan laporan No. 19592L tanggal 20 Maret 1993 dan 
laporan No. 18125L dengan tanggal ganda (dual dating) 18 Maret 1992 dan 
20 Juni 1992. 


PRASETIO, UTOMO & REKAN 


23 Mei 1994 


AKTIVA LANCAR 
Kas dan Bank 


Deposito Borjangka 
Piutang 
Unaha 
Milinoi 
Lain-lain 
Persediaan 
Pajak Dibayar di Muka 


Biaya Dibayar di Muka 


Uang Muka Lain-lain 


Jumlah Aktiva Lancar 


TANAN UNTUK PENGEMBANGAN 


PENYERTAAN SAHAM 


AKTIVA TETAP 
Harga Perolehan 
Akumulani penyusutan 


Nilai Buku 


AKTIVA SEWA GUNA USAHA - Harga Perolehan 


AKTIVA LAIN-LAIN 
Bangunan dalam Pengorjaan 
Uang Muka Penyertaan Saham 
Sotoran Jaminan Listrik 


Jumlah Aktiva Lain-lain 


JUMLAH AKTIVA 


PT JAYA REAL PROPERTY 
NERACA 
31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991 


AKTIVA 
Catatan 1993 1992 1991 
2013 Rp 10.321.996.748 RP 4.915.456.082 RP 2.575.332.313 


20, 3b, 56 14,000.000.000 150.000.000 5.500.000.000 
20, 20,4, 54,16 1.291.671.491 722.884.585 1.976.308.605 
20,5 - 24.375.000, 000 - 
8.829.782 24.925.500 235.373.921 
2£,6,16 53.561. 304.923 20.512. 252.092 40.731.105, 096 
7 180.840.515 - - 
2g 241.331.365 52.745.480 46.857.020 
8 124.091.933 149 004.911 3.434.479.131 
79.736.066.75 50.902.320. 610 54.499. 456.826 
26, 2f1, 50,9 129.015.179.780 087.842.511.624 61.760. 917. 662 


ah, 5d, 10,11 - 


93.637. 718.763 


130.148.338.767 


2.912.411.665 
927.571, 320 


8.562.610.732 
1.007.242.040 


20,21, 56, 
12,21 129.024.079.720 1.984. 840,345 7.555. 366.692 
20, 23, 54,19 485. 708, 600 - - 
PALA 22.096. 134.851 - - 
14 130.000.000 - í 
12.165.010 12.765.010 12.765.010 
12.765.010 12.765.010 


Rp 360.499.934.718 


Rp 234,380.224.352 


* Disajikan kembali sebagai akibat dari perubahan akuntanoi untuk penyertaan paham (lihat Catatan 11) 


Lihat Catatan atan Laporan Keuangan yang Merupakan Bagian 


yang Tidak Terpioahkan dari Laporan Keuangan secara K 


Luruhan. 


Rp 203.292.934.885 


KEMAJIBAN LANCAR 
Hutang Bank 


Hutang 
Usaha 
Afiliaoi 
Lain-lain 

Hutang Dividen 

Hutang Pajak 

Biaya Manih Harun Dibayar 

Uang Muka Penjualan 

Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tompo 
dalam Waktu Satu Tahun 


Hutang sowa guna usaha 
Hutang bank 


dapatan Sewa Ditangguhkan yang Jatuh Tompo 
dalam Waktu Satu Tahun 


Setoran Jaminan Telepon dari Penyewa 
Hutang kepada Pemegang Saham 
Jumlah Kewajiban Lancar 
HUTANG JANGKA PANJANG - Setelah dikurangi, 
bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 


Hutang Sowa Guna Usaha 
Hutang Bank 


Jumlah Hutang Jangka Panjang 


PENDAPATAN SEWA DITANGGUHKAN - Setelah dikurangi 
bagian yang jatuh tompo dalam waktu satu tahun 


MODAL SENDIRI 
Modal Saham - nilai nominal Rp 1.000 
per waham pada tahun 1993 dan 1992 dan 
Rp 1.000.000 por saham pada tahun 1991 
Modal dasar - 150.000.000 saham pada 
tahun 1993 dan 1992 dan 10.962 saham 
pada tahun 1991 
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 
150.000.000 saham pada tahun 1993 dan 
100.000.000 saham pada tahun 1992 
dan 10.962 saham pada tahun 1991 
Modal Digetor Lainnya 
Selisih penilaian Kembali Aktiva Tetap 
Laba Ditahan 


Jumlah Modal Sendiri 


JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI 


PT JAYA REAL PROPERTY 
NERACA 


31 DESEMBER 1993, 


1992 Dan 1991 


KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI 


catatan 


1993 


1992 


1991 


20,59,6,9,16 Rp 


20, 


5£,17 


20,59 
20,50 


20, 25,54,13 


18 


19 


9,20 


2b, 


12, 


20,24,94,13 


20, 5 


12 


21,22 


9,20 


2b, 


20, 5b 


21,22 


22,2 


22 
24 
4, 25 


56. 495.161. 655 


7.509.962.095 


4.083.472.285 


8.130.116.698 


4.870.475.662 


42.691.795.295 


138,669, 685 


4.971.144.439 


609.7 


20 


21,899. 201. 600 


Rp 64.151. 654.196 


10.882. 758.951 
3.000.000.000 
139.091.589 


5.408.872.049 


4.534.736.194 


12.924.440. 386 


324.417.800 


Rp 39.182.399.402 


2.209.973.213 

3.770.255.009 
34.077.301 

4.873.122.010 | 


4.119.624.242 


8.012,385,179 


4.500.000.000 


13.520.000.000 


151.274.493.695 


101.366.031.165 


102.221.837.886 


267.532.049 


5.000.000.000 


267.592.049 


5.000.000.000 


258.969.960 


150.000.000.000 
50.000.000.000 
162.375.230 
2.226.263.478 


100.000.000.000 
162.375.230 
32.592.847.989 


10.962.000. 000 
59.038.000. 000 

162.375.230 
25.908. 721.161 


202. 380.638.716 


132.755.223.227 


96.071. 096.999 


Rp 


360.499.934. 710 


Rp 234.380.224.352 


jikan kembali sebagai akibat dari perubahan akuntansi untuk penyertaan baham (lihat Catatan 11) 


Lihat Catatan atao Laporan Keuangan yang Merupakan Bagian 
yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan. 


Rp 203.292.934, 


85 


PT JAYA REAL PROPERTY 
LAPORAN RUGI-LABA 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 
31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991 


Catatan 


PENJUALAN DAN PENDAPATAN SEWA 
HARGA POKOK 
LABA KOTOR 
BEBAN USAHA 
Beban pemasaran 2b 


Beban umum dan administrasi 


Jumlah Beban Usal 


LABA USAHA 


PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 
Beban bunga 
Beban bank 
Pendapatan bunga 


2c,5g,29 


20, 5c 

Laba penjualan penyertaan saham 10 

Bagian laba dari perusahaan anak 
termasuk amortisasi goodwill 
negatip 

Pendapatan (beban) jasa pengelolaan 
Lingkungan dan air - bersih 

Pendapatan Lain-lain - bersih 


Beban lain-lain-bersih 


LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK 
PENGHASILAN 
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN 2m,18 


LABA BERSIH 
LABA USAHA PER SAHAM 21,30 
LABA BERSIH PER SAHAM 


2n,30 


Disajikan kembali sebagai akibat 
saham (lihat Catatan 11). 


2b,20,5a,5b,26 Rp 103.684.461.870 


2b,20,5a,27 


2b,5h,28 


2e,2h,5d,11 


w * 
1993 1992 1991 

Rp 116.490.506.392 Rp 69.105.708.837 

45.721.700.676 71,162.291. 434 35.150. 413.972 
57.962.761.194 45.328. 214. 958 33,955,294, 865 
1.541.287.193 1.935.808. 008 1.985.305.038 
9.496.681.908 8.191.261.227 2.966. 052. 736 
11.037.969,101 10.127.069.235 4.951.357.774 
46.924.792.093 35.201.145.723 29.003, 937.091 

€ 13.190,201.899) ( 18.401.542.793) ( 15.163,815,668) 


È 507.834.769) ( 453.648.880) ( 255.640.000) 


3.006.072.050 510.873.093 192.738.832 

1.854.497.473 - R 

1.642.056.621 14.173.952.128 294.126.635 
994.237.873 504.973.779 ( 52.119, 489) 
221.083.851 333.846.871 741.147.004 


.980.088.800) ( 3.332.145.802) ( 13,943, 262.686) 


10.944.703.293 31.868. 999. 921 15.060. 674. 405 

11.649.352.100 6.300.442.100 5.148.521.400 
Rp 29.295.351.193 Rp 25.568.557.821 Rp 9.912.153.005 
Rp 450 Rp 634 Rp 8.141 
Rp 281 Rp 461 Rp 2.782 


dari perubahan akuntansi untuk penyertaan 


Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan Bagian 
yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan 


mo 


PT JAYA REAL PROPERTY 
LAPORAN PERUBAHAN LABA DITAHAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 
31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991 


Catatan 1993 1992 1991 
LABA DITAHAN AWAL TAHUN Rp 32.592.847.989 Rp 25.908.721.761 Rp 18.804.349,199 
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 29.295.351.193 25.568.557.821 9.912.153.005 
DIVIDEN SAHAM 22,24 ( 47.000.000.000) ( 16.480.000.000) ( 903.800. 000) 
DIVIDEN KAS 25 € 12.661.935.704) ( 2.104.431.593) (1.903.980.443) 
LABA DITAHAN AKHIR TAHUN Rp 2.226.263.478 Rp 32,592.847,989 Rp 25,908,721,761 


Disajikan kembali sebagai akibat dari perubahan akuntansi 
saham (lihat Catatan 11). 


untuk penyertaan 


Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan Bagian 
yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan. 


PT JAYA REAL PROPERTY 

LAPORAN ARUS KAS 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 
31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991 


ARUS KAS DARI (UNTUK) 
Kegiatan Usaha: 
Laba Usaha 
Penyesualan untuk merekonsiliasi laba usaha 


menjadi kas bersih dari kegiatan usah: 
Penyusutan 
Rugi (laba) penjualan aktiva tetap 
Laba penjualan penyertaan saham 
Bagian laba dari perusahaan anak termasuk 
amortisasi goodwill negatip 
Penurunan (kenaikan) piutang 
Penurunan (kenaikan) persediaan 
Kenaikan pajak dibayar di muka 
Kenaikan biaya dibayar di muka 
Penurunan (kenaikan) uang muka lain-lain 
Kenaikan tanah untuk pengembangan 
Kenaikan (penurunan) hutang 
Kenaikan hutang pajak 
Kenaikan biaya masih harus dibayar 
Kenaikan (penurunan) uang muka penjualan 
Kenaikan pendapatan sewa ditangguhkan 
Kenaikan setoran jaminan telepon 
dari penyewa 


Arus kas bersih dari (untuk) kegiatan usaha 


Kegiatan Investasi: 
Hasil penjualan (kenaikan) penyertaan saham 
Penerimaan pendapatan dividen 
Hasil penjualan aktiva tetap 
Pembelian aktiva tetap 
Penambahan bangunan dalam pengerjaan 
Penurunan (kenaikan) deposito berjangka 
Penurunan (kenaikan) uang muka penyertaan 


saham 


Arus kas bersih dari (untuk) kegiatan 
investasi 


1993 1992 1991 
Rp 29.295.351.193 Rp 25.568,557.821 Rp 9.912.153.005 
196.687.727 231.046.041 272.068.452 
163.067 ( 121.930.907) ( 1.667.500) 

1.854.497.473) - - 
1.612.056.621) ( 14.173.352.128) ( 294.426.635) 
23.822.308.812 (2.911.127.559) ( 766.963. 921) 
9.070.000.118) 32.077.143,739 8.957.838.903 

180.840.515) ~ - 

188.585.885) ( 5.888.160) ( 21.985.970) 

21.992.978 3.285.394.220 (1.793.428.582) 
70.827.519.535) ( 37.939.863,857) ( 41.797.190.155) 

2.434.416.160) 6.041.621.518 ( 1.284.006.011) 
2.721.244.649 535.749.639 1.575.900.371 

335,739,468 415.111.952 1,003, 140.804 
29.707.354, 909 4.912.055.207 ( 2.509.787, 483) 
10.957.006. 937 583.447.760 5 

609.768.281 - 2 
11.472.671.714 ( 1.502.035.014) (26.748. 954.722) 
79.170. 000.000 > a 
17.964.332.857 - - 

185. 708. 600 5.557.718.238 11.000.000 
122.051.990.143) ( 96.305.025) ( 190.144.204) 
22.096.134,851) * > 
13.850.000. 000) 5.350.000.000 ( 4.000.000.000) 

130.000.000) < 850.000.000 
60.508.083.537)  10.811.413.213 ( 3.329.144.204) 


* 


1993 1992 1991 
Kegiatan Pembiayaan: 
Penambahan modal disetor dan modal disetor 
lainnya Rp 53.000.000.000 Rp - Rp - 
Kenaikan hutang kepada pemegang saham 21.839.281.600 - 13.520.000.000 
Pembayaran dividen kas (o 12,661.935.701) 2.404.431.593) 1.869. 902,892) 
Kenaikan (penurunan) pinjaman bank { 7.655.886.541) 4.530. 745.286) 20.335.617. 014 
Pembayaran hutang sewa guna usaha ( 79.506.866) - 
Kenaikan (pembayaran) hutang dividen - 34.077.551) - 
Arus kas bersih dari (untuk) kegiatan 
pembiayaan 54.441.952. 489 6.969.254.430) 31.985. 714.122 
KENAIKAN KAS DAN BANK 5. 406. 540. 666 2.340.123. 769 1.908.215.196 
KAS DAN BANK AWAL TAHUN 4.915.156.082 2.575.332.313 667.117.117 
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN Rp 10,321.996.748 Rp 4.915.456.082 Rp 2.575.332.313 


AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI KAS 

Tambahan modal disetor dan modal disetor 
lainnya melalui: 
Pembagian dividen saham 
Penggunaan hutang kepada pemegang saham 

sebagal setoran modal 

Reklasifikasi dari tanah untuk pengembangan 
ke persediaan 

Reklasifikasi dari tanah untuk pengembangan 
ke aktiva tetap 

Penambahan kewajiban sewa guna usaha 

Kompensasi surat aksep yang diterbitkan oleh 
PT Jaya Real Estate Company dan piutang 
kepada perusahaan tersebut dengan surat 
aksep yang diterbitkan oleh Perusahaan 


23.985. 


5.669. 
185, 


Rp 47.000. 000.000 


072.753 


808.626 
708. 600 


Rp 16. 480.000.000 


13.520.000, 000 


111.858.269.895 


Rp 903.800.000 


8.796.164.455 


68.000. 000.000 


Disajikan kembali sebagai akibat dari perubahan akuntansi untuk penyertaan 


saham (lihat Catatan 11). 


Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan Bagian 
yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan. 


PT JAYA REAL PROPERTY 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 


1. UMUM 


PT „Jaya Real Property (Perusahaan) didirikan pada tanggal 25 Mei 
1979 dengan akta Notaris Hobropoerwanto No. 36 berdasarkan Undang-Undang 
No. 6 tahun 1968 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah diubah 
dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1970. Akta tersebut telah disahkan oleh 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/498/24 
tanggal 22 Desember 1979 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 23 Tambahan 
No. 148 tanggal 18 Maret 1980. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami 
beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Sutjipto SH No. 109 
tanggal 26 Nopember 1993, antara lain mengenai peningkatan modal dasar. 
Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-1609.HT.01.04.Th.94 tanggal 
1 Pebruari 1994. 


Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah berdasarkan akta Notaris 
Sutjipto SH No. 42 tanggal 4 Pebruari 1994 sehubungan dengan rencana 
penawaran saham Perusahaan kepada masyarakat. Akta tersebut telah disahkan 
oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan 
No. C2-7238.HT.01.04.Th.94 tanggal 6 Mei 1994. 


Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, lingkup kegiatan 
Perusahaan adalah mengusahakan tanah dan bangunan (real estate), dengan cara 
membebaskan dan mematangkan tanah, membangun infrastruktur dan gedung-gedung 
baik berupa rumah, kantor, fasilitas olahraga dan rekreasi dan bangunan 
lainnya, penyewaan bangunan, penjualan tanah dan bangunan serta melakukan 
kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh perusahaan tanah dan 
bangunan (real estate). 


Perusahaan memulai kegiatan usahanya pada awal tahun 1980 dengan 
lokasi di bagian Selatan Jakarta, khususnya daerah Bintaro Jaya dan 
sekitarnya. A 


2. KEBIJAKAN AKUNTANSI 
a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 


Laporan keuangan Perusahaan disusun berdasarkan konsep harga 
perolehan kecuali aktiva tetap yang dicatat dengan nilai setelah 
penilaian kembali pada tahun 1987 sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
No. 45 tahun 1986. 


Pada tahun 1993, Perusahaan menyusun laporan perubahan posisi 
keuangan menjadi laporan arus kas, sehubungan dengan perubahan tersebut 
penyajian angka tahun lalu diubah agar sesuai dengan persyaratan 
laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan penerimaan dan 
pengeluaran uang yang diklasifikasi menjadi kegiatan usaha, investasi dan 
pembiayaan. 


Laporan arus kas disusun berdasarkan konsep arus kas tidak langsung. 


b. Pengakuan Pendapatan dan Beban 


bi. 


b.2. 


Pengaku: Pendapatan 
Penjualan Bangunan Rumah dan Tanah 


Pendapatan dari penjualan bangunan rumah dan tanah diakui 
apabila memenuhi persyaratan berikut: 


a. Pengikatan jual beli telah berlaku 
b. Jika seluruh harga jual telah dilunasi 
c. Bangunan telah siap ditempati/digunakan. 


Penjualan Tana ta 


Pendapatan dari penjualan tanah matang diakui apabila 
memenuhi persyaratan berikut: 


a. Pengikatan jual beli telah berlaku 
b. Jika seluruh harga jual telah dilunasi 


c. Lingkungan di mana tanah tersebut berada secara signifikan telah 
selesai dikembangkan. 


Pendapatan Sewa 
Pendapatan sewa diakui sesuai dengan masa sewa. 


Sewa yang diterima di muka dibukukan sebagai Pendapatan Sewa 
Ditangguhkan dan direalisasi sesuai masa sewa. 


Beban 


Beban diakui sesuai masa manfaat (accrual basis), termasuk 
beban prasarana lingkungan yang sudah dibangun dan direncanakan akan 
dibangun. 5 


c. Hubungan dengan Pihak Afiliasi 


Perusahaan melakukan transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai 


hubungan afiliasi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990, juncto 
No. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991, yang dimaksud dengan 
hubungan afiliasi adalah sebagai berikut: 


e.l. 


c.2. 


Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat 
kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; 


Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari 
pihak tersebut; 


. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau 


tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu 
pengendalian dari perusahaan tersebut; atau 


. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama. 


Transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi baik yang dilakukan 
dengan atau tidak dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal 
sebagaimana halnya transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak di 
luar afiliasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 


d. saksi dan Saldo dalam Mata Uang Asin; 


Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang 
berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan 
kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah berdasarkan 
kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut, laba atau 
rugi kurs yang timbul dari penyesuaian tersebut dikredit atau dibebankan 
pada usaha tahun berjalan. 


e. ul Usai 


Perusahaan tidak melakukan penyisihan piutang ragu-ragu karena 
seluruh piutang usaha dapat tertagih. Piutang tak tertagih, jika ada, 
akan dihapuskan dan dibebankan pada laporan rugi-laba pada saat 
terjadinya. 


f. Persediaan 
f.l. ed ai 


Persediaan tanah dinilai berdasarkan harga perolehan yang meliputi 
beban pembebasan (ganti rugi), beban surat-surat tanah, beban 
pematangan tanah dan beban prasarana yang ditentukan berdasarkan 
metode rata-rata tertimbang menurut sektor yang dikembangkan. Tanah 
untuk pengembangan di masa mendatang dikelompokkan sebagai "Tanah 
untuk Pengembangan". Pada saat dimulainya pengembangan dan 
pembangunan prasarana, nilai tanah tersebut akan dipindahkan ke 
perkiraan "Persediaan" atau "Aktiva Tetap". 


£.2. Perse Bi a; n R dalam Penyelesaia: 


Bangunan rumah dicatat sebagai persediaan bangunan rumah pada saat 
selesai dibangun sedangkan bangunan rumah yang belum selesai 
dibangun dicatat sebagai "Bangunan Rumah dalam Penyelesaian”. 
Persediaan bangunan rumah dinilai berdasarkan harga perolehan yang 
meliputi seluruh beban pembangunan rumah yang dibebankan oleh 
kontraktor. Persediaan bangunan rumah dalam penyelesaian dinilai 
berdasarkan seluruh pengeluaran untuk pembangunan rumah yang telah 
dikeluarkan sampai tanggal neraca. 


g. Biaya Dibayar di Muka 
Biaya dibayar di muka diamortisasi berdasarkan masa manfaat masing- 


masing biaya dengan menggunakan metode persentase tetap (straight-line 
method). 


h. Penyertaan Saham 


Penyertaan saham pada PT Jaya Real Estate Company dicatat dengan 
menggunakan metode pemilikan (equity method). Dengan menggunakan metode 
ini, penyertaan dicatat sebesar harga perolehan ditambah atau dikurangi 
dengan bagian perusahaan atas laba atau rugi perusahaan anak dan 
dikurangi dengan dividen yang diterima. Perbedaan antara harga perolehan 
penyertaan dengan nilai buku aktiva perusahaan anak pada saat perolehan 
(berupa goodwill) diamortisasi dengan menggunakan metode persentase tetap 
(straight-line method) selama 20 tahun. 


i. Aktiva Teta; 


Aktiva tetap, kecuali tanah yang digunakan dalam usaha dan 
diperoleh sampai dengan tanggal 12 September 1986 dinilai kembali pada 
tanggal 1 Januari 1987 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 
1986. Hak atas tanah dan aktiva tetap yang diperoleh sesudah tanggal 
tersebut dinyatakan berdasarkan harga perolehan. Penyusutan dihitung 
dengan menggunakan metode persentase tetap (straight-line method) 
berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut: 


Tahun 
Gedung kantor dan pusat perbelanjaan 20 
Pusat kegiatan olahraga (Sport Centre) 20 
Peralatan gedung kantor dan pusat perbelanjaan 8 - 20 
Perabot kantor dan pusat perbelanjaan 5 
Kendaraan 3- 5 
Mesin kantor Je- 5 


Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan rugi-laba 
pada saat terjadinya, pemugaran dan penambahan-dalam jumlah besar 
dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang 
dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap dan laba atau rugi yang 
bersangkutan dilaporkan dalam laporan rugi-laba pada tahun yang 
bersangkutan. 


j. Sewa Guna Usaha 


Transaksi sewa guna usaha dicatat dengan mengikuti ketentuan 
Pernyataan No. 6 dari Prinsip Akuntansi Indonesia mengenai Akuntansi Sewa 
Guna Usaha. 


Aktiva dalam rangka sewa guna usaha dengan hak opsi dilaporkan 
pada neraca sebagai "Aktiva Sewa Guna Usaha" sebesar nilai tunai dari 
pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa ditambah nilai sisa (harga 
opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha, Penyusutan 
dihitung dengan menggunakan metode persentase tetap (straight-line 
method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva yang 
bersangkutan. 


Kewajiban sewa guna usaha dinyatakan sebesar nilai tunai dari 
pembayaran sewa guna usaha. 


Laba atau rugi penjualan aktiva yang berasal dari transaksi jual 
dan sewa guna usaha kembali (sale and leaseback) dilaporkan pada neraca 
sebagai "Pendapatan atau Rugi Ditangguhkan atas Laba dari Aktiva yang 
Dijual dan Disewagunausahakan Kembali" dan diamortisasi selama taksiran 
masa manfaat aktiva sewa guna usaha. 


angunan dalam er jaa] 
Bangunan dalam pengerjaan dinyatakan berdasarkan harga 


perolehan. Pada saat bangunan selesai dikerjakan, jumlah perkiraan ini 
dipindahkan ke perkiraan "Aktiva Tetap” yang bersangkutan. 


. Dana Pensiun 


Perusahaan menyelenggarakan program dana pensiun yang meliputi 
hampir seluruh karyawannya, Jumlah dana yang disisihkan terdiri dari 
kontribusi perusahaan yang berkisar antara 5,58 sampai dengan 8,394 
ditambah iuran karyawan sebesar 5% dari gaji bruto karyawan. Dana pensiun 
tersebut dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun Pembangunan Jaya Group yang 
ijin pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan. 


T Paja enghasi 


Taksiran Pajak Penghasilan pada laporan rugi-laba ditentukan 
berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang 
bersangkutan. Perusahaan tidak melakukan penangguhan pajak (tax deferral) 
atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan 
keuangan untuk tujuan komersial dan pajak. 


a Saha. 


Laba usaha per saham dan laba bersih per saham dihitung dengan 
membagi laba usaha dan laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang 
saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan 
dengan asumsi nilai nominal per saham sejak awal tahun 1991 sebesar 
Rp 1.000. Untuk memberi gambaran tentang laba usaha dan laba bersih per 
saham sesudah dilusi, disajikan pula laba usaha dan laba bersih per saham 
proforma dengan memperlakukan setoran modal lainnya dilaporkan sebagai 
modal disetor pada saat dilakukan penyetoran. Laba usaha dan laba bersih 
proforma disajikan dengan tujuan untuk analisis tambahan (lihat 
Catatan 30). 


3. KAS DAN BANK, DAN DEPOSITO BERJANGKA 


a. Kas dan Bank 
Kas 
Bank 


Pihak di Luar Afiliasi 
PT Bank Dagang Negara (Persero) 


PT Bank Pembangunan Daerah - DKI 


PT Bank Danamon Indonesia 


PT Bank Negara Indonesia (Persero) 


PT Bank PDFCI 
PT Lippo Bank 
PT Bank Duta 
PT Bank Susila Bhakti 


Afiliasi 
PT Jaya Bank International 


(lihat Catatan 5c) 


Jumlah 


b. Deposito Berjangka 


Pihak di Luar Afiliasi 


PT Bank Arta Prima, suku bunga 134 pada 
tahun 1993 dan 264 pada tahun 1991 


PT Andromeda Bank, suku bunga 13% 

PT Tata Bank, suku bunga 14% 

PT Bank Dagang Negara (Persero), 
Cabang Matraman, suku bunga 24% 


PT Bank Nusa Internasional, suku bunga 24% 


Afiliasi 
PT Jap 


Bank International, 


suku bunga 74 - 12,54 (lihat Catatan 5c) 


Jumlah 


a. Afiliasi 
Penjualan tanah kepada PT Jaya 
Construction Management Manggala 
Pratama (Lihat Catatan 5a) 


b. di IL 
Penjualan tanah dan bangunan rumah 


Sewa, air dan pengelolaan Lingkungan 


Jumlah 


1993 1992 1991 
Rp 182.817.943 Rp 433.970.063 Rp 18.844.509 
5.963.422.999 2.106.086.598 692.487.150 
1,324,422,305 - - 
143.884.279 84.248.632 499,103,868 
24.577, 548 - - 
2.961.017 - - 
- 1.837.731. 624 S 
- - 226.674.301 
8 - 787.824 
2.679.910.657 153.419.165 1.107. 434.661 
Rp 10.321.996.748 Rp 4.915.456.082 Rp 2.575.332.313 
Rp 4.000.000.000 Rp - Rp 4.000.000.000 
1.000.000. 000 - æ 
1.000. 000, 000 - - 
- 150.000, 000 - 
& - 1.500.000.000 
8.000.000.000 - à 
Rp 14.000.000.000 Rp 150.000.000 Rp 5.500.000.000 
1993 1992 1991 
Rp 224.856.587 Rp - Rp & 
822.000.714 680.776.094 1.839.435.025 
244.814.190 42.108.491 136.873.580 
Rp 1.291.671.491 Rp 722.884.585 Rp 1.976.308.605 


www ae 


Perusahaan tidak melakukan penyisihan piutang ragu-ragu karena 
manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada piutang yang tidak 
tertagih. 


DAN TRANS, ASI 


Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak afiliasi dilaporkan 
sebagai bagian dari perkiraan berikut yang terdiri dari (lihat Catatan 3, 4, 
10, 19, 14, Wb, A7, 21): 


1993 1992 1991 
Kas dan bank Rp 2.679.910.657 Rp 453.419.165 Rp 1.107.434.661 
Deposito berjangka 8.000.000.000 - - 
Piutang usaha 221.856.587 - - 
Piutang afiliasi 

Pinjaman - 18,000,000.000 - 

Uang muka dividen < 6.375.000.000 - 
Penyertaan saham = 93.637.778.763 79.464. 426,635 
Uang muka penyertaan saham 130.000.000 - - 
Hutang bank - 1.000.000.000 - 
Hutang usaha - 2.028.097.213 1.154.159.170 
Hutang afiliasi - 3.000.000.000 - 
Hutang lain-lain 3.613.025.406 3.480.000 5.500.000.000 
Hutang dividen - 2 34.077.551 
Hutang sewa guna usaha 406.201.734 - - 
Pendapatan sewa ditangguhkan 575.310.626 - - 
Hutang kepada pemegang saham 21.839.281.600 - 13,520,000.000 


TRANSAKSI AFILIASI 


Perusahaan melakukan transaksi dengan PT Pembangunan Ibukota 
Jakarta Raya yang merupakan pemegang saham tunggal Perusahaan dan sebagian 
dari komisaris dan direksi perusahaan tersebut juga menjadi komisaris dan 
direksi Perusahaan dan PT Jaya Real Estate Company, perusahaan afiliasi yang 
pemegang saham dan pengurusnya merupakan pemegang saham dan pengurus 
Perusahaan. 


Selain dengan pihak afiliasi tersebut di atas Perusahaan melakukan 
transaksi dengan perusahaan afiliasi sebagai berikut: 


- PT Jaya Construction Management Manggala Pratama 
- PT Jaya Steel Indonesia 

- PT Jaya Bank International 

- PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama 

- PT Jaya Krisan Cahaya Department Store 

- PT Jaya Aluminium Indonesia 

- PT Jaya Teknik Indonesia 

- PT Jaya Fuji Leasing Pratama 

- PT Marga Jaya 


Salah satu pemegang saham dan beberapa pengurus perusahaan- 


perusahaan afiliasi tersebut merupakan pemegang saham dan pengurus 
Perusahaan. 


a. 


Transaksi tersebut meliputi: 
Penjualan 


Perusahaan melakukan transaksi penjualan dengan pihak afiliasi 
sebesar 1% dan 26% dari seluruh penjualan pada tahun 1993 dan 1992 yang 
diperlakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti dengan pihak 
bukan afiliasi (lihat Catatan 26). 


Transaksi penjualan tersebut merupakan penjualan tanah seluas 
1.500 m2 di daerah Bintaro Jaya kepada PT Jaya Construction Management 
Manggala Pratama pada tahun 1993 dan penjualan tanah di Jalan Fatmawati 
seluas 46.665 m2 kepada PT Jaya Steel Indonesia pada tahun 1992. Saldo 
piutang dari transaksi tersebut disajikan sebagai bagian dari "Piutang 
Usaha” (lihat Catatan 4), 


. Sewa 


Perusahaan menyewakan ruang kantor kepada PT Jaya Bank 
International pada tahun 1993, 1992 dan 1991, serta kepada PT Jaya 
Konstruksi Manggala Pratama pada tahun 1992 dan 1991. Luas ruangan yang 
disewakan kepada perusahaan afiliasi seluas 686,43 m2 pada tahun 1993 dan 
masing-masing seluas 1.974,60 m2 pada tahun 1992 dan 1991 atau 1,71%, 668 
dan 878 dari seluruh luas ruangan yang disewakan. 


Mulai awal tahun 1994, Perusahaan menyewakan sebagian dari ruangan 
di Plaza Bintaro Jaya, Slipi Jaya Plaza, Senen Blok IV dan V kepada 
PT Jaya Krisan Cahaya Department Store, PT Marga Jaya dan PT Jaya Bank 
International dengan luas 10.547,14 m2 atau 26,24% dari seluruh ruangan 
yang disewakan. Sewa diterima di muka dari perusahaan afiliasi tersebut 
pada tanggal 31 Desember 1993 dilaporkan pada neraca sebagai "Pendapatan 
Sewa Ditangguhkan yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun” sebesar 
Rp 362.197.326. Pendapatan sewa ditangguhkan yang merupakan bagian yang 
jatuh tempo lebih dari satu tahun sebesar Rp 213.143.300 pada tanggal 31 
Desember 1993. 


Transaksi sewa tersebut dilakukan dengan persyaratan dan kondisi 
normal sebagaimana halnya transaksi dengan pihak bukan afiliasi. 


| Penempatan Kas dan Deposito, dan Pemberian Pinjaman 


Perusahaan mempunyai rekening koran dan deposito berjangka pada 
PT Jaya Bank International (lihat Catatan 3) pada tanggal 31 Desember 
1993, 1992 dan 1991, dengan tingkat suku bunga berkisar antara 7% sampai 
dengan 198 per tahun pada tahun 1993 dan 14% per tahun pada tahun 1992 
dan 1991. Penempatan deposito dan rekening koran tersebut diperlakukan 
dengan persyaratan dan kondisi normal seperti dengan pihak bukan 
afiliasi. 


Pada akhir tahun 1992 dan selama tahun 1993, Perusahaan memberikan 
pinjaman kepada PT Jaya Real Estate Company, PT Jaya Krisan Cahaya 
Department Store, PT Jaya Aluminium Indonesia, dan PT Pembangunan Ibukota 
Jakarta Raya. 


Pada tahun 1993, Perusahaan memperoleh pendapatan bunga dari 
pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan afiliasi tersebut di atas 
dengan tingkat suku bunga berkisar antara 19% sampai dengan 224 per 
tahun. Pinjaman tersebut tanpa jaminan dan berjangka waktu kurang dari 1 
tahun. Pinjaman yang diberikan kepada perusahaan afiliasi tersebut telah 
dilunasi seluruhnya pada tahun 1993. Pendapatan bunga yang berasal dari 
deposito, jasa giro dan pinjaman yang diberikan kepada perusahaan 
afiliasi pada tahun 1993, 1992 dan 1991 masing-masing sebesar 824, 214 
dan 248 dari seluruh pendapatan bunga. 


Saldo piutang afiliasi pada tahun 1992 terdiri dari uang muka 
dividen kepada PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya sebesar 
Rp 6.375.000.000 dan pinjaman yang diberikan kepada PT Jaya Real Estate 
Company dan PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya sebesar 
Rp 18.000.000.000. 


ualan Penyertaa, 


Pada tahun 1993, Perusahaan menjual saham PT Jaya Real Estate 
Company kepada PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya (lihat Catatan 10) 
dengan harga nominal setelah menerima dividen kas. 


. Pembelian 


Pada tahun, 1993 Perusahaan membeli tanah di daerah Kemanggisan 
seluas 10.814 m2 dari PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya, dengan harga 
perolehan sebesar Rp 5.861.100.000 (lihat Catatan 9). Di samping 
pembelian tanah tersebut, Perusahaan juga membeli tanah mentah di daerah 
Bintaro -Jaya dari PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya dengan harga 
perolehan sebesar Rp 81.711.496.560. Berdasarkan perjanjian pembelian, 
tanah yang diserahkan kepada Perusahaan disyaratkan bersih dari semua hak 
dan kepentingan pihak ketiga. 


Pada tahun 1993, Perusahaan membeli Pusat Perbelanjaan Senen Blok 
IV dan V dan Slipi Jaya Plaza dari PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya 
(lihat Catatan 12 dan 21), Harga beli ini didukung dengan laporan hasil 
penilaian dari perusahaan penilai yang independen, 


Pada tahun 1991 Perusahaan membeli tanah dan bangunan dari PT Jaya 
Konstruksi Manggala Pratama sebesar Rp 5.500.000.000. Pada tanggal 
31 Desember 1991 pembelian aktiva tetap tersebut belum dilunasi 
seluruhnya dan dilaporkan pada neraca sebagai "Hutang Lain-lain”, Pada 
tahun 1992, Perusahaan menjual kembali aktiva tetap tersebut dengan harga 
yang sama kepada PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Transaksi jual 
maupun beli aktiva tetap ini didukung dengan laporan hasil penilaian 
dari perusahaan penilai yang independen. 


£, 


Kontrak Pembangunan 


Pada tahun 1993 Perusahaan menggunakan jasa dan membeli bahan 
bangunan dari perusahaan afiliasi sebagai berikut untuk membangun Plaza 
Bintaro Jaya (lihat Catatan 15): 


f.l. Jasa konstruksi bangunan dari PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, 
f.2. Jasa konsultasi teknik dari PT Jaya Construction Management 
Manggala Pratama. 


£.3. Jasa pekerjaan mekanik dan listrik dari PT Jaya Teknik Indonesia. 
f.4. Besi baja dari PT Jaya Steel Indonesia, 
f.5. Jasa konsultasi konstruksi dan rancang bangun seperti, studi 


kelayakan, analisa biaya, pemilihan lokasi, perencanaan, 
pengendalian biaya konstruksi dan pengawasan konstruksi dari 
PT Arkonin. 


Nilai transaksi dengan perusahaan afiliasi tersebut sekitar 50% dari 
seluruh nilai pembangunan Plaza Bintaro Jaya. Transaksi tersebut 
dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya 
transaksi dengan pihak bukan afiliasi. Saldo hutang dari transaksi 
tersebut dilaporkan sebagai "Hutang Lain-lain”. 


Perusahaan mempunyai kontrak pembangunan prasarana dengan PT Jaya 
Teknik Indonesia dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama pada tahun 1992. 
Saldo hutang dari transaksi tersebut disajikan sebagai bagian dari 
"Hutang Usaha” (lihat Catatan 17). " 


Untuk pembangunan rumah, Perusahaan tidak menggunakan jasa 
perusahaan afiliasi. 


. Hutang Jangka Pendek 


Pada tahun 1992, Perusahaan memperoleh hutang dari PT Jaya Bank 
International (lihat Catatan 16). Beban bunga atas pinjaman tersebut pada 
tahun 1993 dan 1992 masing-masing sebesar 24 dari seluruh beban 
bunga (lihat Gatatan 29). Perusahaan memperoleh pinjaman tanpa bunga dari 
PT Jaya Real Estate Company sebesar Rp 3.000.000.000 pada tahun 1992 yang 
telah dilunasi pada tahun 1993. 


. Jasa Manajemen 


Perusahaan memberikan imbalan jasa manajemen dan biaya administrasi 
lainnya kepada PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya (lihat catatan 28). 


. Sewa Guna Usaha 


Perusahaan mempunyai transaksi sewa guna usaha dengan PT Jaya Fuji 
Leasing Pratama (lihat Catatan 13). Transaksi tersebut dilakukan dengan 
persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya transaksi dengan pihak 
bukan afiliasi. 


PERSEDIAAN 


1993 1992 1991 
Tanah matang Rp 35.254.553.896 Rp 15.187.142,242 Rp 34.685.503.613 
Bangunan rumah 12.534.638, 605 1,923. 497.242 4.214.176.133 
Bangunan rumah dalam penyelesaian 5.778.112.422 3.401,592,568 1,831. 426.150 
Jumlah Rp 53.567.304.923 Rp 20.512.232,052 Rp 40,731.105.896 


Berkisar 16,74% dari luas tanah matang dan tanah untuk pengembangan 
yang dikuasai Perusahaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang 
diperoleh dari bank (lihat Catatan 16). 


P D D. K, 


Saldo perkiraan ini pada tanggal 31 Desember 1993 merupakan Pajak 
Pertambahan Nilai dibayar di muka. 


. UANG MUKA LAIN-LAIN 


Perkiraan ini sebagian besar merupakan uang muka untuk pengurusan 
pembelian tanah dan penyambungan listrik dan telepon. 


H UN GEMBANGAN 


Perkiraan ini merupakan tanah mentah yang dikuasai Perusahaan 
masing-masing seluas 516,07 Ha, 471,58 Ha dan 404,03 Ha pada tahun 1993, 
1992 dan 1991, yang terletak di daerah sekitar Bintaro Jaya yang belum 
dikembangkan, Tanah mentah tersebut akan dipindahkan ke perkiraan 
"Persediaan" pada saat aktivitas pengembangan dimulai. Pada tahun 1992 dan 
1991, perkiraan ini juga mencakup uang muka pembelian tanah di daerah 
Kemanggisan dari PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya, pemegang saham 
(lihat Catatan 5e) masing-masing sebesar Rp 13.985.000.600 dan 
Rp 9.285.000.000. Transaksi pembelian tanah di daerah Kemanggisan telah 
dilaksanakan pada tahun 1993 dan tanah yang dibeli seluas 10.814 m2 
dengan harga perolehan sebesar Rp 5.861.100.000 telah dicatat sebagai 
persediaan. Kelebihan uang muka pembelian tanah tersebut diperhitungkan 
dalam pembayaran pembelian Pusat Perbelanjaan Senen Blok IV dan V dan Slipi 
Jaya Plaza (lihat Catatan 12), 


Berkisar 16,748 dari luas persediaan tanah matang dan tanah untuk 
pengembangan pada tahun 1993 (lihat Catatan 16) dan 81 Ha tanah untuk 
pengembangan pada tahun 1991 (lihat Catatan 20) digunakan sebagai jaminan 
atas pinjaman yang diperoleh dari beberapa bank, 


10. PENYERTAAN SAHAM 


Perkiraan ini pada tanggal 31 Desember 1992 dan 1991 merupakan 
penyertaan saham dengan pemilikan sebesar 98,96% pada PT Jaya Real 
Estate Company (JREC) yang diperoleh pada tahun 1991 dengan nilai nominal 
sebesar Rp 79.170.000.000 terbagi dalam 79.170.000 saham dan menghasilkan 
goodwill negatip sebesar Rp 7.790.890.767 yang akan diamortisasi selama 20 
tahun mulai tahun 1991. Sehubungan dengan penyertaan saham tersebut, 
Perusahaan menerbitkan surat aksep sebesar Rp 68.000.000.000. Pada tanggal 
31 Desember 1991 berdasarkan Surat Penyelesaian Wesel, Surat Aksep 
tersebut dikompensasi dengan Surat Aksep yang diterbitkan oleh JREC 
sehubungan dengan penyertaan saham pada Perusahaan. Kompensasi ini telah 
dikuatkan oleh akta Notaris Sutjipto SH dalam akta No. 134 tanggal 14 Mei 
1992 (lihat Catatan 22). Sisanya sebesar Rp 11.170.000.000 sudah dibayar di 
muka pada tahun 1990. 


Penyertaan saham ini dicatat dengan metode pemilikan (Eguity 
Method). Rincian nilai penyertaan bersih setelah ditambah dengan 
pendapatan bersih dari penyertaan pada perusahaan anak dan dikurangi 
goodwill negatip yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut: 


1992 1991 

Nilai penyertaan awal Rp 87.157.931.267 Rp 86.960.890.767 
Ditambah bagian laba dari 

perusahaan anak 13.783.807.590 197.040.500 
Jumlah 100.941.738.857 87.157.931.267 
Dikurangi goodwill negatip - setelah 

dikurangi amortisasi goodwill 

sebesar Rp 389.544.538 dan 

Rp 97.386.135 pada tahun 1992 

dan 1991 ( 7.303.960.094) ( 7.693.504.632) 
Nilai bersih Rp 93.637.778.763 Rp 79.464.426.635 

Pada tanggal 26 Nopember 1993, Perusahaan menjual penyertaaan 


saham pada JREC kepada PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya, pemegang 
saham, dengan nilai nominal setelah menerima dividen kas sebesar 
Rp 17.964,332.857 (lihat Catatan 5d). Penjualan saham tersebut telah 
diaktakan oleh Notaris Sutjipto SH dengan akta No. 108 tanggal 
26 Nopember 1993. Perusahaan memperoleh laba penjualan penyertaan saham 
sebesar Rp 1.854.497.473. Perhitungan laba penjualan penyertaan saham 
tersebut, adalah sebagai berikut: 


11, 


Nilai buku penyertaan awal tahun - setelah 
dikurangi dengan goodwill negatip yang 


belum diamortisasi Rp 93.637.778.763 
Ditambah: 
- Bagian laba dari perusahaan anak untuk 
periode 11 bulan 1.284.974.128 
- Amortisasi goodwill negatip tahun berjalan 357.082.493 
Jumlah 95.279.835. 384 
Dikurangi pendapatan dividen 17.964.332.857 
Nilai buku penyertaan saham sebelum penjualan 77.315.502.527 
Harga jual penyertaan saham 79.170.000.000 
Laba penjualan penyertaan saham Rp 1.854.497.473 


PENYAJIAN KEMBALI PENYERTAAN SAHAM 


Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk memasyarakatkan sebagian 
sahamnya, dan untuk menggambarkan pemilikan Perusahaan atas aktiva bersih 
PT Jaya Real Estate Company, Perusahaan telah menyajikan kembali laporan 
keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992 dan 1991, 
dengan mengubah metode pencatatan penyertaan saham dari metode harga 
perolehan menjadi metode pemilikan (lihat Catatan 2h). Dengan metode 
pemilikan, dividen kas yang diterima pada tahun 1993 dicatat sebagai 
pengurang penyertaan saham. 


Pengaruh penyajian kembali tersebut adalah sebagai berikut: 


31 Desember 1992 


Laporan Terdahulu Disajikan Kembali 


Penyertaan saham Rp 79.170.000.000 Rp 93,637.778.763 
Laba ditahan awal tahun 25.614.295.126 25.908.721.761 
Bagian laba dari perusahaan anak - 13,783.807.590 
Amortisasi goodwill negatip - 389.544.538 
Laba ditahan akhir tahun 18.125.069.226 32.592.847.989 


31 Desember 1991 


Laporan Terdahulu Disajikan Kembali 


Penyertaan saham Rp 79.170.000.000 Rp 79.464.426.635 
Bagian laba dari perusahaan anak - 197.040.500 
Amortisasi goodwill negatip - 97.386.135 
Laba ditahan akhir tahun 25.614.295.126 25.908.721.761 


12. AKTIVA TETAP 


1993 1992 1991 
Harga Perolehan 
Tanah Rp 71.162.848,662 Rp 612.290.036 Rp 4.621.390.036 
Gedung kantor dan pusat perbelanjaan 48. 689,824, 986 1.186.974.986 2.677.874.986 
Pusat kegiatan olah raga 789.597.552 197.816.176 197.816.176 
Peralatan gedung kantor dan pusat perbelanjaan 8.895.218.230 114.668.230 114.668.230 
Perabot gedung kantor dan pusat perbelanjaan 177.283.975 104.900.425 204.161.593 
Kendaraan 182,510,521 176.280.521 176.280.521 
Mesin kantor 251.054.841 219.481.291 270, 419.190 
Jumlah 130.148. 338. 767 2.912.411.665 8.562.610.732 
Dikurangi Akumulasi Penyusutan 
Gedung kantor dan pusat perbelanjaan 514,224,423 454,875,674 470.071.924 
Pusat kegiatan olah raga 163.226.310 123,746,432 98.855. 623 
Peralatan gedung kantor dan pusat perbelanjaan 48.283. 726 42.550.314 36.816.903 
Perabot gedung kantor dan pusat perbelanjaan 83.170.120 55.763.325 146. 446,032 
Kendaraan 168.371.995 153.864.070 131,902,145 
Mesin kantor 146. 982.473 96.771.505 123.149.413 
Jumlah 1.124.259.047 927.571.320 1.007.242.040 
Nilai Buku 
Tanah 71.162.848. 662 612.290.036 4.621.390.036 
Gedung kantor dan pusat: perbelanjaan 48.175. 600.563 732.099.312 2.207.803.062 
Pusat kegiatan olah raga 626.371.242 374.069. 744 398.960.553 
Peralatan gedung kantor dan pusat perbelanjaan 8.846.934.504 72.117.916 77.851.327 
Perabot gedung kantor dan pusat perbelanjain 94.113.855 19.137.100 57.715.561 
Kendaraan 14.138.526 22.416.451 14.378.376 
Mesin kantor 104.072.368 122.709.786 147.269.777 
Nilai Buku Rp 129,024.079.720 Rp 1.984.840.345 Rp 7.555.368.692 


Pertambahan aktiva tetap pada tahun 1993 terutama berupa pembelian 
Pusat Perbelanjaan Senen Blok IV dan V dan Slipi Jaya Plaza beserta kegiatan 
pengusahaannya, aktiva lain dan kewajiban yang berkaitan dengan usaha Pusat 
Perbelanjaan tersebut dari PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya, pemegang 
saham (lihat Catatan 5e). Nilai perolehan aktiva tetap yang diambil alih 
sesuai dengan laporan hasil penilaian dari perusahaan penilai yang 
independen adalah sebesar Rp 121.204.400.000. Pengalihan tersebut dibayar 
dengan kas dan kompensasi kelebihan uang muka pembelian tanah di Kemanggisan 
(lihat Catatan 9) yang seluruhnya berjumlah Rp 92.000.000.000 serta 
pengalihan pendapatan sewa ditangguhkan, setoran jaminan telepon dari 
penyewa dan asuransi dibayar di muka masing-masing sebesar 
Rp 7.641.249.484, Rp 609.768.281 dan Rp 241.331.365. Sisa nilai perolehan 
yang belum dibayar sebesar Rp 21.194.713.600 dicatat sebagai "Hutang kepada 
Pemegang Saham” (lihat Catatan 21). 


13. 


14. 


Jumlah penyusutan yang dibebankan pada beban umum dan administrasi 
masing-masing sebesar Rp 196.687.727, Rp 231.046.041 dan Rp 272.068.452 
untuk tahun 1993, 1992 dan 1991, 


Tanah Pusat Perbelanjaan Senen Blok IV dan V dijaminkan untuk 
hutang yang diperoleh dari PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jaya (lihat 
Catatan 16). 


Aktiva tetap Perusahaan di luar tanah telah diasuransikan dengan 
jumlah tanggungan sebesar US$ 24.318.217,31 untuk gedung Pusat Perbelanjaan 
Senen Blok IV dan V dan Slipi Jaya Plaza dan Rp 2.314.048.603 untuk Kantor 
Taman dan Pusat Kegiatan Olahraga pada tanggal 31 Desember 1993. 


D. S GUN; 
Perusahaan mengadakan perjanjian sewa guna usaha dengan PT Jaya 
Fuji Leasing Pratama, afiliasi yang dilakukan untuk membeli satu unit 


generator set sebesar US$ 231.400 (lihat Catatan 5i). 


Pembayaran sewa minimum pada tanggal 31 Desember 1993 adalah 
sebagai berikut: 


Tahun Jumlah Cicilan Bunga Hutang pokok 
1994 Rp 163.960.419 Rp 25.290.734 Rp 138.669.685 
1995 163.960.419 15.145.580 148,814. 839 
1996 122.970, 316 4.253.106 118.717.210 
Jumlah Rp 450.891.154 Rp 44.689.420 406.201.734 


Dikurangi bagian yang jatuh tempo 
dalam waktu satu tahun 138.669.685 


Hutang sewa guna usaha yang jatuh tempo 
lebih dari satu tahun Rp 267.532.049 


Pada tahun 1993 aktiva sewa guna usaha belum disusutkan karena 
generator set tersebut belum digunakan. 


Aktiva sewa guna usaha tersebut telah diasuransikan dengan jumlah 
tanggungan yang cukup. 


UANG MUKA PENYERTAAN SAHAM 


Perkiraan ini pada tanggal 31 Desember 1993 merupakan uang muka 
penyertaan saham pada PT Bintaro Serpong Damai (BSD), perusahaan yang akan 
membangun dan mengelola jalan tol. Atas modal yang ditempatkan oleh 
Perusahaan sebanyak 2.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 
per saham adalah sebesar 40% dari jumlah seluruh modal yang ditempatkan oleh 
BSD. Anggaran dasar perusahaan tersebut belum disetujui oleh Menteri 
Kehakiman. 


15. 


16. 


BANGUNAN DALAM PENGERJAAN 


Perkiraan ini merupakan gedung Plaza Bintaro Jaya, Gedung Serba 
Guna dan bangunan restoran dalam pengerjaan yang diselesaikan pada awal 
tahun 1994 masing-masing sebesar Rp 20.630.318.368, Rp 1.383.106.483 dan 
Rp 82.710.000. 


Bangunan dalam pengerjaan Perusahaan telah diasuransikan dengan 
jumlah tanggungan sebesar Rp 26.054.583.634. 


Sekitar 508 dari pembangunan gedung tersebut dilakukan oleh 
perusahaan afiliasi (lihat Catatan 5£). 


HUTANG BANK 
Pagu Kredit 1993 1992 1991 
hak di Luar Afiliasi 
Serukan 
PT Bank Dagang Negara 
(Persero), Cabang 
Bintaro Jaya Rp 9.800.000.000 Rp 9.800.000.000 Rp 7.412.318.089 Rp 6.614.163.043 
PT Bank Pembangunan Daerah, 
DKI Jaya 4.210.000.000 3.695.767.655 989.336.107 961.559.869 
PT Lippo Bank 5.000.000.000 - - 907.251.670 
Pinjaman Jangka Pendek 
PT Bank Danamon Indonesia 38.000.000.000 38.000.000.000 38.000.000. 000 20.000.000. 000 
PT Multinational Investment 
Corporation (MULTICOR) Bank 5.000.000.000 5.000.000, 000 5.000.000.000 5.000.000.000 
PT Lippo Bank, Gatot Subroto 17.600.000.000 - 1.750.000.000 17.600. 000. 000 
PT Bank Duta, Kebon Sirih 8.000.000.000 - 4 5.449.424, 900 
PT Bank Nusa Internasional 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 
PT Usaha Pembiayaan Pembangunan 
Indonesia (UPPINDO) 2.900.000.000 a d 650, 000.000 
Afiliasi 
Pinjaman Jangka Pendek 
PT Jaya Bank International 12.500.000.000 - 1.000.000.000 - 
Jumlah Rp 56.495.767.655 Rp 64.151.654,196 Rp 59.182.399.482 


Seluruh pinjaman dalam mata uang rupiah dengan suku bunga berkisar 
antara 16,504 sampai 234 pada tahun 1993, 24% sampai 29% pada tahun 1992 dan 
antara 17,504 sampai 27,50% pada tahun 1991. 


Pihak di Luar Afiliasi 


Pinjaman yang diterima dari PT Bank Dagang Negara (Persero), 
PT Lippo Bank, PT Bank Danamon Indonesia dijamin dengan tanah di kawasan 
Bintaro Jaya yang dikuasai Perusahaan dan jaminan perusahaan (corporate 
guarantee) dari PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya, pemegang saham. 


17. 


Pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah, DKI Jaya dijamin dengan 
sebidang tanah Pusat Perbelanjaan Senen IV dan V dan jaminan perusahaan 
(corporate guarantee) PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya, pemegang saham. 


Pinjaman dari PT Multinational Investment Corporation (MULTICOR) 
Bank dan PT Bank Duta dijamin dengan tanah di kawasan Bintaro Jaya yang 
dikuasai Perusahaan. 


Pinjaman dari PT Bank Nusa International dijamin dengan pengalihan 
hak atas hasil penjualan tanah dan jaminan perusahaan (corporate guarantee) 
dari PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya, pemegang saham. 


Pinjaman dari PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (UPPINDO) 
dijamin dengan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dari PT Pembangunan 
Ibukota Jakarta Raya, pemegang saham. g 


Luas tanah yang dijaminkan untuk hutang kepada PT Bank Dagang 
Negara (Persero), PT MULTICOR Bank dan PT Bank Danamon Indonesia berkisar 
16,74% dari luas persediaan tanah matang dan tanah untuk pengembangan pada 
tahun 1993 (lihat Catatan 6 dan 9). 


Afiliasi 

Pinjaman dari PT Jaya Bank International dijamin dengan jaminan 
perusahaan (corporate guarantee) dari PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya, 
pemegang saham dan dibebankan bunga dengan tingkat suku bunga normal seperti 
yang diberikan kepada pihak ketiga (lihat Catatan 5g). 
UTANG US. 


Perkiraan ini terdiri dari: 


1993 1992 1991 
a. Pihal ar Afiliasi 
PT Sinar Hidayat Utama Rp 2.976.984.500 Rp - Rp - 
PT Tri Manunggal Selaras Prima 537.854.820 68.874.115 103,460,724 
PT Pesat Mas 68.743.235 1.075.895.850 - 
PT Duta Comfact - 3.808.619. 000 - 
DPU Tangerang - 700.000.000 - 
PT Elta Ins. P - 507.964.739 - 
Lain-lain (di bawah Rp 500.000.000) 3.920.379.510 2.693.278.034 952.353.319 
Jumlah 7.503.962.095 8.854.661.738 1.055.814.013 


18. 


1993 1992 1991 


b. Pihak Afiliasi 


PT Bumi Serpong Damai Rp - Rp 1.154.159.170 Rp 1.154.159.170 

PT Jaya Teknik Indonesia - 715.826.150 - 

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama - 150,790, 311 - 

PT Jaya Daido Concrete - 7.321.582 - 
Jumlah = 2.028.097.213 1.154.159.170 


Rp 7.503.962.095 Rp 10.882.758.951 Rp 2.209.973.213 


Jumlah a 


Hutang kepada perusahaan di luar afiliasi berasal dari transaksi 
pembelian tanah, pengembangan prasarana dan pembangunan rumah. 


Hutang kepada perusahaan afiliasi berasal dari transaksi pembelian 


tanah dan transaksi pengembangan prasarana (lihat Catatan 5£). 


HUTANG PAJAK 


1993 1992 1991 


Taksiran hutang Pajak Penghasilan, dikurangi dengan 

pembayaran di muka sejumlah Rp 4.949.914.060 

pada tahun 1993, Rp 2.551.337.015 pada tahun 

1992 dan Rp 964.538.879 pada tahun 1991 Rp 6.699.498.010 Rp 2.749.105.085 Rp 4,189,982. 521 
Hutang pajak Lainnya 

Pajak Penghasilan 


Pasal 21 1.176.235.790 1.033.228.982 6.059.942 
Pasal 23 4.048.154 5.751.487 2.831.207 
Pasal 25 - Desember 250,394. 714 125.987.136 45,108,124 
Pajak Pertambahan Nilai - 494.799.359 635.140.616 
1.430.678. 658 1.659. 766. 964 689.139.889 

Jumlah Rp 8.130.116.698 Rp 5.408.872.049 Rp 4.873.122.410 


Rekonsiliasi antara laba komersial sebelum taksiran Pajak 
Penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut: 


1993 1992 1991 


Laba komersial sebelum taksiran Pajak 


Penghasilan sesuai dengan Laporan rugi-laba Rp 40.944.703.293 Rp 31.868.999.921 Rp 15.060.674.405 
Koreksi Positip 


Pajak dan denda 218.631.145 142.326.301 18.109.346 
Pemberian kenikmatan kepada karyawan 132.847.571 63.069.861 18.276.314 
Representasi, jamuan, komisi dan sumbangan 88.917.546 22.887.310 90.767.905 
Bunga sewa guna usaha 7.695.732 - - 
Rugi kurs 2.315.716 - 3 
Rugi penjualan aktiva tetap 163.067 27.159.093 1.667.500 


1993 1992 1991 


Koreksi Negatip 


Penyusutan (Rp 4.556.765.864) Rp 67.316.406 Rp 13.013.062 
Laba penjualan penyertaan saham ( 1.854.497.473) Lag - 
Bagian laba dari perusahaan anak termasuk 
amortisasi goodwill negatip « 1.642.056.621)( 14.173.352.128) ( 294.126.635) 
Sewa guna usaha « 40,947. 454) - - 
Pendapatan bunga deposito berjangka yang 
pajaknya bersifat final bad - ( 210.877.596) 
Taksiran penghasilan kena pajak Rp 33.301,006.658 Rp 18.018.406.764 Rp 14.727.204.301 


Perhitungan taksiran Pajak Penghasilan dan taksiran hutang Pajak 
Penghasilan adalah sebagai berikut: 


1993 1992 1991 


Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan) Rp 33.301.006.000 Rp 18,018.406,000 Rp 14,727,204, 000 


Taksiran Pajak Penghasilan Rp 11.649,352.100 Rp 6.300.442.100 Rp 5.148.521.400 


Pembayaran pajak di muka 
Pajak Penghasilan Pasal 23 550.070.171 168.580.923 46.376. 955 


Taksiran Pajak Penghasilan yang harus dibayar 
sendiri 11.099. 281.929 6.131.861.177 5.102.144.445 


Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri - 


Pajak Penghasilan Pasal 25 4.399.843.889 2.382, 756.092 918.161. 924 
Taksiran hutang Pajak Penghasilan Rp 6.699.438.040 Rp 3.749.105.085 Rp 4.183.982.521 


Perhitungan perpajakan tersebut di atas untuk tahun 1993, 1992 dan 
1991 adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak untuk tahun- 
tahun yang dimaksud, 


19. UANG MUKA PENJUALAN 


Rincian perkiraan ini adalah sebagai berikut: 


1993 1992 1991 
Uang Muka Penjualan Tanah dan Bangunan Rumah Rp 42.472.289.628 Rp 12.534.B07.892 Rp 7.950.444.850 
Lain-lain 159.505.667 389.632.494 61,940.329 
Jumlah Rp 42.631.795.205 Rp 12.924.4/0.386 Rp 8.012.385.179 


20. 


21. 


22. 


Uang muka penjualan tanah dan bangunan rumah merupakan uang muka 
yang diterima dari penjualan tanah dan rumah yang belum memenuhi persyaratan 
pengakuan pendapatan per 31 Desember. 


HUTANG BANK JANGKA PANJANG 


Pada tanggal 31 Desember 1991, perkiraan ini merupakan pinjaman 
yang diperoleh dari PT Lippo Bank sebesar Rp 9.500.000.000 dengan jaminan 
tanah untuk pengembangan seluas 81 ha. (lihat Catatan 9) dengan tingkat 
bunga 26,5% per tahun. Dari jumlah tersebut, bagian yang jatuh tempo dalam 
waktu satu tahun berjumlah Rp 4.500.000.000. Pada tahun 1992 seluruh 
pinjaman tersebut telah dilunasi. 


HUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM 


Pada tanggal 31 Desember 1993, perkiraan ini sebagian besar berasal 
dari pengambilalihan Pusat Perbelanjaan Senen Blok IV dan V dan Slipi Jaya 
Plaza dari PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya, pemegang saham Perusahaan 
(lihat Catatan 5e dan 12). 


Pada tanggal 31 Desember 1991, perkiraan ini merupakan uang muka 
setoran modal, yang digunakan sebagai. setoran modal pada tahun 1992 
(lihat Catatan 22). 


MODAL SAHAM 


Perusahaan seluruhnya dimiliki oleh PT Pembangunan Ibukota Jakarta 
Raya. Berikut ini disajikan perubahan modal disetor dan pemilikan saham 
pada tanggal 31 Desember 1993, 1992, dan 1991: 


Jumlah Nilai Nominal Jumlah Modal Persentase 
Tahun Nama Pemegang Saham Saham per Saham Saham Pemilikan 
Rp Rp x 

1993 PT Pembangunan Ibukota 

Jakarta Raya 150.000, 000 1.000 150.000.000. 000 100 
1992 PT Pembangunan Ibukota 

Jakarta Raya 100.000.000 1.000 100.000.000.000 100 
1991 PT Pembangunan Ibukota 

Jakarta Raya 10.962 1.000.000 10.962. 000.000 100 


Pada tanggal 18 September 1991, Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang 
Saham memutuskan untuk membagikan dividen saham sebesar Rp 903.800.000. 
Jumlah modal disetor setelah pembagian dividen meningkat menjadi 
Rp 2.000.000.000 dari modal yang ditempatkan sebesar Rp 10.962.000 .000. 


Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 20 September 1991, 
PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya (PIJR) menjual 8.962 saham Perusahaan 
kepada PT Jaya Real Estate Company (JREC) dengan harga perolehan. Saham 
sebanyak 8.962 saham yang dijual tersebut berasal dari saham yang telah 
ditempatkan, yang baru disetor sebesar Rp 896.200.000 sedangkan sisanya 
sebesar Rp 8.065.800.000 belum disetor oleh PIJR. Berdasarkan persetujuan 
antara PIJR dan JREC, JREC akan membayar harga pembelian saham Perusahaan 
yang belum disetor sejumlah Rp 8.065.800.000 langsung kepada Perusahaan. 
Pembayaran tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat aksep yang jatuh 
tempo pada tanggal 21 Desember 1991. Sedangkan PIJR melunasi sisa modal yang 
telah ditempatkan sebesar Rp 896.200.000 dengan mengalihkan tagihannya pada 
JREC ke Perusahaan. 


Pada tanggal 23 September 1991, Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang 
Saham memutuskan untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan dari 
Rp 10.962.000.000 menjadi Rp 150.000.000.000 dan mengubah nilai nominal 
saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.000. Jumlah saham yang ditempatkan dan 
disetor ditingkatkan sebesar Rp 59. 038.000.000 melalui penerbitan surat 
aksep oleh JREC, sehingga modal ditempatkan dan disetor menjadi 
Rp 70.000.000.000. Setelah peningkatan modal tersebut, modal ditempatkan dan 
disetor oleh JREC dan PIJR masing-masing menjadi Rp 68.000.000.000 dan 
Rp 2.000.000.000. Peningkatan modal dasar ini telah diaktakan pada tanggal 
14 Mei 1992 oleh Notaris Sutjipto SH dengan akta No. 133 dan telah 
mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan surat No. C2- 
5102.HT.01.04.Th"92 tanggal 20 Juni 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara 
No. 77 Tambahan No. 4718 tanggal 25 September 1992. Pengesahan perubahan 
anggaran dasar tersebut diperoleh setelah tanggal 31 Desember 1991, oleh 
karena itu modal disetor yang dilaporkan pada neraca adalah sebesar 
Rp 10.962.000.000, sesuai dengan modal dasar pada anggaran dasar sebelumnya, 
sedangkan sisanya sebesar Rp 59.038.000.000 dilaporkan sebagai "Modal 
Disetor Lainnya". Modal disetor lainnya dicatat sebagai modal disetor 
setelah perubahan anggaran dasar disahkan oleh Menteri Kehakiman (lihat 
Catatan 23 dan 30), 


Berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 30 Nopember 1991,- JREG 
setuju untuk menjual saham Perusahaan yang dimiliki sebesar 
Rp 68.000.000.000 kepada PIJR, pemegang saham yang lain. Transaksi ini 
secara formal dilaksanakan dan diaktakan oleh Notaris Sutjipto SH dengan 
akta No, 202 tanggal 30 Oktober 1992. 


Pada tanggal 31 Desember 1991, berdasarkan Surat Penyelesaian 
Vesel, surat aksep yang diterbitkan oleh JREC berjumlah Rp 67.103.800.000 
dikompensasikan dengan surat aksep yang diterbitkan Perusahaan kepada JREC 
sebesar Rp 68.000.000.000 sehubungan dengan penyertaan Perusahaan pada JREC 
(lihat Catatan 10). Sisa surat aksep yang diterbitkan oleh Perusahaan yang 
belum dikompensasi sebesar Rp 896.200.000, dikompensasi dengan Piutang JREC. 
Kompensasi ini kemudian diperkuat dengan akta No. 134 tanggal 14 Mei 1992 
dari Notaris Sutjipto SH. 


Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Pebruari 1992, pemegang 
saham memutuskan untuk meningkatkan modal disetor menjadi Rp 100.000.000.000 
yang berasal dari konversi hutang kepada PIJR sebesar Rp 13.520.000.000 dan 
kapitalisasi laba ditahan sebesar Rp 16.480,000,000 (lihat Catatan 21 
dan 24). 


23. 


24. 


25. 


Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 
26 Nopember 1993 yang diaktakan oleh Notaris Sutjipto SH dalam akta 
No, 106, pemegang saham antara lain memutuskan peningkatan modal ditempatkan 
dan disetor penuh dari Rp 100.000.000.000 menjadi Rp 200.000.000.000. 
Peningkatan modal disetor tersebut berasal dari setoran tunai sebesar 
Rp 53.000.000.000 dan dividen saham sebesar Rp 47.000.000.000. 


Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa pemegang saham pada tanggal 
26 Nopember 1993 yang diaktakan oleh Notaris Sutjipto SH dengan akta 
No. 109, pemegang saham memutuskan perubahan seluruh anggaran dasar 
Perusahaan, termasuk peningkatan modal dasar Perusahaan dari 
Rp 150.000.000.000 menjadi Rp 250.000.000.000 yang terbagi dalam 250.000.000 
saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Perubahan tersebut disetujui 
oleh Menteri Kehakiman dengan Surat No. C2-1609.HT.01.04.Th.94 tanggal 
1 Pebruari 1994, Berdasarkan status modal dasar pada tanggal neraca, maka 
modal disetor yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 1993 adalah sebesar 
Rp 150.000.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000.000 dilaporkan 
sebagai "Modal Disetor Lainnya" (lihat Catatan 30). 


EKLASIFI: PERK; 


Beberapa perkiraan dalam laporan keuangan tahun 1992 dan 1991 telah 
direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 1993, 
antara lain : 


a. Reklasifikasi "Uang Muka Pembelian” sebesar Rp 13.985.000.000 pada tahun 
1992 dan Rp 9.285.000.000 pada tahun 1991 ke perkiraan "Tanah untuk 
Pengembangan”, 


b. Reklasifikasi "Biaya Masih Harus Dibayar" sebesar Rp 9.070.849.858 pada 
tahun 1992 ke perkiraan "Hutang Usaha". 


c. Reklasifikasi "Modal Disetor” sebesar Rp 59.038.000.000 pada tahun 1991 
ke perkiraan "Modal Disetor Lainnya" (lihat Catatan 22). 


DIVIDEN SAHAM 


Berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham pada 
tanggal 26 Nopember 1993 yang diaktakan oleh Notaris Sutjipto SH dalam akta 
No. 106 untuk tahun 1993, pemegang saham memutuskan membagi dividen saham 
sebesar Rp 47.000.000.000 yang berasal dari laba bersih tahun 1993 dan laba 
ditahan. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, masing- 
masing tanggal 28 Pebruari 1992 dan 18 September 1991, Pemegang Saham 
memutuskan untuk membagi dividen saham masing-masing sebesar 
Rp 16.480.000.000 dan Rp 903.800.000 dari. laba ditahan (lihat Catatan 22). 


DIVIDEN KAS 


Pada tahun 1993, Perusahaan telah membagikan dividen kas sebesar 
Rp 12.661.935.704 yang berasal dari laba ditahan dan dividen interim dari 
laba bersih tahun 1993. Pada tahun 1992 dan 1991, dividen kas yang dibagikan 
masing-masing sebesar Rp 2.404.431.593 dan Rp 1.903.980.443 yang berasal 
dari laba ditahan. 


26. 


27. 


28. 


1992 


1991 


Rp 91.197.861.459 
24.920,958,028 
371.686.905 


Rp 43.820.819.179 
24.943.671.011 
341.218.647 


PENJUALAN DAN PENDAPATAN SEWA 
1993 
Penjualan Tanah Rp 72.299.074.416 
Penjualan Bangunan Rumah 31.053.637.660 
Pendapatan Sewa Ruangan 331.749.794 
Jumlah Rp 103.684. 461.870 


Rp 116.490.506.392 


Rp 69.105.708.837 


Perusahaan menjual tanah di daerah Bintaro Jaya seluas 1.500 m2 


kepada PT Jaya Construction Management Manggala Pratama, 


afiliasi, pada 


tahun 1993 dan menjual tanah di Jl, Fatmawati seluas 46.665 m2 kepada 
PT Jaya Steel Indonesia, afiliasi, pada tahun 1992 (lihat Catatan 5a). 
Jumlah penjualan kepada pihak afiliasi sebesar 16 dan 26% dari seluruh 
jumlah penjualan dan pendapatan sewa pada tahun 1993 dan 1992, 


1992 


1991 


Rp 48,374.551.934 
22.721.138.666 
66.600.834 


Rp 13,445.419.278 
21.502.967.014 
202.027.680 


HARGA POKOK 
1993 
Harga Pokok Penjualan Tanah Rp 20.368.094.138 
Harga Pokok Penjualan Bangunan Rumah 25.256.011.329 
Beban Pengelolaan Ruangan yang Disewakan 97.595.209 
Jumlah Rp 45.721.700.676 


Rp 71.162.291.434 


Rp 35,150,413,972 


Maan 


Harga pokok penjualan tanah kepada perusahaan afiliasi adalah 
sebesar 0,003% dan 294 dari seluruh harga pokok pada tahun 1993 dan 1992 


(lihat Catatan 5a dan 26). 


1991 


Rp 6.845.156.250 


Rp 1.867.146.828 
461.062.172 
157 612.665 
272.068.452 
89.725.012 
21.711.756 
15.518.394 


51.207.457 


Perkiraan ini terdiri dari 
1993 

Gaji, bonus dan tunjangan karyawan Rp 8.063.022,013 
Jasa manajemen 779.918.723 
Telekomunikasi dan alat tulis 204.524.343 
Penyusutan 196.687.727 
Jasa profesional 66.300.387 
Representasi, jamuan dan sumbangan 61.592.725 
Pemeliharaan 45.240.499 
Sewa guna usaha 7.695.732 
Lain-lain 71.699.789 

Jumlah Rp 9.496.681.908 


Rp 8.191.261.227 


Rp 2.966.052.736 


29. 


30. 


31. 


Beban jasa manajemen dibayarkan kepada PT Pembangunan Ibukota 
Jakarta Raya, pemegang saham, sebagai imbalan atas jasa manajemen dan 
pembebanan biaya administrasi lainnya (lihat Catatan 5h). 


NGA PINJA) 


Perkiraan ini merupakan beban bunga hutang bank dengan tingkat 
bunga berkisar antara 16,5% sampai 23% pada tahun 1993, 24% sampai 29% 
pada tahun 1992 dan 17,5% sampai 27,5% pada tahun 1991 (lihat Catatan 16). 


Beban bunga pinjaman yang berasal dari PT Jaya Bank International, 
afiliasi, masing-masing sebesar Rp 231.753.605 dan Rp 396.680.056 pada tahun 
1993 dan 1992 (lihat Catatan 5g). 


PROFORMA LABA PER SAHAM 


Pada tanggal 26 Nopember 1993, Perusahaan meningkatkan setoran modal 
sebesar Rp 100.000.000.000 sehingga modal disetor seharusnya menjadi 
Rp 200.000.000.000, demikian juga pada tanggal 23 September 1991 dilakukan 
peningkatan sebesar Rp 59.038.000.000 sehingga modal disetor seharusnya 
menjadi Rp 70.000.000.000. 


Sesuai dengan status modal dasar yang telah disahkan oleh Menteri 
Kehakiman pada tanggal neraca, modal disetor yang dilaporkan pada tanggal 
31 Desember 1993 dan 1991 masing-masing adalah sebesar Rp 150.000.000.000 
dan Rp 10.962.000.000, sehingga selisihnya sebesar Rp 50.000.000.000 dan 
Rp 59.038.000.000 dilaporkan sebagai "Modal Disetor Lainnya” (lihat Catatan 
22). 


Seandainya modal dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri 
Kehakiman pada tanggal-tanggal tersebut sehingga modal disetor dilaporkan 
masing-masing sebesar Rp 200.000.000.000 dan Rp 70.000.000.000, maka 
proforma laba usaha dan laba bersih per saham pada tanggal 31 Desember 1993, 
1992, dan 1991 adalah sebagai berikut: 


1993 1992 1991 
Laba usaha per saham Rp 433 Rp 414 Rp 1.583 
Laba bersih per saham 270 301 541 


IKATAN DAN KEWAJIBAN BERSYARAT 


Pada tanggal 31 Desember 1993, Perusahaan mempunyai ikatan dan 
kewajiban bersyarat sebagai berikut : 


a. Perusahaan menghadapi beberapa kasus gugatan atas tanah yang dimilikinya, 
penasihat hukum Perusahaan berpendapat bahwa Perusahaan berada pada 
posisi kuat dalam menghadapi gugatan ini. 


b. 


Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama dengan beberapa bank dalam 
rangka pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada pembeli tanah dan 
bangunan rumah. Atas KPR tersebut terdapat 2 jenis perjanjian yaitu: 


(1). Buy back guarantee, dalam hal pembeli tidak membayar angsuran 
hutangnya kepada bank pemberi KPR, selama sertifikat dan akta jual 
beli sebagai jaminan belum diserahkan ke Bank, Perusahaan 
berkewajiban membeli kembali tanah berikut bangunan di atasnya 
dengan harga senilai jumlah pinjaman pembeli yang terhutang. 


(Li). Subrogasi, dalam hal pembeli tidak membayar angsuran hutangnya 
kepada pemberi KPR selama 2 bulan berturut-turut, Perusahaan 
berkewajiban untuk membayar tunggakan tersebut dan apabila sampai 
4 bulan pembeli masih tetap menunggak hutangnya maka Perusahaan 
harus melunasi seluruh hutang pembeli kepada pemberi KPR, baik 
karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya. Kewajiban ini 
berlangsung selama sertifikat belum diserahkan ke bank. 


Perusahaan tidak mengantisipasi kemungkinan timbulnya kerugian atas 
pemberian kredit pemilikan rumah tersebut, oleh karena berdasarkan surat 
persetujuan dengan bank-bank pemberi KPR, semua kewajiban jaminan 
Perusahaan dialihkan kepada PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya, pemegang 
saham yang berlaku surut sejak perjanjian kerjasama tersebut 
ditandatangani. 


32. PERJANJIAN 


a. 


Perusahaan mengadakan perjanjian bantuan teknis dengan PT Pembangunan 
Ibukota Jakarta Raya, pemegang saham, mengenai bantuan jasa penerimaan 
pegawai, perencanaan, pembiayaan, studi kelayakan dan manajemen. 
Perjanjian tersebut berlaku mulai tanggal 4 Januari 1993 dengan masa 
berlaku 10 tahun. 


Berdasarkan perjanjian No. 25/HK 8101/W04-050/92 tanggal 19 Agustus 1992, 
Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia untuk 
membangun fasilitas telekomunikasi di daerah Bintaro Jaya. Pelaksanaan 
pembangunan terbagi dalam 2 tahap dan akan diselesaikan dalam waktu 
2 tahun, kecuali apabila perjanjian tersebut diperpanjang. Pada tahap 
pertama dibangun 1.200 satuan sambungan telepon sedangkan pada tahap 
kedua dibangun 1.800 satuan sambungan telepon. Setelah pembangunan 
fasilitas telekomunikasi tersebut selesai, Perusahaan diharuskan 
menyerahkan hak pemilikan dan pengoperasian fasilitas tersebut kepada 
PT Telekomunikasi Indonesia. 


. Berkaitan dengan perjanjian No. b tersebut di atas, Perusahaan menunjuk 


PT Duta Comfact sebagai pelaksana pembangunan dengan persetujuan 
PT Telekomunikasi Indonesia. Berdasarkan perjanjian kerjasama yang 
diaktakan oleh Notaris Sutjipto SH dalam akta No. 154 tanggal 17 Oktober 
1992, nilai kontrak adalah sebesar Rp 9.142.697.000 yang terbagi dalam 
2 tahap. Beban untuk pembangunan tahap pertama termasuk bangunan stasiun 
pusat adalah sebesar Rp 5.083.649.000, sedangkan tahap kedua sebesar 
Rp 4.059.048.000. Pada tanggal 31 Desember 1993, pekerjaan tahap pertama 
telah selesai dan dibayar penuh. Beban untuk tahap pertama telah dicatat 
sebagai harga pokok penjualan. Pembangunan tahap kedua dimulai pada bulan 
Januari 1994, 


33, PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA 


a. 


Pada Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 4 Pebruari 1994 
yang diaktakan oleh Notaris Sutjipto SH dalam akta No. 42 pada tanggal 
yang sama, pemegang saham memutuskan untuk mengubah seluruh anggaran 
dasar Perusahaan yang disesuaikan dengan ketentuan pasar modal, dalam 
rangka rencana Perusahaan untuk menawarkan sebagihn sahamnya kepada 
masyarakat melalui pasar modal di Indonesia. Akta tersebut telah disahkan 
oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan 
No. C2-7238.HT.01.04.Th.94 tanggal 6 Mei 1994. 


Pada tanggal 16 Pebruari 1994 dengan surat No. 0171/RE/DIR/II/94, 
Perusahaan telah mengajukan Surat Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua 
Badan Pengawas Pasar Modal sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk 
menawarkan 35.000,000 sahamnya kepada masyarakat dengan nilai nominal 
sebesar Rp 1.000 per saham. 


. Pada tanggal 23 Mei 1994, Perusahaan telah melunasi seluruh hutang kepada 


pemegang saham. Pada tanggal yang sama Perusahaan mempunyai piutang pada 
pemegang saham dan perusahaan afiliasi sebesar Rp 26.425.046.583, sedang 
hutang bank bertambah sebesar Rp 62.488.188.276 dibandingkan dengan saldo 
pada tanggal 31 Desember 1993. 4 


XVIII. LAPORAN PENILAI 


Exchange House, 5th Floor 

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 3 
Kuningan, Jakarta 12950 - Indonesia 
Tel, : 520 3366, 520 3520, 522 1010 
Fax :(021)-520 3550 


PT. Artanila Permai 


Ref.082/LT.VAL/IN/94 
25 Maret 1994 


Kepada Yth. 


Dewan Direksi dan Komisaris 
PT. JAYA REAL PROPERTY 
Gedung Jaya, Lt. 12, 

Jl. M.H. Thamrin, 

Jakarta Pusat 


Dengan hormat, 


Sehubungan dengan penugasan penilaian yang dipercayakan kepada kami, PT. Artanila 
Permai sebagai Perusahaan Penilai yang telah memperoleh Izin dari Departemen 
Perdagangan Republik Indonesia, dengan surat Izin Usaha Perusahaan Penilai (SIUPP): 
No. 81/Pen/BSP-3/11/94 tertanggal 28 Pebruari 1994 dan terdaftar sebagai Profesi 
Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal No. 26/STTD-PP/PM/1993 
tertanggal 22 Maret 1993, telah melaksanakan penilaian atas properti-properti yang terdiri 
dari tanah-tanah dan bangunan-bangunan milik dan atau yang dikuasai oleh PT. Jaya 
Real Property. 


Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :- 


k Penugasan Penilaian dan Nilai yang dilaporkan disini adalah untuk kepentingan 
Penawaran Umum Saham melalui Pasar Modal (Go Public) PT. Jaya Real Property. 


2 Tanggal Penilaian (Value cut-off date) : 31 Desember 1993 
3. Nilai diungkapkan dalam Rupiah Republik Indonesia 


4. Nilai tukar US$./Rp. pada tanggal 31 Desember 1993 adalah US$1 - Rp. 2.110,- 
(kurs tengah). 
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DASAR PENILAIAN 


Kami diminta untuk menentukan Nilai Pasar Wajar dari properti-properti tersebut di atas, 
yang kami definisikan sebagai 'harga tertinggi yang dapat dicapai dalam suatu penawaran 
umum pada tanggal penilaian dilakukan, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut: 


a) adanya keinginan Penjual dan keinginan Pembeli: 


b) sebelum tanggal penilaian, telah adanya suatu tenggang waktu yang wajar 
(dengan mempertimbangkan jenis properti dan kondisi pasar) untuk 
pemasaran yang tepat, untuk negosiasi dan persetujuan harga serta 
batasan-batasan pada transaksi: 


c) harga mencerminkan kondisi pasar dan keadaan lainnya pada tanggal 
penilaian, dan 


d) tidak memperhitungkan adanya kepentingan pribadi dari pembeli’. 


Penilaian kami dibuat berdasarkan asumsi bahwa pemilik menjual properti dengan Nilai 
Pasar Wajarnya tanpa mengambil keuntungan dengan merubah perjanjian kontrak, sewa 
kembali, kerjasama, perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang dapat 
menaikan nilai dari properti tersebut. 


Kami tidak mempertimbangkan didalam penilaian kami adanya biaya-biaya pinjaman, 


jaminan atau agunan, maupun biaya-biaya lainnya atau biaya pajak (PPN) yang akan 
dikeluarkan pada saat penjualan. 


METODOLOGI PENILAIAN 


Tehnik-tehnik penilaian yang digunakan tergantung dari jenis dan kondisi dari properti- 
properti yang dinilai. Kami menggunakan Metode Pendapatan / Investasi dalam penilaian 
untuk properti yang dimaksudkan untuk investasi dan pengecekan dengan Metode 
Perbandingan Pasar dan Metode Biaya Pembangunan. Untuk properti berupa tanah 
kosong untuk pengembangan di masa datang, dinilai dengan menggunakan Metode 
Perbandingan Data Pasar dan pengecekan dengan Metode Residual. 
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Metode Pendapatan/Investasi 


Metode ini paling tepat digunakan dalam penilaian atas properti yang menghasilkan 
pendapatan karena tujuan utama pembelian properti tersebut adalah untuk menerima 
penghasilan secara teratur. Dalam metode ini, kami menghitung pendapatan kotor per 
tahun yang diperoleh dari sewa menyewa dengan mempertimbangkan harga sewa yang 
diperoleh pada saat ini serta harga sewa yang mungkin dicapai setelah berakhirnya masa 
sewa. Pendapatan kotor ini kemudian dikurangi dengan semua biaya operasional yang 
dikeluarkan per tahun untuk memperoleh pendapatan bersih per tahun. Nilai Pasar Wajar 
diperoleh dengan mengkapitalisasikan pendapatan bersih per tahun, yang mana nilai 
kapitalisasi tersebut merefleksikan potensi properti ini dalam memperoleh pendapatan, 
baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. 


Metode Perbandingan Data Pasar 


Metode Perbandingan Data Pasar menganalisa data transaksi dan daftar penawaran dari 
properti yang sebanding dengan properti yang dinilai. Dalam menentukan Nilai Pasar 
Wajar dari properti, penyesuaian dilakukan berdasarkan jenis kepemilikan tanah, lokasi, 
luas tanah atau bangunan, bentuk, kontur, peruntukan, intensitas bangunan yang 
diizinkan dan waktu. 


Metode Biaya Pembangunan 


Metode Penilaian ini menggunakan Metode Perbandingan Data Pasar untuk menentukan 
Nilai Pasar Wajar dari tanah yang kemudian ditambah dengan nilai pembangunan. Untuk 
bangunan yang baru selesai dibangun, nilai pembangunan dihitung berdasarkan Biaya 
Pembuatan Bangunan Baru yang mempertimbangkan seluruh biaya yang diperlukan pada 
saat ini meliputi bahan dan tenaga kerja, biaya dan keuntungan kontraktor, biaya 
pinjaman keuangan serta semua biaya-biaya perijinan lainnya. Untuk bangunan yang 
sudah cukup lama selesai dibangun, kami memperhitungkan Biaya Pembuatan Bangunan 
Baru dikurangi dengan faktor depresiasi dalam hal penyusutan fisik dan umur ekonomis 
bangunan untuk mendapatkan Nilai Pembangunan Terdepresiasi. 


Untuk properti yang sedang dalam pembangunan, kami mempertimbangkan nilai tanah 
dalam keadaan kosong yang kemudian ditambah seluruh biaya konstruksi yang telah 
dikeluarkan sampai dengan tanggal dilakukannya penilaian. 
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Metode Residual 


Metode Residual ini menggunakan Total Nilai Kotor Pembangunan (Gross Development 
Value - GDV), yang merupakan harga jual yang mungkin dicapai dari seluruh 
pengembangan lahan yang direncanakan atas penggunaan yang terbaik dari lahan 
tersebut ('Highest and Best Use'). Kemudian dari Total Nilai Kotor Pembangunan 
dikurangi biaya konstruksi, biaya jasa konsultan, biaya pinjaman keuangan, keuntungan 
developer, biaya pemasaran, biaya perizinan dan semua biaya-biaya lain yang terkait, 
untuk menentukan estimasi harga tanah. 


Kami menganggap benar semua informasi yang disampaikan oleh Perseroan kepada 
kami khususnya hal-hal yang berhubungan dengan sertifikat tanah, kepemilikan, 
persetujuan rencana, usulan pembangunan, tingkat hunian, harga sewa, luas lahan dan 
bangunan. Kami tidak mengadakan penyelidikan terhadap kepemilikan atas dokumen- 
dokumen/surat-surat yang kami peroleh. Dimensi, ukuran dan luasan telah termasuk 
didalam Sertifikat Penilaian yang berdasarkan pada informasi yang tertera didalam 
perjanjian sewa-menyewa dan dokumen-dokumen lainnya yang kami peroleh yang 
kemudian hanya merupakan perkiraan. Kami juga telah mengasumsikan bahwa properti 
tersebut bebas dari permasalahan, tidak ada halangan, larangan atau peraturan yang 
dapat mempengaruhi nilai, selain hal-hal yang telah diinformasikan kepada kami. 


Kami tidak diinstruksikan untuk mengadakan penelitian atas struktur bangunan, demikian 
pula dengan berfungsinya fasilitas. Jika terdapat ketidaksempurnaan atau kerusakan yang 
kami ketahui pada waktu inspeksi akan tercermin dalam penilaian kami. 


Oleh karena pada hakekatnya, disiplin profesi dan lingkup kerja kami adalah penilaian 
dan dalam hal ini penilaian properti untuk kepentingan go public, maka dengan demikian 
aspek-aspek dari segi-segi hukum dan keuangan tidak termasuk dalam tanggung jawab 
kami. 


Sepengetahuan kami aspek-aspek tersebut sudah ditangani oleh Konsultan Hukum dan 
Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebagaimana pendapat profesi penunjang tersebut 
yang disajikan secara terpisah dalam prospektus. 
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PROPERTI 


PT. JAYA REAL PROPERTY 


Nama Properti 


1. Kompleks Perumahan 
Bintaro Jaya, Tangerang 
Jawa Barat 
Rumah Siap Huni :428 unit 
Rumah Sedang Dibangun : 585 unit 
Kavling Siap Bangun : 427.027 m2 
Tanah Mentah : 5.160.688 m2 


2. Kantor Taman Bintaro 
Jl. Bintaro Utama, Bintaro 
Jakarta Selatan 
Luas Lahan Kotor : 18.292 m2 
Luas Lahan Bersih: 11.462 m2 
(setelah dikurangi luas tanah 
yang telah dijual seluas 6.830 m2) 
Luas Bangunan yang 
Disewakan : 1.442 m2 
Luas Kotor Bangunan : 1.484 m2 


3. Kantor Proyek Bintaro 
Bintaro, Tangerang 
Jawa Barat 
Luas Lahan Kotor : 11.235 m2 
Luas Lahan Bersih: 10.055 m2 
(setelah dikurangi rencana 
pembuatan saluran air 
(drainase) seluas 1.180 m2) 
Luas Bangunan : 500 m2 


4. Kantor Pemasaran 
Bangunan Serba Guna, 
"Driving Range’, Mini Golf 
dan Restoran, Bintaro, 
Tangerang 
Jawa Barat 
Luas Lahan : 58.574 m2 
Luas Total Bangunan : 4.412 m2 


Nilai 
Bangunan 


(Rp) 


1.740.000.000, 


2.660.000.000, - 


Nilai 
Tanah 


(Rp.) 


1.264.753.000.000,- 


5.780.000.000,- 
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Nilai 
Pasar 
Wajar 

(Rp.) 


41.740.000.000,- 
1.264.753.000.000,- 


1.306.493.000.000,- 


7.005.000.000, - 


4.946.000.000,- 


2.660.000.000, - 
5.780.000.000, - 


8.440.000.000, - 
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Halaman 6. 
Nilai Nilai 
Bangunan Tanah 
Nama Properti (Rp.) (Rp.) 
5. Sport Center, Bintaro 496.000.000,- - 
Tangerang, Jawa Barat - 1.403.000.000,- 


Luas Lahan Kotor : 5.545 m2 
Luas Lahan Bersih : 5.320 m2 
Luas Bangunan : 425 m2 


6. Plaza Bintaro Jaya - - 
Jl. Bintaro Utama 3 A, 
Tangerang, Jawa Barat 
Luas Lahan : 51.275 m2 
Luas Lantai 
yang Disewakan : 19.380 m2 
Luas Kotor Bangunan : 31.299 m2 


7. Slipi Jaya Plaza e - 
Jl. Letjen. S. Parman 
Kav. 17-18, Jakarta Barat 
Luas Lahan Kotor : 7.660 m2 
Luas Lahan Bersih: 6.650 m2 
(setelah dikurangi 
rencana pelebaran jalan 
seluas 1.010 m2) 
Luas Lantai 
yang Disewakan : 9.532 m2 
Luas Kotor Bangunan : 12.182 m2 


8. Pusat Perdagangan - - 
Senen Block IV & V, 
Jl. Pasar Senen, Jakarta Pusat 
Luas Lahan : 20.940 m2 
Luas Lantai 
yang Disewakan : 24.899 m2 
Luas Kotor Bangunan : 61.683 m2 


9. Tanah kosong untuk perumahan - 
Jl. Kemanggisan, Jakarta Barat 
Luas Lahan Kotor : 12.364 m2 
Luas Lahan Bersih : 10.814 m2 
(setelah dikurangi dengan 
tanah yang telah dijual dan 
yang akan digunakan untuk 
rencana pembangunan jalan 
seluas 1.550 m2) 


PT. Artanila Permai 


Nilai 
Pasar 
Wajar 

(Rp.) 


496.000.000, - 
1.403.000.000, - 


1.899.000.000, - 


58.553.000.000, - 


39.035.000.000,- 


79.125.000.000, - 


12.976.500.000,- 


PT. Artanila Permai 


Ref.082/LT.VAL/I!!/94 
Halaman 7. 


NILAI PASAR WAJAR 


ə Setelah mempertimbangkan kondisi pasar dan berbagai faktor yang relevan, maka kami 
berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar dari 9 properti, pada tanggal 31 Desember 1993 
adalah sebesar : 


Rp.1.518.472.500.000.- 


(SATU TRILIUN LIMA RATUS DELAPAN BELAS MILYAR EMPAT RATUS 
TUJUH PULUH DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) 


Nilai tukar US$./Rp. pada tanggal 31 Desember 1993 adalah US$1.- = Rp.2.110,- (kurs 
tengah). 


Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak mempunyai kepentingan baik 
secara langsung maupun tidak langsung atas hasil penilaian yang telah kami lakukan, dan 
honorarium jasa penilaian yang kami terima sama sekali tidak tergantung dari besarnya 
nilai yang kami laporkan dalam penilaian ini. 


Hormat kami, 


PT. ARTANILA PERMAI 
Anggota GAPPI No. 068 


(NS 


HASMAN RUSLI 
Direktur 


Anggota MAPPI 93-B-0311 


HR/vt/up/ip/fl 


XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN 


NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 
Pasal 1. 


Perseroan ini bernama Perseroan terbatas: “ P.T. JAYA REAL PROPERTY “ (selanjutnya 
dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan “ Perseroan “), berkedudukan dan 
berkantor pusat di Jakarta, dengan mempunyai cabang atau perwakilan di tempat lain, 
baik di dalam maupun di luar Negeri- sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. 


JANGKA WAKTU 
Pasal 2. 


Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun, terhitung mulai 
tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), 
dengan tidak mengurangi ketetapan-ketetapan dalam pasal 51 Kitab Undang Undang 
Hukum Dagang. 


MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 3. 


1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : 

a. mengusahakan perusahaan real estate dengan menjalankan kegiatan-kegiatan yang 
lazim dilakukan oleh suatu perusahaan real estate, antara lain : melakukan 
pembebasan/ pembelian, pematangan tanah, membangun infra-struktur, gedung- 
gedung baik berupa rumah, kantor, apartemen, fasilitas olah raga dan rekreasi dan 
lain-lain bangunan, menjual, menyewakan, mengelola tanah dan bangunan, 

b. mengusahakan pengembangan kawasan pemukiman skala besar yang terencana 

secara menyeluruh dan terpadu, dengan pelaksanaan secara bertahap. 

. menciptakan pemukiman tersusun. 

- menyelenggarakan pengelolaan lingkungan siap bangun. 

. membangun jaringan prasarana lingkungan dan pengelolaannya. 
mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan utilitas umum. 

- mengusahakan perusahaan kontraktor (pemborong umum) segala macam bangunan 
termasuk sarana dan prasarananya dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan 
pembangunan dan pemeliharaan bangunan. 

h. mengusahakan dan menjalankan usaha yang berkaitan dengan usaha tersebut di 

atas, 


PPn 


2. Perseroan hendak mencapai maksud tersebut, baik dengan usaha sendiri maupun 
dengan bekerjasama dengan atau turut serta dalam perusahaan-perusahaan/ 
Perseroan-Perseroan lain dan selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang 
bersangkutan dengan usaha-usaha tersebut, dengan mengindahkan Undang-Undang 
dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku. 
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MODAL 
Pasal 4. 


1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
miliar rupiah), terbagi atas 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham, masing- 
masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). 


2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bahagian dan telah disetor penuh sebanyak 
200.000.000 (dua ratus juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 
Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) oleh pemegang saham tunggal, 
“yaitu : 

P.T. PEMBANGUNAN IBUKOTA JAKARTA RAYA disingkat P.T. PEMBANGUNAN 
JAYA tersebut, sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal 
sebesar dua ratus miliar rupiah Rp.200.000.000.000,00 

JUMLAH : 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal sebesar dua ratus 
miliar rupiah Rp.200.000.000.000,00 


3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan 
Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham pada waktu dan 
dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan peraturan 
yang termuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundangan yang berlaku di 
bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa di tempat di mana saham Perseroan 
dicatatkan asal saja penjualan itu tidak dengan harga dibawah pari. 


4. Jika saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara 
penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah 
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan 
oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan 
akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan 
tersebut (atau disebut juga” Right”), masing-masing pemegang saham tersebut akan 
mendapatkan Right tersebut menurut perbandingan jumlah saham yang mereka 
miliki pada tanggal yang ditetapkan dalam rapat umum para pemegang saham yang 
menyetujui pengeluaran saham baru yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) hari setelah Direksi mengumumkan tentang niat pengeluaran saham tersebut 
dengan penyetoran tunai harga saham-saham Perseroan yang akan diambil bagian 
oleh mereka masing-masing. 


Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan 
dikeluarkan atau Right tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan 
mengindahkan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku di 
bidang pasar modal, serta peraturan Bursa ditempat di mana saham Perseroan dicatat. 


- Direksi diwajibkan untuk mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham 
dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, satu di antaranya yang 
berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit 
di tempat kedudukan Perseroan. 
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- Para pemegang saham atau pemegang Right tersebut berhak membeli saham yang 
akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya pada 
waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan Direksi sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat 3 pasal 4 ini. 


- Apabila dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, para 
pemegang saham atau para pemegang Right tidak melaksanakan hak atas pembelian 
saham-saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai secara tunai harga saham 
yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk 
mengeluarkan saham-saham dimaksud di atas kepada siapapun juga dengan 
harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan 
mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan 
peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan bursa 
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatat. 


5. Ketentuan ayat 3 dan 4 di atas juga berlaku secara mutatis mutandis dalam hal 
Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat Warrant atau efek konversi 
dari derivatief-derivatief dari pada efek serupa lainnya yang dapat mempengaruhi 
komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan. 


6. Seluruh modal dasar harus telah dikeluarkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 
terhitung mulai tanggal disetujuinya perubahan anggaran dasar ini oleh Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia, kecuali jika jangka waktu itu diperpanjang oleh yang 
berwenang atas permintaan Direksi. 


7. Dalam hal peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham-saham lebih 
lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu yang ditetapkan oleh Rapat 
Direksi, dan Rapat Direksi harus menentukan harga saham-saham yang akan 
dikeluarkan serta syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan 
harga di bawah pari, keputusan rapat Direksi tersebut harus pula disetujui oleh Rapat 
Umum Para Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi ijin dari pihak 
yang berwenang. 


8. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham-saham yang ditempatkan 
sehubungan dengan peningkatan modal seperti tersebut dalam ayat 8 pasal 4 ini, 
maka Direksi terlebih dahulu harus menawarkannya kepada seluruh pemegang 
saham, yang namanya telah terdaftar didalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, 
ketentuan ayat 6 pasal 4 ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran 
saham-saham karena adanya peningkatan modal tersebut. 


SAHAM - SAHAM 
Pasal 5 


1. Semua saham dalam Perseroan adalah saham atas naina serta dikeluarkan atas nama 
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. 


— aa 
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2. Setiap surat saham harus diberikan nomor urut dan tanggal pengeluaran berikut 
dengan tanda pengenal sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan pada surat saham, 
surat obligasi konversi, surat warrant harus dibubuhi tandatangan atau tandatangan 
yang dicetak langsung di atasnya dari seorang Direktur yang ditunjuk Direksi dan 
seorang Komisaris yang ditunjuk Dewan Komisaris. 


3. Setiap pemilikan lebih dari 1 (satu) saham dapat dikeluarkan surat kolektip. Pada 
surat kolektip itu harus disebutkan jumlah dan nomor-nomor urut saham yang 
bersangkutan dan dibubuhi tandatangan atau tandatangan yang dicetak langsung di 
atas surat kolektip dari seorang Direktur yang ditunjuk Direksi dan seorang Komisaris 
yang ditunjuk Dewan Komisaris. 


4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang saja, baik perorangan atau suatu badan 
hukum, yang namanya tercatat sebagai pemilik dalam Daftar Pemegang Saham 
Perseroan. Jika 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, 
maka orang-orang yang mempunyai hak milik bersama itu harus menunjuk secara 
tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan 
hanya nama wakil ini saja yang dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan 
wakil ini harus dianggap sebagai pemegang yang sah dari saham-saham bersangkutan 
dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak yang berdasarkan 
hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. 


Sebelum Perseroan menerima pemberitahuan secara tertulis mengenai penunjukan 
wakil bersama itu atau suatu perubahan atas penunjukan wakil bersama itu atau 
suatu perubahan atas penunjukan tersebut, Perseroan berhak memperlakukan orang 
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu- 
satunya orang yang berhak menjalankan dan mempergunakan semua hak yang 
berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. 


Bilamana mengenai satu saham atau lebih timbul perselisihan mengenai hak 
kepemilikannya, maka atas pertimbangan Direksi, dividen yang timbul dari saham 
bersangkutan pembayarannya dapat ditahan hingga perselisihan diputus oleh 
Pengadilan. 


5. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada bursa-bursa efek di Indonesia 
berlaku peraturan-peraturan bursa efek di mana saham-saham Perseroan tercatat. 


PENGGANTI SURAT SAHAM 
Pasal 6 


1. Jika suatu surat saham rusak atau hilang atau karena sebab lain yang ditentukan oleh 
Direksi dianggap perlu untuk diganti, surat saham aslinya dapat ditukarkan dengan 
penggantinya atas permintaan tertulis yang ditujukan kepada Direksi Perseroan dan 
atas penyerahan surat saham asli itu atau sisa surat saham yang asli tersebut. 


6. 


. Surat saham asli seperti termaktub dalam ayat 1 pasal 6 ini, harus dimusnahkan pada 


rapat Direksi berikutnya dan kejadian ini harus dibuatkan berita acaranya. 


. Dalam hal surat saham hilang atau rusak sama sekali, penggantinya dapat dikeluarkan 


kepada pemegang saham yang bersangkutan asal saja pemegang saham yang 
bersangkutan memberikan bukti cukup yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa 
surat saham itu benar-benar hilang atau rusak sama sekali dan memberikan cukup 
jaminan sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa. 


. Pengeluaran pengganti untuk surat saham yang hilang atau rusak sama sekali wajib 


segera diumumkan oleh Direksi dengan iklan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar 
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sedikitnya 30 (tiga puluh) 
hari sebelum pengeluaran pengganti itu, kecuali untuk saham-saham yang tercatat 
pada bursa-bursa efek di Indonesia, karena untuk saham-saham tersebut harus 
diterapkan peraturan-peraturan bursa efek di mana saham-saham tersebut tercatat. 


. Pengeluaran pengganti sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal ini mengakibatkan 


surat-surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. 


Semua biaya yang dikeluarkan untuk pengganti surat saham sesuai dengan ketentuan 
pasal 6 ini harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. 


. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6 pasal 6 ini berlaku secara 


mutatis mutandis bagi pengeluaran pengganti surat kolektip, surat obligasi konversi 
atau surat warrant, 


DAFTAR PEMEGANG SAHAM 
Pasal 7 


- Direksi wajib mengadakan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang harus memuat 


nama dan alamat setiap pemegang saham, sebagaimana diberitahukan secara tertulis 
oleh pemegang saham kepada Direksi, nomor urut dan jumlah saham yang dimiliki 
oleh seorang pemegang saham dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Perseroan 
dan atau oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. Direksi wajib 
diberitahukan secara tertulis tentang setiap perubahan alamat seorang pemegang 
saham atau perubahan dalam hal-hal lainnya mengenai seorang pemegang saham 
dan sebelum pemberitahuan demikian diterima dengan betul oleh Direksi, maka 
alamat-alamat serta hal-hal lain yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 
harus dipergunakan untuk semua surat menyurat, panggilan-panggilan dan dividen- 
dividen yang dikirim kepada pemegang saham serta mengenai hak-hak lain yang 
dapat dilaksanakan oleh pemegang saham. 


. Atas permintaan pemegang saham bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai 


saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang ditentukan 
oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi 
mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh 


pp — 
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Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang Undang Hukum 
Perdata hanya terbukti dari pencatatan gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham 
Perseroan. 


3. Pencatatan-pencatatan dan atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham 
harus ditandatangani atau disetujui secara tertulis oleh seorang Direktur yang ditunjuk 
Direksi dan seorang Komisaris yang ditunjuk Dewan Komisaris. 


4. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan 
mengenai penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, cessie yang menyangkut 
saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan atas saham-saham, harus 
dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin pihak 
yang berwenang berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku 
untuk saham-saham yang dijual kepada masyarakat dengan tidak mengurangi 
ketentuan pada bursa efek dimana saham-saham itu tercatat. 


PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM 
Pasal 8 


1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar 
dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham 
sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, 
dengan tidak mengurangi ijin dari yang berwenang. 


2. Semua pemindahan hak atas saham-saham harus dibuktikan dengan dokumentasi 
yang disyaratkan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk pengalihan 
saham-saham yang terdaftar di bursa efek, berlaku peraturan-peraturan yang berlaku 
di Bursa Efek di mana saham-saham terdaftar atau sejauh saham-saham sesuatu saat 
karena sebab apapun tidak terdaftar pada Bursa Efek, pemindahan hak atas saham- 
saham oleh suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang 
memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak 
atas saham yang bersangkutan. 


3. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam 
Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila cara-cara yang disyaratkan dalam anggaran 
dasar Perseroan ini dan cara-cara yang ditentukan oleh rapat Direksi tidak dipenuhi, 
atau apabila salah satu syarat dalam ijin-ijin yang diberikan kepada Perseroan oleh 
pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang 
tidak dipenuhi. 


4. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, 
maka mereka wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan 
memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan 
untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan. Mengenai saham-saham 
Perseroan yang tercacat pada bursa-bursa efek di Indonesia, setiap penjualan dan 
mengalihkan hak dalam bentuk apapun dan penolakan untuk mencatat pemindahan 
hak harus sesuai dengan peraturan-peraturan bursa efek yang berlaku di mana 
saham-saham Perseroan tercatat. 
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. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 


mulai dari tanggal dikirimkannya panggilan-panggilan untuk Rapat Umum Tahunan 
Para Pemegang Saham atau Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sampai 
dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut. 


- Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang 


saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham 
berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu- 
waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk 
didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi 
dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan 
dalam anggaran dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang 
berlaku di bursa-bursa efek di Indonesia, di mana saham-saham Perseroan tercatat. 


- Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur 


hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas 
saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 pasal 8 ini. 


PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 9. 


< Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi di bawah pengawasan suatu 


Dewan Komisaris. Direksi terdiri dari atas sedikitnya 4 (empat) orang anggota Direksi. 
Susunan Direksi adalah sebagai berikut: 

a. seorang Direktur Utama dan satu atau lebih Wakil Direktur Utama : 

b. satu orang atau lebih Direktur. 


. Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 4,5,6 dan 7 pasal 9 ini, 


para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka 
waktu sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Para Pemegang Saham yang 
mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham 
yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka. 


. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. 


- Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat memberhentikan seorang anggota Direksi 


sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku pada saat yang 
ditentukan Rapat tersebut. 


- Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan 


anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 4 Pasal 9 ini atau bilamana ada 
suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran 
dasar ini. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang 
diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk 
jangka waktu yang merupakansisa jabatan anggota Direksi-Direksi lain yang menjabat. 
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6. Seseorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan 
memberikan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 60 
(enam puluh) hari sebelumnya. Seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri 
baru bebas dari tanggung jawabnya, setelah Rapat Umum Para Pemegang Saham 
memutuskan demikian. 


7. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi 

tersebut : 

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan 
pengadilan; atau 

b. dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan 
perundangan yang berlaku ; atau 

c. sesuai dengan ayat 4 pasal 9 ; 

d. sesuai dengan ayat 6 pasal 9; 

e. meninggal dunia. 


8. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu 
ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris. 


9. Apabila jabatan seorang anggota Direksi lowong, Rapat Umum Para Pemegang 
Saham harus diadakan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah terjadinya 
lowongan itu, untuk mengisi lowongan tersebut. 


10. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantiannya belum diangkat 
atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur ditunjuk oleh Dewan 
Komisaris akan menjalankan ke wajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang 
serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. 


11. Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal berlakunya pengangkatan mereka 
masing masing, setiap anggota Direksi harus memberitahukan Direksi setiap alamat 
mereka masing-masing secara tertulis, kepada alamat mana pemberitahuan dan 
surat-menyurat lain dari Perseroan harus dikirimkan dan setiap anggota Direksi 
harus memberitahukan Direksi setiap perubahan alamat mereka masing masing; 
sampai pemberitahuan tersebut telah diterima sebagaimana mestinya oleh Direksi, 
alamat anggota Direksi yang diberitahukan kepada Direksi atau, jika tidak ada 
pemberitahuan diberikan, alamat yang diketahui Direksi, harus dipergunakan untuk 
semua surat-menyurat dan pemberitahuan yang dikirim kepada anggota Direksi 
tersebut. 


TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI 
Pasal 10. 


1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas kepengurusan maupun 
kepemilikan yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud 
dan tujuannya. 


2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan 
mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan anggaran dasar ini. 


3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal 
dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan pada pihak lain dan pihak lain pada 
Perseroan serta menjalankan segala tindakan sesuai dengan ayat 1 dan ayat 2 pasal 1O 
ini. Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : 


a. mendapatkan, melepaskan atau mengagunkan barang-barang tak bergerak yang 
berupa aktiva tetap perseroan (yang bukan merupakan barang dagangan Perseroan); 

b. menerima pinjaman dari dan meminjamkan kepada siapapun juga melebihi jumlah 
dan jangka waktu yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan 
Komisaris; 

c. menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta kekayaan 
Perseroan; 

d. memberikan jaminan berupa benda /kekayaan Perseroan atau mengikat Perseroan 
sebagai penjamin untuk kepentingan pihak lain untuk menjamin suatu hutang 
yang melebihi jumlah dan sifatnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat 
Dewan Komisaris; 

e. mendirikan usaha baru atau turut serta dalam Perseroan-Perseroan atau badan- 
badan lain; 

f. membuat, mengubah, mengakhiri atau membatalkan perjanjian manajemen; 


disyaratkan persetujuan tertulis atau akta-akta dokumen yang bersangkutan turut 
ditandatangani oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang Komisaris lainnya. 


4. Dalam mewakili Perseroan : 

a. Direktur Utama dan salah seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak 
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar 
Pengadilan; 

b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, 

hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama 
dan salah seorang Direktur lainnya berhak dan berwenang mewakili dan bertindak 
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 
Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan 
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, 
maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama 
atau Wakil Direktur Utama dan salah seorang Direktur lainnya berhak dan 
berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili 
Perseroan. 


n 


5. Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih 
sebagai kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan tertentu 
yang diatur dalam surat kuasa tersendiri. 


6. Pembagian tugas dan wewenang di antara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan 
atas persetujuan mereka bersama. 


or 
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RAPAT DIREKSI 
Pasal 11. 


1. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Direksi 
dapat dipanggil oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi 
atau oleh Rapat Dewan Komisaris, pada waktu yang mereka anggap perlu, asal saja 
panggilan tertulis untuk Rapat itu harus disampai kan secara langsung dengan 
mendapat tanda terima yang layak atau harus dikirim dengan surat pos tercatat atau 
telegram atau telex atau facsimile (bila dikirim lewat telegram atau telex atau fac- 
simile, maka penegasan secara tertulis harus dikirim secepat mungkin), sedikitnya 7 
(tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitung kan tanggal 
panggilan dan tanggal Rapat. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, 
waktu dan tempat Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir ataudiwakili, panggilan 
tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan. Rapat Direksi harus diselenggarakan di 
tempat kedudukan hukum Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indone- 
sia sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau pihak yang memanggil Rapat, pada 
waktu dan tempat yang ditunjuk oleh Direksi atau pihak yang memanggil Rapat. 


2. Direktur Utama memimpin Rapat Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir atau 
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, salah seorang 
anggota Direksi lain yang ditunjuk Rapat Direksi itu yang memimpin Rapat Direksi. 


3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 
hanya apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Direksi yang sedang 
menjabat hadir dan/atau diwakili. 


4. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang 
anggota Direksi lain yang ditunjuk dengan surat kuasa. 


5. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima 
puluh persen) jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat. 


6. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) 
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. 


7. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara bagaimanapun, baik secara 
langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan dalam satu transaksi, kontrak 
atau kontrak yang diusulkan di mana Perseroan menjadi pihak harus mengungkapkan 
sifat kepentingannya pada Direksi atau tidak berhak mengeluarkan suara mengenai 
setiap usul atau keputusan mengenai hal-hal bersangkutan, kecuali bilamana disetujui 
lain oleh anggota Direksi lainnya; 


8. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap sebagai tidak dikeluarkan dan 


dengan demikian dianggap tidak sah dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah 
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi. 


— 


PT JAYA REAL PROPERTY 


9. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang 
ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 
salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota 
Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat bersangkutan untuk 
memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Berita acara ini 
merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak lain 
mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita 
acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak di isyaratkan. 


10.Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan 
Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi diberitahu terlebih dahulu secara 
tertulis dan usul yang bersangkutan disetujui semua anggota Direksi dengan 
menandatangani persetujuan tertulis. Keputusan Direksi yang diambil secara demikian 
sama kekuatan hukumnya seperti keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi. 


DEWAN KOMISARIS 
Pasal 12. 


1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris. 
Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : 
a. seorang Komisaris Utama; dan 
b. sedikitnya 2 (dua) orang Komisaris. 


2. Komisaris dan seorang Komisaris bersama-sama, berhak bertindak untuk dan atas 
nama Dewan Komisaris. 


3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam ayat 4, 5, 6 dan 7 Pasal 12 ini, 
para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham- 
untuk jangka waktu sejak tanggal pengangkatan mereka sebagaimana diputuskan 
dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham sampai penutupan Rapat Umum Tahunan 
Para Pemegang Saham yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka dan setelah 
masa jabatan mereka berakhir, mereka dapat diangkat kembali. 


4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh Rapat 
Umum Para Pemegang Saham meskipun masa jabatannya belum berakhir. 


5. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi 
jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai 
dengan ayat 4 Pasal 12 ini. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota 
Dewan Komisaris yang diberhentikan seperti dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 ini atau 
untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa 
masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat. 


6. Seseorang anggota Dewan Komisaris boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan 
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 
(tiga puluh) hari sebelumnya. Seorang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan 
diri baru bebas dari tanggung jawabnya, setelah Rapat Umum Para Pemegang Saham 
memutuskan demikian. 
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7. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila 
anggota Dewan Komisaris tersebut : 
a. dinyatakan pailitatau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan 
pengadilan, atau 
b. dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris karena ketentuan suatu peraturan 
perundangan yang berlaku, atau ; 
sesuai dengan ayat 4 pasal 12; 
d. sesuai dengan ayat 6 pasal 12; 
e. meninggal dunia. 


n 


8. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa dan tunjangan lainnya (jika 
ada) sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham. 


9. Apabila jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong, Rapat Umum Para 
Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari 
sesudah terjadinya lowongan itu, untuk mengisi lowongan tersebut. 


10. Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal berlakunya pengangkatan mereka 
masing-masing, setiap anggola Dewan Komisaris harus memberitahukan Direksi 
secara tertulis alamat mereka masing-masing dan kepada alamat tersebut 
pemberitahuan dan surat-menyurat lain dari Perseroan harus dikirimkan. Setiap 
anggota Dewan Komisaris harus memberitahukan Direksi setiap perubahan alamat 
mereka masing-masing; sampai pemberitahuan tersebut telah diterima sebagaimana 
mestinya oleh Direksi atau, jika tidak ada pemberitahuan diberikan, alamat yang 
diketahui Direksi, harus dipergunakan untuk semua surat-menyurat dan 
pemberitahuan yang dikirim kepada anggota Dewan Komisaris tersebut. 


TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS 
Pasal 13. 


1. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pengurusan Perseroan oleh Direksi. 


2. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki 
gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh 
Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta 
kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban mereka. 


3. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan 
sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan kewajiban Dewan 
Komisaris. 


4. Pada setiap waktu Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara 
waktu anggota-anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka). 
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6. 


- Setelah pemberhentian sementara waktu itu, Dewan Komisaris harus memanggil 


Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang harus diadakan pada waktu 
90(sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara waktu tersebut dan 
yang harus diketuai oleh Komisaris Utama, dan jika Komisaris Utama tidak ada atau 
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapatdipimpin oleh 
salah seorang Komisaris dan panggilan harus dilakukan sesuai dengan Pasal 19 di 
bawah ini. Rapat demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan 
apakah (para) anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu, diberhentikan atau 
tidak, demikian setelah memanggil (para) anggota Direksi yang diberhentikan dan 
kepadanya (kepada mereka) diberi cukup kesempatan untuk membela diri- terhadap 
tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri mereka). 


Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut tidak diadakan 
dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal berlakunya pemberhentian 
sementara itu, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya menjadi batal. 


- Jika semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara waktu atau apabila 


karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, Dewan Komisaris 
akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu dengan tidak mengurangi ketentuan 
dalam ayat 9 Pasal 9 anggaran dasar Perseroan. Dalam kejadian demikian, Dewan 
Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seseorang atau lebih anggota 
Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan dan bertindak atas nama serta mewakili 
Perseroan. 


RAPAT DEWAN KOMISARIS 
Pasal 14. 


- Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama 


berhalangan atau karena sebab apapun tidak hadir dalam Rapat, hal mana tidak perlu 
dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh seorang Komisaris yang dipilih 
oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat. 


- Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Dewan 


Komisaris dapat diadakan pada setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris 
Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau oleh Rapat Direksi atau oleh 
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 30% (tiga puluh persen) jumlah saham 
Perseroan yang di keluarkan. Panggilan untuk Rapat harus disampaikan secara 
tertulis dan secara langsung dengan memperoleh tanda terima yang layak atau 
dikirimkan dengan surat pos tercatat atau telegram atau telex atau facsimile (jika 
dikirim lewat telegram atau telex atau facsimile, penegasan secara tertulis harus 
diberikan secepat mungkin), sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan 
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Panggilan itu harus 
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Apabila semua anggota 
Direksi hadir atau diwakili pada Rapat, panggilan tertulis terlebih dahulu tidak 
disyaratkan. 
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3. Para anggota Dewan Komisaris mengadakan Rapat pada waktu dan tempat yang 
ditunjuk oleh mereka yang memanggil Rapat tersebut, dengan ketentuan bahwa 
tempat Rapat adalah di tempat kedudukan hukum Perseroan atau di tempat lain 
dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 


4. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris yang 
sedang menjabat hadir dan/atau diwakili. 


5. Keputusan Rapat Dewan Komisaris wajib diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 
5096 (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat. 


6. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan 
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. 


7. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap sebagai tidak dikeluarkan dan 
dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah 
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris. 


8. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam 
Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh 
Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris atau oleh salah seorang 
wakil atau kuasa anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada Rapat bersangkutan 
untuk maksud tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara 
tersebut. 


Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan. 


9. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut 
ketentuan dalam ayat 8 pasal 14 ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para 
anggota Dewan Komisaris maupun pihak lain mengenai keputusan-keputusan Dewan 
Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. 


10. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan 
Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. 


11. Setiap Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara 
langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu 
transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, di mana Perseroan menjadi salah satu 
pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan kepada para anggota Dewan Komisaris 
yang lain dan dia tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam setiap usul atau 
keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, 
kecuali jika disetujui lain oleh Rapat Dewan Komisaris. 
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12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat 
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris 
diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan lebih 
dari 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris yang telah menjabat telah 
menyetujui usul yang bersangkutan dengan menandatangani persetujuan tertulis. 
Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian sama kekuatan 
hukumnya seperti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. 


TAHUN BUKU DAN PEMBUKUAN 
Pasal 15. 


1. Tahun buku Perseroan dimulai pada tanggal satu Januari dan berakhir pada tanggal 
tiga puluh satu Desember tahun yang sama. 


2. - Terhitung sejak tanggal ditutupnya buku-buku Perseroan, neraca, perhitungan 
laba rugi dan laporan tahunan keuangan lainnya sebagaimana dianggap perlu atau 
berguna oleh Direksi harus dipersiapkan bersama-sama dengan laporan tahunan 
Direksi. 


- Neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan setelah 
diperiksa (diaudit) oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Para 
Pemegang Saham, harus ditandatangani atas nama Direksi dan atas nama Dewan 
Komisaris. 


- Dokumen-dokumen tersebut harus disediakan di kantor pusat Perseroan untuk 
dapat diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal pemberitahuan akan 
diadakannya Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham seperti dimaksudkan 
dalam ayat 2 pasal 18 dibawah ini. 


Salinan dokumen-dokumen itu harus dikirimkan kepada para pemegang saham atas 
permintaan tertulis mereka, permintaan mana harus diterima di kantor pusat Perseroan 
sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang 
Saham. 


3. - Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham mempertimbangkan dan 
memutuskan apakah neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan disetujui atau 
tidak, sesuai dengan anggaran dasar ini. 


- Persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham atas neraca dan perhitungan laba 
rugi Perseroan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi 
atas tindakan pengurusan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya 
kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan, yang dilakukan dalam tahun 
buku yang berkenaan dengan neraca dan perhitungan laba rugi yang disetujui 
tersebut, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan 
laba rugi, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lain. 
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RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 
Pasal 16. 


1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : 
a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham 
yang dimaksud dalam pasal 17 dibawah ini; 
b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rapat Umum Pemegang 
Saham diluar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. 


2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, 
yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang 
Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. 


RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM 
Pasal 17. 


1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun, selambat- 
lambatnya dalam bulan Juni. 


2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham : 

a. Direksi harus memberikan laporan perihal jalannya Perseroan dan tata usaha 
keuangan tahun buku yang baru berlalu; 

b. neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu, yang telah 
diperiksa (diaudit) oleh akuntan publik harus diajukan untuk mendapatkan 
persetujuan rapat; 

c. penggunaan pendapatan dalam tahun buku yang baru berlalu dan keuntungan 
tahun-tahun buku yang lalu yang belum dibagi harus ditentukan dan disetujui; 

d. Penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; 

e. bilamana perlu, dilakukan pengangkatan (para) anggota Direksi dan (para) anggota 
Dewan Komisaris dan penentuan uang jasa dan honorarium para anggota Dewan 
Komisaris; 

f. dilakukan penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit; 

g. diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat 
sesuai dengan anggaran dasar ini. 


RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM 
Pasal 18. 


1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jikalau dianggap perlu 
oleh Direksi. 


2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang 
Saham atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau seorang atau lebih pemegang 
saham yang memiliki sedikitnya 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah modal yang 
telah dikeluarkan oleh Perseroan atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris, 
dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal hal yang hendak dibicarakan. 


we TU 


3. 


Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam waktu 90 (sembilan 
puluh) hari setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menanda-tangani surat 
permintaan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan 
mengindahkan ketentuan ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar ini; dalam 
Rapat itu ketua Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua 
keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal saja tidak 
bertentangan dengan anggaran dasar ini. 


TEMPAT DAN PANGGILAN 
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM 
Pasal 19. 


- Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar Perseroan, Rapat 


Umum Para Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan hukum Perseroan 
dan/atau ditempat kedudukan bursa efek di mana saham-saham Perseroan di catatkan. 


. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya panggilan untuk Rapat Umum 


Para Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikan panggilan harus 
memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam 
sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang luas peredarannya di 
Indonesia, bahwa akan diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham. 


- Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, panggilan 


untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diberikan kepada-para pemegang 
saham dengan iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 
yang luas peredarannya di Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau 
Dewan Komisaris, dan untuk mereka yang alamat-alamat terdaftarnya di luar Indone- 
sia dengan telegram atau telex atau facsimile, maka penegasan secara tertulis harus 
dikirim dengan pos udara secepat mungkin atau dengan surat tercatat. Panggilan 
untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus dilakukan sekurangnya 21 
(dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham, sedangkan 
panggilan untuk Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham harus dilakukan 
sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Para 
Pemegang Saham tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan 
tanggal rapat. 


- Panggilan harus memuat tempat, tanggal dan waktu maupun acara rapat dan panggilan 


untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus disertai pemberitahuan 
bahwa neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang baru berlalu tersedia 
untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor pusat Perseroan sejak tanggal 
pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 19 ini dan bahwa salinan-salinan 
neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari 
Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham, permintaan mana harus 
diterima di kantor pusat Perseroan sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat 
Umum Tahunan Para Pemegang Saham bersangkutan diselenggarakan. Tanpa 
mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, panggilan harus 
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dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam 
anggaran dasar ini. 


5. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Para 
Pemegang Saham, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan 
dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat 
kedudukan bursa efek di mana saham-saham Perseroan di catatkan. 


6. Usul-usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Para 

Pemegang Saham apabila: 

(a)telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang 
saham yang mewakili sedikitnya 204 (dua puluh persen) dari seluruh jumlah 
saham yang dikeluarkan Perseroan, 

(b)telah diterima sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan untuk rapat yang 
bersangkutan dikeluarkan, dan 

(c) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha 
Perseroan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini. 


PIMPINAN DAN BERITA ACARA 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 
Pasal 20. 


1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Para Pemegang 
Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau 
berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur, 
dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat 
dipimpin oleh Komisaris Utama; dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau 
berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh - salah seorang Komisaris 
dalam hal semua Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka 
Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. 


2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat notulen 
rapat oleh notaris. 


Berita acara ini merupakan bukti yang sah dari semua keputusan yang diambil dalam 
Rapat yang bersangkutan dan dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam Rapat yang 
bersangkutan, untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga. 


KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN 
Pasal 21. 


1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat itu dihadiri oleh lebih dari 
5096 (lima puluh persen) jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali 
jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. 
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2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat di wakili oleh pemegang saham lain 
atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani 
dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak 
mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 
dalam 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang 
bersangkutan. 


3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham 
diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. 


4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya 
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 


5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan 
Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham. Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak di hitung 
dalam pemungutan suara, 


6. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak 
ditanda-tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali jikalau Rapatmenentukan 
lain. 


7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam 
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 


8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 504 (lima puluh 
persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, kecuali jikalau 
dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. 


Bilamana dalam rapat jumlah suara yang diwakili tidak mencapai kuorum yang 
disyaratkan diatas, maka dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari dan secepatnya 7 
(tujuh) hari kemudian dapat diadakan rapat untuk- kedua kalinya dengan syarat- 
syarat yang sama sebagaimana yang disyaratkan untuk rapat pertama, terkecuali 
mengenai tenggang waktu pemberitahuan dan panggilan serta dalam rapat tersebut 
dapat diambil keputusan-keputusan mengenai usul-usul yang akan diajukan dalam 
rapat pertama asal saja keputusan tersebut disetujui lebih dari 504 (lima puluh 
persen) dari suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. 


9. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah 
yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau 
mengenai hal-hal lain. 
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PENGGUNAAN KEUNTUNGAN 
Pasal 22. 


. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada rapat umum tahunan para pemegang 
saham mengenai penggunaan pendapatan bersih yang belum terbagi sebagaimana 
tercantum dalam laporan keuangan yang diajukan untuk disetujui rapat umum 
tahunan para pemegang saham, dan usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah 
pendapatan yang belum terbagi untuk dipergunakan sebagai dana cadangan, 
sebagaimana tersebut dalam pasal 23. 


. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai dengan keputusan 
yang diambil dalam rapat umum para pemegang saham, dalam keputusan mana juga 
harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen-dividen, dengan memperhatikan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku dibursa-bursa efek di Indonesia, di mana saham- 
saham Perseroan tercatat dan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 
yang berperedaran luas di Indonesia. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan 
kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham 
pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang dari rapat umum para 
pemegang saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen itu diambil. Hari 
pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ayat 3 
pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut. 


. Direksi diperkenankan untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan 
Perseroan memungkinkannya berdasarkan keputusan rapat Direksi, dengan ketentuan 
bahwa dividen sementara tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang 
dibagikan berdasarkan atas keputusan rapat umum tahunan para pemegang saham 
berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan 
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bursa-bursa efek di 
Indonesia, di mana saham-saham Perseroan tercatat dan dalam 1 (satu) surat kabar 
harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di Indonesia. 


. Atas keputusan rapat Direksi kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
berdasarkan kebijaksanaan Direksi juga kepada karyawan Perseroan atau beberapa 
diantara mereka dapat diberikan tantieme yang besarnya maksimum 10% (sepuluh 
persen) dari laba bersih sebelum dipotong pajak. 


. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam satu tahun buku menunjukkan kerugian yang 
tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebut dalam pasal 23 
dibawah ini satu dan lain dengan tidak mengurangi rapat umum para pemegang 
saham untuk memutuskan lain, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam 
perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus 
dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan 
laba rugi belum tertutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi peraturan 
perundangan yang berlaku. 
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6. Dividen-dividen yang tidak dituntut setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat 
dibayarkannya tidak dapat dibayarkan lagi dan harus dimasukkan dalam perhitungan 
laba rugi Perseroan. 


DANA CADANGAN 
Pasal 23. 


1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. 
Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang Saham dapat 
menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk 
modal kerja atau untuk kebutuhan lain. 


2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba, 
satu dan lain dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari 
Dewan Komisaris. 


3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba 
rugi. 


PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 
Pasal 24. 


1. Pengubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini termasuk juga mengubah 
nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan, memperpanjang jangka 
waktu Perseroan, memperbesar modal dasar atau memperkecil modal Perseroan 
yang ditempatkan (keputusan mengenai pengurangan modal dasar wajib diumumkan 
oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sebuah surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan hukum perseroan untuk 
kepentingan para kreditur) atau pembubaran dan likwidasi Perseroan sebelum 
berakhirnya jangka waktu yang dimaksud dalam pasal 2 diatas atau perpanjangan 
jangka waktu tersebut, atau melakukan merger atau konsolidasi Perseroan dengan 
Perseroan lain, hanya dapat terjadi dengan keputusan dari Rapat Umum Luar Biasa 
Pemegang Saham yang sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu. 
Dalam Rapat mana harus diwakili sekurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah saham 
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul itu harus disetujui oleh sekurangnya 
2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Satu 
dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang. 


2. Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu banyaknya saham yang 
diwakili tidak mencapai kuorum yang ditentukan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari dan 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat pertama itu, dapat 
diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang 
diperlukan untuk Rapat pertama, dengan ketentuan bahwa jangka waktu panggilan 
untuk Rapat kedua itu dapat menyimpang dari ayat 2 pasal 19 diatas. 
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PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI 
Pasal 25. 


1. Ketentuan Pasal 24 mutatis mutandis berlaku juga bagi pembubaran Perseroan sebelum 
jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 2 diatas. 


2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan karena sudah sampai masanya atau dari sebab 
keputusan rapat umum para pemegang saham atau Perseroan bubar karena hukum, 
maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, 
kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain. 


3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi para likwidatur. 


4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri di 
tempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 
dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit dalam bahasa Indonesia di tempat 
kedudukan Perseroan dengan disertai panggilan untuk para kreditur. 


5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang 
saham yang jumlah nominal saham yang telah dibayar penuh untuk saham yang 
mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat 
Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu. 


6. Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau mungkin dengan 
pengubahan-pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal 
disahkannya perhitungan likwidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan 
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur. 


PERATURAN PENUTUP 
Pasal 26. 


Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka 
Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya. Menegaskan bahwa susunan 
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : 


Direktur Utama : Tuan Insinyur CIPUTRA, 
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan 
Bukit Golf Utara, Kaveling III P.A. Nomor 1, 
Pondok Indah, Jakarta Selatan , 


Wakil Direktur Utama : Tuan Insinyur HISKAK SECAKUSUMA, Sarjana 
Ekonomi, Magister Manajemen tersebut, 


Direktur 


Direktur 


Direktur 


Direktur 


Komisaris Utama 


Komisaris 


Komisaris 


Komisaris 


Tuan Doktorandus TANTO KURNIAWAN, 
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, 
Jalan Bintaro Raya Tengah Blok C-3 Nomor 1, 
Bintaro Jaya, Jakarta Selatan ; 


Tuan Insinyur EDMUND SUTISNA, Master of 
Business Administration, Pengusaha, bertempat 
tinggal di Jakarta, Jalan 

Madrasah 1/12, RT.002/RW.004, Cilandak, Jakarta 
Selatan : 


Tuan Insinyur HAJI 

DARYANTO MANGOENPRATOLO, 
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan 
Bunga Melati Nomor 14, 

Cipete Selatan, Jakarta 

Selatan : 


Tuan Insinyur LEONARDI KUSEN, Pengusaha, 
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Garuda III Blok 
D.3/3, Bintaro Jaya, Jakarta Selatan ; 


Tuan Insinyur SOEKRISMAN, Pengusaha, bertempat 
tinggal di Jakarta, Jalan Radio V Nomor 8, Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan : 


Tuan Insinyur HANAFI LAUW, Pengusaha, bertempat 
tinggal di Jakarta, Jalan Kemanggisan Raya Nomor 7, 
Slipi, Jakarta Barat : 


Tuan Doktor HAJI MASAGOES NOER MOHAMMAD 
HASJIM NING, Pengusaha, bertempat tinggal di 
Jakarta, Jalan Si Singamangaraja Nomor 58, Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan ; 


Tuan Doktor SOETJIPTO SURJO AMIDHARMO, 
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan 
Darmawangsa Raya Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan : 


semuanya Warga Negara Indonesia. 


(SUTJIPTO, S.H.) 
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XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN 
SAHAM 


A. Pemesanan Pembelian Saham 

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
yang tercantum dalam Fomulir Pemesanan Pembelian Saham. Pemesanan Saham 
dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham asli yang 
dikeluarkan oleh Penjamin Emisi yang dibuat 5 (lima) rangkap, atau dapat membuat 
foto copy lima rangkap dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham asli atau yang 
diiklankan melalui surat kabar. Pemesanan yang dilakukan menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilayani. 


B. Pemesan Yang berhak . 

Perorangan dan atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1055/KMK.013/1989 tanggal 16 Septem- 
ber 1989 tentang Pemesanan Pembelian Saham oleh Pemodal Asing melalui 
Pasar Modal, Juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
No.1548/KMK.01 3/1990 tentang Pasar Modal tanggal 4 Desember 1990 dan Keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 
1991. 


C. Jumlah Pemesanan 


Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 
(lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham. 


D. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham 
Sebelum Masa Penawaran ditutup, para pemesan harus mengajukan pemesanan 
pembelian saham selama jam kerja umum yang berlaku kepada para Penjamin Emisi 
atau Agen Penjualan di mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diperoleh. 


E. Masa Penawaran 
Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 8 Juni 1994 dan ditutup pada tanggal 
10 Juni 1994 jam 16:00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang 
diminta telah melebihi yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi dengan 
pemberitahuan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dapat mempersingkat Masa 
Penawaran namun demikian tidak kurang, dari 3 (tiga) hari kerja. 


F. Tanggal Akhir Penjatahan 
Tanggal akhir penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan 


menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan adalah pada tanggal 
18 Juni 1994. 


G. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus 
Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan Perseroan dapat 
diajukan langsung kepada Perseroan selama Masa Penawaran sebanyak-banyaknya 
10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tanpa melalui Penjamin 
Emisi atau Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk sebagai agen penjualan. Karyawan 
Perseroan akan mengambil seluruh jatah yang ditawarkan kepadanya. 
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H. Syarat Pembayaran 

Pembayaran dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang 
rupiah atau mata uang asing dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi atau Agen 
penjual pada waktu Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan. Semua biaya 
bank serta biaya transfer sehubungan dengan hal ini menjadi tanggung jawab pemesan. 
Semua cek dan wesel akan segera dicairkan setelah diterima dan bilamana pencairan 
tersebut ditolak oleh bank maka pemesanan saham yang bersangkutan menjadi batal. 
Untuk para pemesan khusus pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. 


I. Bukti Tanda Terima 

Penjamin Emisi atau Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk sebagai agen penjualan 
yang menerima Pengajuan Formulir Pemesanan Pembelian Saham akan menyerahkan 
kembali kepada pemesan tembusan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham 
lembar ke-5 (lima) dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang telah 
ditandatangani (tanda tangan asli), sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian 
Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan 
jaminan dipenuhinya pemesanan. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, 
Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diserahkan oleh Perseroan. 


J. Penjatahan Saham 

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi selaku Manajer 
Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor VIII B.1 lampiran surat Keputusan Ketua 
Badan Pengawas Pasar Modal nomor 36/PM/ 1993 tanggal 3 Nopember 1993 tentang 
Tanggung Jawab Penjamin Emisi Efek Dalam Rangka Pemesanan dan Alokasi Efek 
Dalam Penawaran Umum, khususnya butir 10 mengenai : penjatahan terpisah untuk 
pemesan asing; penjatahan Terpusat, dan penjatahan bagi pihak terafiliasi, dan Surat 
Ketua Bepepam No. 742/PM/1994 tanggal 27 April 1994 kepada Assosiasi Penjamin 
Emisi Efek Indonesia mengenai Rekomendasi Alokasi Efek. 


Penjatahan Tetap (Fixed Allotment) : Jika jumlah Efek yang di pesan melebihi jumlah 
Efek yang ditawarkan, sesuai dengan sistem penjatahan tetap, maka 604 dari jumlah 
Efek yang ditawarkan dapat langsung dipenuhi untuk diberikan kepada pemesan 
yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penjatahan. 


Penjatahan Pemesan Asing: Jika pihak asing mengajukan pemesanan untuk membeli 
Saham lebih banyak daripada jumlah yang dapat dimiliki, sesuai pembatasan pemilikan 
Saham oleh pihak asing, maka jumlah yang dapat diperoleh bagi setiap pihak asing 
akan dihitung secara proporsional. Perhitungan tersebut didasarkan pada jumlah 
yang dipesan oleh pihak asing dimaksud dan jumlah saham yang tersedia untuk 
dipesan asing, dengan mempertimbangkan persyaratan mengenai satuan perdagangan 
di Bursa. 


Penjatahan Terpusat.- (POOLING): Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek 
yang ditawarkan, setelah memenuhi ketentuan mengenai penjatahan terpisah-pemesan 
asing, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai 
berikut: 
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a. Jika setelah mengecualikan pemesan Efek Terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam 
butir 6.c. Peraturan Nomor VIII B.1 (pemesan yang merupakan direktur, komisaris, 
karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih dari suatu 
perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, 
atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, sehubungan dengan 
Penawaran Umum tersebut) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau 
lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu 
akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan. 


b. Jika setelah mengecualikan pemesan Efek Terafiliasi dan terdapat sisa Efek yang 
jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan 
yang tidak dikecualikan itu harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: 


i) Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi pegawai Emiten 
sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari Emisi; 


ii) Para pemesan yang tidak dikecualikan berdasarkan ketentuan butir 6.c. akan 
memperoleh satu satuan perdagangan di bursa jika terdapat cukup satuan 
perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka 
satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek 
yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan 
penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa di mana Efek tersebut akan tercatat; 


iii) Apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan di 
bagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam 
satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan. 


Penjatahan bagi Pihak Terafiliasi. Jika para pemesan karyawan perusahaan dan pemesan 
yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, 
maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan Terafiliasi. 


K. Pembatalan Penawaran Umum 


Sebelum dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin 
Pelaksana Emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini 
berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi. 


L. Pengembalian Uang 


Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam 
hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam bentuk 
cek atau bilyet giro akan dilakukan oleh Penjamin Emisi atau Agen Penjual atas nama 
pemesan saham dengan cara diambil sendiri, atau ditransfer ke rekening bank yang 
bersangkutan sesuai dengan pilihan yang ditentukan pada Formulir Pemesanan 
Pembelian Saham. Apabila atas kelalaian Penjamin Pelaksana pengembalian uang 
melampaui 4 (empat) hari kerja setelah tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal 
diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut 
akan disertai imbalan yang diperhitungkan mulai dari hari ke-5 (lima). Besarnya 
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imbalan yang diberikan untuk setiap hari keteriambatan sebesar rata-rata tingkat 
suku bunga deposito jangka waktu 3 (tiga) bulan dari PT Bank Negara Indonesia 
(Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan PT Bank Pembangunan Indonesia 
(Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara 
(Persero). 


Pengembalian uang hanya dapat diberikan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima 
Pemesanan Pembelian Saham. Pembayaran dapat diberikan dengan cek atau giro 
atau ditransfer ke rerening bank yang telah ditentukan pada Formulir Pemesanan 
Pembelian Saham, sesuai dengan permintaan pemesan yang diberikan pada kolom 
isian Formulir Pemesanan Pembelian Saham pada saat mengaljukan pemesanan. 
Pembayaran dapat diambil langsung oleh pemodal yang bersangkutan di kantor 
Penjamin Pelaksana Emisi, kantor Penjamin Emisi atau Agen Penjual ditempat mana 
Formulir Pemesanan Saham yang bersangkutan diajukan atau ditransfer ke rekening 
yang bersangkutan mulai tanggal Pengembalian Uang Pemesanan. Pengembalian 
uang menggunakan cek, giro atau instrumen lainnya akan diberikan sesuai dengan 
nama pihak yang mengajukan pemesanan. 


M.Penyerahan Surat Saham Kolektip 


Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan, 
surat saham atau surat kolektip sejumlah saham yang dijatahkan sudah akan tersedia 
untuk pemiliknya masing-masing. Surat saham atau surat kolektif hanya dapat 
diambil dengan mengajukan atau menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan 
Pembelian Saham. Penyerahan surat saham atau surat kolektif bagi pemesanan 
pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan. 


N. Lain-Lain 
Penjamin Pelaksana Emisi dan Emiten berhak untuk menerima atau menolak 
pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan mengusahakan untuk 
mengabulkan sedapat mungkin Pemesanan yang sah dalam jumlah kecil. Pemesan 
berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) 
Pemesanan untuk keperluan penjatahan. 


Sejalan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor: Kep. 1548/ KMK.013/ 1990 pasal 179, maka setiap pihak dilarang baik langsung 
maupun tidak langsung untuk mengajukan pemesanan saham lebih dari 1 (satu) 
pemesanan untuk setiap emisi. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan 
lebih dari 1 (satu) pesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka 
pesanan tersebut dapat dibatalkan. 
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XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN 
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN 
SAHAM 


Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor 
Para Penjamin Emisi dan Kantor Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu Para Perantara 
Pedagang Efek, Anggota Bursa Efek Jakarta. 


PENJAMIN EMISI EFEK 


PT WI Carr Indonesia 
Niaga Tower, Lt. 20 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 
Jakarta Selatan 12190 


PENJAMIN EMISI 
PT Asjaya Indosurya Securities PT Buanamas Investindo 
Jl. Tanah Abang III/22 Wisma Antara 14th Floor, Room 1403 
Jakarta 10160, Indonesia Jl. Medan Merdeka Selatan 17 


Jakarta 10110 
PT Astra Securities 


Gedung Setiabudi 1, Lt. 3 PT Nusamas Panin 
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 ATD Plaza, Suite 501 
Jakarta 12920 Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 


Jakarta 10340 
PT Bhakti Investama 
Komplek Niaga Roxy Mas Blok E 1 No.7 PT Lippo Securities 
Jl. K.H. Hasyim Ashari Lippo Centre 8th Floor 
Jakarta 10150 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 
| Jakarta 12950 
PT OCBC Sikap Securities 


Bank Bali Tower 9th Floor PT PDFCI Securities 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jl. Abdul Muis No. 60 

Jakarta 12920 Jakarta 10160 

PT Inter-Pacific Securities PT BT Securities Indonesia 

Wisma Metropolitan II, 8th Floor The Landmark Centre 20th Floor, Suite 2001 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31 Jl. Jend. Sudirman No. 1 

Jakarta 12920 Jakarta 12910 

PT Indovest Securities PT Arya Prada Sekuritas 

Menara BDN 11th Floor Mandira Building 2nd Floor 

Jl. Kebon Sirih 83 Jl. Gondangdia Lama No. 33 
Jakarta 10340 Jakarta 10350 

PT Daiwa Indonesia Securities PT Merincorp Securities Indonesia 
New Summitmas Building, 14th Floor Summitmas Tower 21st Floor 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 
Jakarta 12069 Jakarta 12190 
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PT Transpacific Securindo PT BDNI Securities 

Skyline Building Lt. 16 Wisma Hayam Wuruk, Suite 704, 7th Floor 
Jl. M.H. Thamrin No. 9 Jl. Hayam Wuruk 8 

Jakarta 10340 Jakarta 10120 


AGEN PENJUALAN YAITU PERANTARA PEDAGANG EFEK ANGGOTA BURSA 
EFEK JAKARTA 


PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia PT Philindo Santana Perkasa 


Grand Wijaya Centre 36H Wisma Bank Dharmala Lt 8#03 
Jl. Wijaya II Jl. Jend Sudirman Kav 28 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 5211856-58/5211859 


7206786, 715917, 715920/7206754 
PT Harumdana Sekuritas 


PT Infinity Investama World Trade Center Lt. 8 

Jl. Suwiryo No. 1 Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31 
Jakarta 10350 Jakarta 12920 

3904509 /3901004 522 4422/522 4404 

PT Harita Kencana Securities PT Pratama Penaganarta 
Wisma Metropolitan II, Lt 13 Mulia Center Lt 18 Suite 1812 
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31 Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-6 No. 8 
Jakarta 12920 Jakarta 12940 
522-8970/522-8971 5227007 /5227008 

PT Citramas Securindo PT Multicor Securities 
Wisma Metropolitan I Kav 29 World Trade Center Lt. 13 
Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31 
5250609/5712317 Jakarta 12920 


5211710/5211706 
PT Lumbung Persada Khatulistiwa 


Gedung Bursa Lt IV PT Arga Artha Securities 
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Bukit Duri Plaza B 9 Kav 
Jakarta Jl. Jatinegara Barat 54 E 
3806100, 3661807, 3851891/3851819 Jakarta Timur 


8505013/8505021 
PT Panin Capital 


Gedung Panin Bank Centre, Lt 13 PT Tifa Securities Company 
Jl. Jend. Sudirman - Senayan Tifa Building Lt 9 Suite 901 
Jakarta Jl. Kuningan Barat 26 
7201009, 7250558/5710895 Jakarta 12710 


5221307, 5221308, 5251572/5252161 
PT Dwidana Sakti Sekurindo 


Wisma Argo Manunggal Lt. 11 PT Interasia Securindo 
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22 Wisma Antara Lt 14 10A 
Jakarta Selatan 12930 Jl. Medan Merdeka Selatan 17 
252-0043-45-47/2520048 Jakarta 10110 
3852864/3852885 


PT Tata Sekuritas Maju 

Jl. Taman Tanah Abang III/20 A 
Jakarta Pusat 

3844773, 3853029/3853028 


PT Asian Development Securities 
BNI Building, 21 st FI 

Jl. Jend Sudirman Kav-1 

akarta 10220 

5705125/5701841, 5701842 


PT Piranti Ciptadhana Amerta Securities 
Gedung Bangun Cipta Lt. II 

1. Gatot Subroto No. 54 

akarta 10260 

570-8828/570-9108 


PT Artha Securities Prima 
Hayam Wuruk Tower Lt 14 
1. Hayam Wuruk No. 108 
Jakarta Barat 
6592030/6012418 


PT Pranata Securities 

Komp. Ketapang Indah B1-05 

Jl. KH Zainul Arifin 

Jakarta Barat 11140 

6281413, 6281412, 6596605, 6298826 


PT Sanyo Primarindo Securities 
Bank Pacific Building, 11th floor 
Jl. Jend Sudirman Kav 7-8 
Jakarta 10120 

5707181-5703613 s/d 15/5707184 


PT Kapita Sekurindo 
Menara BDN Lantai 12 A 
Jl. Kebon Sirih 83 

Jakarta Pusat 
3800320-3908275/3802246 


PT Bumi Daya sekuritas 
Bumi Daya Plaza, Lantai 26 
Jl. Imam Bonjol 61 

Jakarta 10310 
3907207-8/3907209 
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PT Asiana Securities 
Wisma AKR, Suite 503 
Jl Panjang No. 5 
Jakarta 11530 
5811038/5311039 


PT Intisekuriti Investama 

Jl. Mangga Dua Raya Blk g/51 
Jakarta 

6120940/6120941 


PT Mitra Dutasekuritas 
Jl. Abdul Muis No. 36 J-K 
Jakarta Pusat 10160 
3447628-30/3454227 


PT Tunas Perdana Securindo 
Jl. Dr. Soepomo, SH. No. 44 
Gedung Multi Bintang Lt3 
Via PAP, Jakarta 12870 
8301910/8301909 


PT Trimegah Securindo Lestari 
Wisma Antara 11th Floor Room 1106 
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 
3805635/3805817 


PT Layang Mega 

Gedung Bursa Lt 4 

Jl Medan Merdeka Selatan 
Jakarta 

3851813, 3854181/3851813 


PT Maryloone Mentari 

Taman Kedoya Baru Blok E5 No. 1-2 
Jakarta 11520 

5640705, 5642050, 3440064 / 5642050 


PT Exim Securities 

Wisma Antara Lantai 14 

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 
Jakarta 

3844885/3843734 


PT Amsindo Nusantara 

Jl. Jend. Gatot Subroto 117 Kav 64 Lt.4 
Jakarta Selatan 

8313133, 8302472/8305725 


PT Multidana Sekurindo 
Gedung BRI II Suite 806 

Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46 
Jakarta 10220 

2512430 /5713706 


PT Finan Corpindo Nusa 
Wisma Antara Lt. 16/1608 

Jl. Medan Merdeka Selatan 17 
Jakarta 10110 

3844181 /3446834-3 


PT Pranata Invesindo 
Gedung Blok M Plaza Lt. 7 
Jl. Bulungan No. 76 
Jakarta 12130 

7209088(4 lines)/7209100 


PT Mifcor Sekuritas 

Bank Surya Building 6th floor 
Jl. M.H. Thamrin 

3902694, 3902695 


PT Anekareksa Securities Corp. 
Exchange House Lt. 5 

Jl. HR Rasuna Said Blok XI Kav. 03 
Jakarta 

5203591 / 5203612 


PT Binaartha Parama 
Kanindo Plaza Lt 3 

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 23 
Jakarta 12930 
5258386-7/5258388 


PT Jasabanda Garta 

Gedung Bursa Lt. 4 

Jl. Medan Merdeka Selatan 14 
Jakarta 10110 

3850016 


PT Intan Artha 

Gedung Bursa Lt. 3 

Jl. Merdeka Selatan 14 
Jakarta Pusat 

3852230-32, 3849002/3847958 


PT Muara Lentera Mitra 
Sudirman Tower Lt. 15 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 
Jakarta 12190 
5226869/78/5226869 


PT Murni Sagara Lestari 
Gedung Bursa Lt. 4 

Jl. Merdeka Selatan 14 
Jakarta 10110 

377149, 3651160/345075 


PT Aneka Keloladana (AKEDA) 
Midplaza Lt. 6 

Jl. Jend Sudirman Kav 10-11 
Jakarta 10220 

5703666/5705171 


PT Ciptadana Sejatiraya 
Pintjoe Building 6th Floor 
Jl. Gadjah Mada No. 162 C 
Jakarta 11130 

6007391 /6007395 


PT Dharmala Securities 

6th Floor, Wisma Dharmala Sakti 
Jl. Hend Sudirman No. 32 
Jakarta 10220 


